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 ii
 IKHTISAR EKSEKUTIF
 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bontang tahun 2018 merupakan salah satu
 bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun 2018 yang merupakan
 kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden
 Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
 Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja menyajikan
 hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat tercapainya
 visi, misi dan tujuan Pemerintah Kota Bontang sebagaimana target kinerja yang telah
 menjadi komitmen seperti yang tertuang dalam RPJMD tahun 2016-2021. Dalam
 rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Bontang, pada tahun 2018 telah
 dilaksanakan 10 (sepuluh) sasaran strategis dan 22 (dua puluh dua) indikator kinerja
 yang dilaksanakan melalui 78 (tujuh puluh delapan) program dengan 468 (empat ratus
 enam puluh delapan) kegiatan. Secara umum capaian indikator kinerja Pemerintah
 Kota Bontang tahun 2018 dari 22 indikator kinerja yang ditetapkan, terdapat 14 (empat
 belas) indikator kinerja dengan capaian 100 persen, 8 (delapan) indikator kinerja
 dengan capaian kurang dari 100 persen. Pagu anggaran yang ditetapkan untuk
 mendukung pencapaian sasaran strategis tahun 2018 sebesar Rp.469,574,718,626
 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.394,181,908,700 atau 83,94 persen sehingga
 terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 75,392,809,926 atau 16,06 Persen.
 Selain dari realisasi keuangan program-program yang mendukung sasaran strategis
 tersebut, di bawah ini disajikan realisasi keuangan Kota Bontang secara keseluruhan
 sehingga dapat dibandingkan secara komprehensif antara target anggaran dan
 realisasi keuangan yang dicapai.
 Uraian Pagu Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
 PENDAPATAN DAERAH 1.190.844.294.643,06 1.254.365.962.989,24 105,33
 BELANJA DAERAH 1.380.195.674.446,00 1.186.034.381.115,00 85,93
 Surplus/Defisit 67.726.996.979,24 67.726.996.979,24 100,00
 PEMBIAYAAN DAERAH 189.351.379.802,94 189.351.379.802,94 100,00
 Penerimaan Pembiayaan Daerah
 189.351.379.802,94 189.351.379.802,94 100,00
 Pengeluaran Pembiayaan Daerah
 0 0 0
 Sisa Lebih Pembiayaan 0,00 238.194.966.212,77 100,00
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 iii
 Anggaran (SILPA)
 Laporan kinerja merupakan alat akuntabilitas yang menyajikan informasi tentang
 keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2018 serta merumuskan solusi dan
 perbaikan dalam perencanaan pembangunan selanutnya. Diharapkan laporan ini dapat
 menjadi salah satu bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Kota
 Bontang ditahun mendatang. Pemerintah Kota Bontang mendapatkan nilai 65,81
 dengan predikat B dalam akuntabilitas kinerja tahun 2018 yang ditetapkan pada tahun
 2019. Penilaian ini dimaksudkan untuk memotivasi Pemerintah Kota Bontang dalam
 pencapaian visi dan misi kepala daerah.
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 BAB I
 PENDAHULUAN
 A. Gambaran Umum Organisasi
 Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999
 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten
 Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, terbentuklah Kota
 Bontang sebagai Daerah Otonom dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17
 tanggal 16 Agustus 2002 Kota Bontang mempunyai 3 (tiga) Kecamatan yaitu
 Kecamatan Bontang Utara, Kecamatan Bontang Selatan dan Kecamatan
 Bontang Barat. Kecamatan-kecamatan tersebut memiliki 15 (lima belas)
 Kelurahan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tanggal 16
 Agustus 2002 tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
 1. Kondisi Geografis, Batas Administrasi dan Luas Wilayah
 Berikut ini diuraikan gambaran umum Kota Bontang dilihat dari segi
 geografis, batas administrasi dan luas wilayah.
 a. Geografis
 Kota Bontang terletak sekitar 120 km ke arah Utara dari Kota
 Samarinda Ibukota Provinsi Kalimantan Timur. Secara geografis berada
 di antara 0001’ Lintang Utara – 0012’ Lintang Utara dan 117023’ Bujur
 Timur – 117038’ Bujur Timur dengan luas wilayah 497,57 Km2 yang
 didominasi oleh lautan, yaitu seluas 349,77 Km2 (70,30%) sedangkan
 wilayah daratan hanya seluas 147,80 Km2 (29,70%).
 Gambar 1.1. Peta wilayah administrasi Kota Bontang
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 Secara administratif Kota Bontang berbatasan dengan:
 Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten
 Kutai Timur.
 Sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar;
 Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Marangkayu, Kabupaten
 Kutai Kertanegara;
 Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten
 Kutai Timur.
 Grafik 1.2. Persentase luas wilayah daratan per Kelurahan
 b. Demografis
 Jumlah penduduk Kota Bontang mengalami peningkatan rata-rata
 1,02 persen setiap tahun. Pada tahun 2014, penduduk Kota Bontang
 berjumlah 159.615, meningkat menjadi 162,733 pada tahun 2015. Pada
 tahun 2016, penduduk Kota Bontang berjumlah 166.868 jiwa, meningkat
 menjadi 170.611 jiwa pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 mengalami
 peningkatan 179.408 jiwa. Berikut diuraikan jumlah penduduk Kota
 Bontang berdasarkan beberapa kriteria seperti di bawah ini.
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 Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 c. Kondisi Ekonomi
 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
 PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari
 9 lapangan usaha menjadi 21 lapangan usaha. PDRB tahun 2014-
 2017 diukur menurut 21 (dua puluh satu) lapangan usaha yang
 dominan di masyarakat adalah sebagai berikut.
 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
 Pertambangan dan Penggalian;
 Industri Pengolahan;
 Pengadaan Listrik dan Gas;
 2014 2015 2016 2017 2018
 27,36127,361
 33,434 29,418 29,803
 63,348 64,621 65,551 68,033 68,436
 68,906 70,75167,883
 79,064 81,169
 GRAFIK 1.2 JUMLAH PENDUDUK PER KECAMATAN
 Bontang Barat Bontang Selatan Bontang Utara
 2014 2015 2016 2017 2018
 75,974 77,804 79,57184,449 8611883,640 85,522 87,297
 92,066 93290
 GRAFIK 1.3 JUMLAH PENDUDUK PER JENIS KELAMIN
 Perempuan Laki-laki
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 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang;
 Konstruksi;
 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda
 Motor;
 Transportasi dan Pergudangan;
 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
 Informasi dan Komunikasi;
 Jasa Keuangan dan Asuransi;
 Real Estat;
 Jasa Perusahaan;
 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial
 Wajib;
 Jasa Pendidikan;
 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan
 Jasa lainnya.
 Sumber data : Bontang Dalam Angka 2018
 2014 2015 2016 2017
 21,155,525.24 24,029,912.41 24,814,493.58 25,755,125.60
 59,055,313.39 58,600,855.0455,233,873.65
 58,787,632.05
 GRAFIK 1.4 PDRB KOTA BONTANG ATAS DASAR HARGA BERLAKU (JUTAAN RUPIAH)
 Tanpa Migas Dengan Migas
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 Sumber data : Bontang Dalam Angka 2018
 2. Struktur Perekonomian
 Sampai dengan saat ini, perekonomian Kota Bontang masih
 didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan. Pada tahun
 2017, nilai tambah yang dihasilkan oleh lapangan usaha tersebut
 adalah sekitar 49,35 triliun rupiah dan berkontribusi sebesar 83,95
 persen di dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto Kota
 Bontang Nilai nominal Produk Domestik Regional Kota Bontang
 pada tahun 2017 tercatat sekitar 58,79 triliun rupiah. Pada tahun
 2017, perekonomian Kota Bontang secara agregat (dengan migas)
 mengalami laju pertumbuhan yang meningkat yaitu sebesar 0,68
 persen. Peningkatan tersebut dipicu oleh terjadinya peningkatan
 produksi pada beberapa lapangan usaha terutama lapangan usaha
 pertambangan dan penggalian yang meningkat sebesar 11,69
 persen. Lapangan usaha lain yang mengalami peningkatan antara
 lain lapangan usaha pertanian, penyediaan akomodasi dan makanan
 minuman, konstruksi dan lain-lain. Perekonomian Kota Bontang
 tanpa migas pada tahun 2017 masih tumbuh positif sebesar 1,36
 persen. Meskipun beberapa lapangan usaha mengalami penurunan
 laju pertumbuhan, namun lapangan usaha lainnya terutama di
 sektor jasa masih tumbuh positif sehingga secara keseluruhan laju
 pertumbuhan Kota Bontang tanpa migas pada tahun 2017 masih
 meningkat.
 2014 2015 2016 2017
 17,190,529.54 18,199,267.95 18,225,006.00 18,472,201.13
 41,622,133.43 43,437,183.6347,836,359.11
 43,128,297.41
 GRAFIK 1.5 PDRB KOTA BONTANG ATAS DASAR HARGA KONSTAN (JUTAAN RUPIAH)
 Tanpa Migas Dengan Migas
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 Tabel 1.1. PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kota Bontang (juta rupiah) 2014-2017
 S
 u
 m
 b
 e
 r
 :
 K
 o
 t
 a
 B
 o
 n
 t
 a
 n
 g
 D
 a
 l
 a
 m
 A
 n
 Sumber data : Bontang Dalam Angka 2018
 d. Indeks Pembangunan Manusia
 Kinerja kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kota Bontang
 dapat dilihat dari indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per
 kapita, indeks gini, tingkat kemiskinan dan angka kriminalitas yang
 tertangani. Secara internasional salah satu indikator umum digunakan
 untuk mengukur tingkat keseahteraan suatu wilayah adalah Indeks
 Pembangunan Manusia (IPM). Formulasi penghitungan IPM telah
 mencakup aspek ekonomi dan sumber daya manusia dalam hal ini
 pembangunan pendidikan dan kesehatan.
 IPM Kota Bontang pada periode 2014-2017 terus menunjukkan
 peningkatan. Selama empat tahun terakhir, IPM Kota Bontang menduduki
 peringkat pertama di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu sebesar 79,47.
 No Lapangan Usaha 2014 2015 2016* 2017**
 1 2 3 4 5 6
 1 Pertanian, kehutanan dan perikanan 453.171,89 514.903,74 477.868,50 563.785,32
 2 Pertambangan dan Penggalian 1.117.139,80 810.849,10 339.865,14 483.336,62
 3 Industri Pengolahan 50.518.892,07 49.841.769,49 46.632.769,66 49.349.646,97
 4 Pengadaan Listrik dan Gas 7.599,13 12.296,16 13.834,11 16.175,77
 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
 8.687,23 9.289,88 10.085,59 12.453,69
 6 Konstruksi 2.407.377,97 2.528.473,04 2.590.489,35 2.886.704,45
 7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
 1.276.902,84 1.358.910,61 1.405.663,59 1.468.937,81
 8 Transportasi dan Pergudangan 587.972,51 618.403,88 654.887,82 701.316,55
 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 203.618,12 220.394,39 228.157,74 257.512,46
 10 Informasi dan Komunikasi 348.125,10 368.233,97 391.721,68 401.215,31
 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 387.396,91 393.908,29 397.585,86 400.030,94
 12 Real Estate 198.778,07 208.759,22 220.878,55 234.353,14
 13 Jasa Perusahaan 211.229,93 216.213,95 213.712,53 231.199,91
 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
 583.551,41 655.250,88 717.769,33 743.142,96
 15 Jasa Pendidikan 369.590,83 423.117,39 464.711,21 513.588,38
 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 256.768,49 284.324,11 317.277,18 343.631,78
 17 Jasa lainnya 118.511,08 135.756,96 156.595,79 180.599,99
 PDRB dengan Migas 59.055.313,39 58.600.855,04 55.233.873,65 58.787.632,05
 PDRB tanpa Migas 21.155.525,24 24.029.912,41 24.814.493,58 25.755.125,60
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 Sumber data : Bontang Dalam Angka 2018
 e. Potensi Unggulan Daerah
 Kehadiran PT. Badak NGL sebagai industri pengilangan gas alam
 cair dan PT. Pupuk Kalimantan Timur, Tbk. sebagai industri pupuk serta
 PT. Black Bear dan PT. Kaltim Nitrat Indonesia sebagai industri pembuat
 bahan amonium nitrat yang bertaraf internasional, menjadi potensi
 unggulan Kota Bontang karena mampu memberikan income besar serta
 mendorong pertumbuhan ekonomi baik di Kota Bontang, Kalimantan
 Timur dan Nasional. Potensi lainnya yang dapat diproyeksikan menjadi
 potensi unggulan serta dapat dikembangkan menjadi penggerak ekonomi
 Kota Bontang diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:
 Jasa Kelautan
 Sebagai daerah pesisir, Kota Bontang memiliki potensi jasa kelautan
 yang dapat dikembangkan berupa jasa transportasi laut. Tujuannya
 adalah untuk memperlancar kegiatan perdagangan lokal, regional
 dan internasional. Dengan kedalaman alur yang berkisar antara 17-
 20 meter, perairan Kota Bontang dapat dilalui kapal-kapal besar
 dengan kapasitas 20.000-40.000DWT serta dapat melakukan
 bongkar muat.
 Saat ini Kota Bontang memiliki beberapa pelabuhan untuk
 mendukung aktivitas industri dan masyarakat umum, antara lain
 pelabuhan khusus yang berjumlah 3 unit (PT. Pupuk Kaltim, PT.
 Badak NGL, dan PT. Indominco Mandiri), pelabuhan Umum di
 Loktuan, Pelabuhan Rakyat di Tanjung Laut Indah dan Pelabuhan
 Pendaratan Ikan di Tanjung Limau.
 2014 2015 2016 2017
 78.58 78.78 78.92 79.47
 73.82 74.17 74.59 75,122
 68.9 69.51 70.18
 70.81
 GRAFIK 1.6 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
 Bontang Kaltim Nasional
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 Perikanan
 Dengan dukungan perairan yang luasnya mencapai 49,757 ha atau
 70,30% dari luas Kota Bontang, maka perikanan dan kelautan sangat
 potensial dikembangkan. Pemanfaatan sumber daya ikan dapat
 dilakukan melalui kegiatan penangkapan dan budidaya. Potensi
 perikanan yang menjadi unggulan saat ini adalah kepiting, ikan
 kerapu, kakap, lobster, teripang dan rumput laut. Jenis-jenis ikan
 tersebut bernilai ekonomi tinggi di pasar domestik dan pasar
 internasional.
 Ikan-ikan hasil tangkapan nelayan hanya memenuhi kebutuhan lokal
 sedangkan kebutuhan pasar regional dan internasional hanya dapat
 dipenuhi dalam jumlah kecil. Dengan demikian pengembangan
 kegiatan perikanan mempunyai peluang yang sangat besar
 mengingat kebutuhan konsumsi ikan baik dalam negeri maupun luar
 negeri terus mengalami peningkatan. Begitupun dengan rumput laut
 yang sangat menjanjikan karena mempunyai kualitas terbaik ditingkat
 nasional.
 Pariwisata
 Sebagai kawasan pesisir, Kota Bontang mempunyai potensi wisata
 yang layak untuk dikembangkan seperti: pemukiman di atas air,
 wisata kuliner, hutan mangrove dan terumbu karang. Terdapat pula
 pesta laut sebagai event tahunan untuk masyarakat pesisir yang diisi
 dengan acara adat disertai hiburan rakyat. Juga acara pesta adat
 Erau Pelas Benua yang dilaksanakan di Kelurahan Guntung sebagai
 ritual tolak bala bagi warga sekitar, yang dirangkai dengan olah raga
 tradisional berupa permainan sumpit dan gassing.
 Luas hutan mangrove Kota Bontang adalah 2.105 ha. Kawasan
 tersebut potensial untuk dikembangkan menjadi ekowisata karena
 beberapa faktor pendukung antara lain: mudah dijangkau, memiliki
 struktur tegakan yang sempurna, serta spesies penyusun tegakannya
 beraneka ragam. Hutan mangrove Kota Bontang tersebar di
 sepanjang pesisir pantai yang membentang mulai dari Guntung,
 Gunung Elai, Bontang Kuala, Rawa Indah, Teluk Kadere dan Manuk-
 manukan. Ketebalannya dari garis pantai ke arah darat bervariasi
 antara 50-710 M.
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 Terumbu karang potensial untuk wisata snorkeling dan diving.
 Lokasinya berada di Karang Kiampau, Karang Segajah, Agar-agar,
 Melahing, Kedindingan, Beras Basah dan Tihik-tihik. Terumbu karang
 dapat dijumpai sampai kedalaman 15 M dan dihuni oleh ikan-ikan
 hias maupun komersil.
 B. Struktur Organisasi
 Pemerintah Kota Bontang pada tahun 2018 sampai dengan 03 Oktober
 2018 memiliki 29 (dua puluh sembilan) Perangkat Daerah. Berdasarkan
 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
 Sekretariat KORPRI dihapuskan dari Struktur Organisasi Pemerintah Kota
 Bontang per 03 Oktober 2018 disebabkan tugas dan fungsi dari Perangkat
 Daerah tersebut selayaknya ada di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
 Pelatihan. Adapun payung hukum yang mengatur 29 (dua puluh sembilan)
 Perangkat Daerah tersebut adalah sebagai berikut.
 1. Perda nomor 3 tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja RSUD
 2. Perda nomor 1 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat
 KORPRI
 3. Perda nomor nomor 7 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan
 Daerah Kota Bontang Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
 Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga
 Teknis Daerah
 4. Perda nomor 4 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Badan
 Penanggulangan Bencana Daerah
 5. Perda nomor 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat
 Daerah.
 Struktur organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota
 Bontang diatur dengan Peraturan Wali Kota:
 1. Perwali nomor 24 tahun 2017 tentang perubahan atas Perwali nomor 31
 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
 serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
 2. Perwali nomor 32 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan
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 3. Perwali nomor 33 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat
 4. Perwali nomor 34 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan
 5. Perwali nomor 35 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga
 Berencana
 6. Perwali nomor 36 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
 Rakyat
 7. Perwali nomor 37 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan
 Permukiman dan Pertanahan
 8. Perwali nomor 38 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
 9. Perwali nomor 39 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan
 Penyelamatan
 10. Perwali nomor 40 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan
 Pengembangan
 11. Perwali nomor 41 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
 12. Perwali nomor 42 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan
 dan Pertanian
 13. Perwali nomor 43 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
 dan Perdagangan
 14. Perwali nomor 44 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
 Pelatihan
 15. Perwali nomor 45 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
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 16. Perwali nomor 46 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan
 Perempuan dan Pemberdaraan Masyarakat
 17. Perwali nomor 47 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 18. Perwali nomor 48 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup
 19. Perwali nomor 49 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan
 Sipil
 20. Perwali nomor 50 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan
 21. Perwali nomor 51 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan
 Statistik
 22. Perwali nomor 52 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah Raga dan
 Pariwisata
 23. Perwali nomor 53 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 24. Perwali nomor 3 tahun 2015 tentang tugas pokok dan fungsi serta uraian
 tugas jabatan struktural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 25. Perwali nomor 19 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Perwali nomor
 22 tahun 2012 tentang tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas jabatan
 struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah
 26. Perwali nomor 38 tahun 2015 tentang perubahan atas Perwali nomor 10
 tahun 2015 tentang tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas jabatan
 struktural pada Badan Penanggulangan Bencana
 27. Perwali nomor 25 tahun 2017 tentang perubahan atas Perwali nomor 45
 tahun 2012 tentang tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas jabatan
 struktural pada Sekretariat KORPRI
 Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, keselarasan,
 keterpaduan dan keserasian pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang
 Perangkat Daerah telah ditetapkan struktur pola hubungan kerja perangkat
 daerah sebagai berikut.
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 Gambar 1.2 Struktur Pola Hubungan Kerja Perangkat Daerah
 Keterangan:
 Kab / Kota
 Garis Komando
 Garis Komando
 Garis Pertanggungjaw aban
 (unsur perencana)
 BADAN PERENCANAAN,
 PENELITIAN DAN
 PENGEMBANGAN
 STAF AHLISETDA
 (unsur staf)
 DINAS DAERAH
 (unsur pelaksana)
 INSPEKTORAT DAERAH
 (unsur pengaw as)
 BADAN DAERAH
 (unsur penunjang)
 KECAMATAN
 KELURAHAN
 DPRD
 WALIKOTA
 WAKIL
 SEKRETARIAT DPRD
 (unsur pelay anan)
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 Gambar 1.3 Jalur Koordinasi Antar Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang
 UNSUR PELAYANAN ADMINISTRATIF: UNSUR PELAYANAN ADMINISTRATIF: UNSUR PELAYANAN ADMINISTRATIF:
 1. BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM 1. BAGIAN SOSIAL DAN EKONOMI 1. BAGIAN TATA USAH
 2. BAGIAN HUKUM 2. BAGIAN LAYANAN PENGADAAN 2. BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
 3. BAGIAN ORGANISASI 3. BAGIAN UMUM
 UNSUR PELAYANAN OPERASIONAL: UNSUR PELAKSANA OPERASIONAL: UNSUR PELAKSANA OPERASIONAL:
 1. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAT SIPIL 1. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA 1. INSPEKTORAT DAERAH
 2. KECAMATAN 2. DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA 2. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
 3. KELURAHAN 3. DINAS PENDIDIKAN 3. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
 4. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 5. DINAS PERHUBUNGAN
 6. DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
 7. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
 8. DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARAWISATA
 9. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 10. DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 11. DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
 12. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
 UNSUR PENUNJANG: UNSUR PENUNJANG: UNSUR PENUNJANG:
 1. SEKRETARIAT DPRD 1. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN 1. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 2. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 3. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 3. RSUD TAMAN HUSADA 3. SEKRETARIAT KORPRI
 ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ASISTEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
 WALI KOTA BONTANG
 WAKIL WALI KOTA BONTANG
 SEKRETARIAT DAERAH
 STAF AHLI
 WALI KOTA
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 C. Sumber Daya Aparatur
 Aparatur Pemerintah Kota Bontang per 31 Desember 2018 berjumlah
 2.819 orang pegawai yang terdiri dari pejabat struktural sebanyak 498 (empat
 ratus sembilan puluh delapan) orang, jabatan fungsional yang berprofesi sebagai
 guru sebanyak 748 (tujuh ratus empat puluh delapan) orang, jabatan fungsional
 yang pada tenaga kesehatan sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) orang
 dan jabatan fungsional lainnya sebanyak 1509 (seribu lima ratus Sembilan)
 orang.
 Sumber Data : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
 Sumber Data : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
 1272
 1547
 Grafik 1.7. Jumlah pegawai per jenis kelamin
 Laki-laki Perempuan
 1
 31
 6 60 55
 349
 255
 358
 499
 398
 394
 323
 61 253
 1
 GRAFIK 1.8. JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN
 Gol. I/b
 Gol. I/c
 Gol. I/d
 Gol. II/a
 Gol. II/b
 Gol. II/c
 Gol. II/d
 Gol. III/a
 Gol. III/b
 Gol. III/c
 Gol. III/d
 Gol. IV/a
 Gol. IV/b
 Gol. IV/c
 Gol. IV/d
 Gol. IV/e
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 Sumber Data : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
 Sumber Data : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
 D. Permasalahan Utama yang Dihadapi Organisasi
 Permasalahan utama pembangunan Kota Bontang yang merupakan hasil
 analisis terhadap berbagai aspek dan urusan pemerintahan dalam pembangunan
 jangka menengah 2016-2021 masih dihadapkan pada permasalahan utama
 pembangunan yaitu:
 1. Belum mantapnya daya saing SDM khususnya dalam mendukung
 pengembangan sektor industri dan sektor maritim;
 2. Perekonomian daerah yang masih sangat tergantung pada sektor industri
 basis;
 3. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
 4. Belum terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.
 20 44
 635 17
 40
 523
 31
 1277
 233
 GRAFIK 1.9. JUMLAH PEGAWAI PER TINGKAT PENDIDIKAN SD
 SMP
 SLTA
 D-1
 D-2
 D-3
 D-4
 S-1
 S-2
 24 41 67
 286 80
 655
 93
 135
 559
 1165
 GRAFIK 1.10. JUMLAH PEGAWAI PER JABATAN
 Eselon II.B (Pimpinan Tinggi Pratama)
 Eselon III.A (Administrator)
 Eselon III.B (Administrator)
 Eselon IV.A (Pengawas)
 Eselon IV.B (Pengawas)
 JFT Guru
 Pelaksana Sekolah
 JFT Kesehatan
 JFT Lainnya
 JFU
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 Sebagai bagian dari hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan periode
 pembangunan yang telah dilalui, ke 5 (lima) permasalahan pembangunan tersebut
 merupakan faktor utama yang menyebabkan belum kuatnya kemandirian ekonomi
 dan masih relatif tingginya kesenjangan kesejahteraan antar kelompok
 pendapatan. Oleh karena itu permasalahan utama pembangunan tersebut akan
 menjadi basis pijakan dalam penyusunan arah kebijakan dan prioritas
 pembangunan Kota Bontang selama 5 (lima) tahun (2016-2021).
 Belum Mantapnya Daya Saing SDM
 Kota Bontang adalah daerah kota yang sangat kental dengan
 karakteristik ekonominya dengan sektor industri. Namun sektor industri
 dimaksud bukanlah industri manufaktur sebagaimana industri yang umumnya
 berkembang di beberapa daerah utama di Pulau Jawa. Industri di Kota Bontang
 yang berbasis industri pengolahan Migas dan Industri Kimia merupakan industri
 yang lebih bersifat padat modal sehingga serapan terhadap tenaga kerja
 menjadi relatif terbatas.
 Rumusan Permasalahan Perekonomian daerah yang masih sangat tergantung
 pada sektor industri basis.
 Struktur ekonomi Kota Bontang hingga tahun 2015 masih sangat
 didominasi oleh kontribusi sektor industri pengolahan khususnya sub sektor gas
 alam cair. Secara umum sektor yang mengambil peranan terbesar pada PDRB
 Atas Dasar Harga Berlaku yaitu sektor industri pengolahan, sektor bangunan
 dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sedangkan untuk sektor yang lain
 masing-masing memberikan kontribusi dibawah 1%. Kontribusi sektor industri
 pengolahan dengan sub sektor gas alam cair dalam komposisi PDRB masih
 sangat dominan dengan perannya mencapai lebih dari 80%. Hal ini berdampak
 pada kestabilan pertumbuhan ekonomi Kota Bontang yang sangat tergantung
 pada fluktuasi kontribusi sektor industri pengolahan khususnya sub sektor gas
 alam cair.
 Belum Optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
 Sumber daya alam merupakan potensi penggerak perekonomian utama
 di Kota Bontang, terutama migas dan sumber daya perairan laut. Tanpa tata
 kelola sumber daya alam yang baik, potensi yang ada dapat menjadi
 permasalahan bagi pembangunan daerah. Konsekuensi dari keberadaan
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 industri baik migas atau pengolahan akan memiliki dampak terhadap
 permasalahan lingkungan. Perlunya langkah pengendalian sebagai upaya
 untuk menjaga kualitas lingkungan hidup sebagai upaya untuk mencegah atau
 mengurangi adanya polusi udara dan air. Pengendalian dimaksud untuk
 menjaga kelestarian lingkungan sehingga tidak berdampak pada perubahan
 ekosistem pada lingkungan.
 Belum Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien
 Penyelenggaraan tata pemerintahan belum sepenuhnya menerapkan praktek-
 praktek tata pemerintahan yang baik yang setidaknya mencakup prinsip-prinsip
 akuntabilitas, keterbukaan, keterukuran dan partisipasi masyarakat. Meskipun
 predikat WTP telah diraih, akuntabilitas masih membutuhkan kesungguhan
 seluruh penyelenggara pemerintah daerah sehingga setiap alokasi anggaran
 yang dibelanjakan memiliki ukuran kinerja yang jelas dalam rangka
 meningkatkan kinerja pemerintah sebagai penyedia dan penyelenggara layanan
 publik bagi masyarakat.
 E. Road Map Reformasi Birokrasi
 Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bontang telah disusun
 dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 228 Tahun 2017
 tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang
 Tahun 2017-2021 dan merupakan kelanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi
 periode pertama tahun 2013-2016. Penetapan periode kedua atau fase
 penguatan ini dilakukan dalam kurun waktu lima tahun dan memuat rencana aksi
 secara terperinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan
 reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi dengan
 3 (tiga) area prioritas reformasi birokrasi yakni, Sumber Daya Manusia Aparatur,
 Pengawasan dan Akuntabilitas serta area Pelayanan Publik sebagai area
 prioritas tersendiri. Penetapan Road Map ini diharapkan dapat membantu
 Pemerintah Kota Bontang dalam pelaksanaan reformasi Birokrasi.
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 BAB II
 PERENCANAAN KINERJA
 A. Rencana Pembangunan Daerah
 Rencana Pembangunan Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan RPJPD
 merupakan pedoman utama dalam menentukan arah pembangunan Kota Bontang
 yang akan direalisasikan secara bertahap dan sistematis. RPJMD Tahun 2016-2021
 sebagai rencana jangka menengah lima tahunan Pemerintah Kota Bontang
 merupakan periode ketiga pelaksanaan RPJPD Kota Bontang Tahun 2005-2025.
 Tahapan ini sebagai tahapan penguatan setelah melaksanakan 2 (dua) tahapan
 sebelumnya yaitu tahapan pondasi dan tahapan pengembangan.
 Pada tahapan penguatan ini, terdapat 4 (empat) sasaran pokok yang menjadi
 acuan pembangunan Kota Bontang adalah:
 1. Penguatan SDM masyarakat menuju masyarakat yang mandiri, mapan, dan
 berdaya saing;
 2. Penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efisien, transparan, dan akuntabel;
 3. Pemantapan kualitas infrastruktur kota yang berwawasan lingkungan untuk
 terwujudnya kota tanpa pemukiman kumuh; dan
 4. Memperkuat struktur ekonomi maritim dengan tetap menjaga keseimbangan
 industri migas dan non migas.
 Visi dan Misi tersebut dapat dicapai melalui penetapan tujuan dan sasaran berikut ini.
 Visi Pembangunan
 2016-2021
 Menguatkan Kota
 Bontang sebagai Kota
 Maritim Berkebudayaan
 Industri Yang Bertumpu
 pada Kualitas Sumber
 Daya Manusia dan
 Lingkungan Hidup untuk
 Kesejahteraan
 Masyarakat
 Misi Pembangunan 2016-2021
 1) Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City
 melalui peningkatan kualitas sumber daya
 manusia;
 2) Menjadikan Kota Bontang sebagai Green
 City melalui peningkatan kualitas lingkungan
 hidup;
 3) Menjadikan Kota Bontang sebagai Creative
 City melalui pengembangan kegiatan
 perekonomian berbasis sektor maritim.
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 Tabel 2.1. Tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bontang tahun 2016-2021
 Tujuan Idikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Indikator
 2016 2017 2018 2019 2020 2021
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 I. Tujuan dan Sasaran Misi I
 1. Meningkatkan
 Kualitas Sumber
 Daya Manusia
 IPM
 1. Meningkatnya kualitas
 Pendidikan untuk semua
 IPM Persen 78,78 78,82 78,87 78,91 78,96 79
 Rata-rata lama sekolah penduduk
 usia 15 tahun ke atas
 Tahun 10,35 10,37 10,39 10,41 10,43 10,45
 Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 12,77 12,82 12,86 12,91 12,95 13
 Nilai rata-rata ujian akhir SD Jumlah nilai 219,66 219,96 220,26 220,56 220,86 221,16
 Nilai rata-rata ujian akhir SLTP Jumlah nilai 245,22 251,18 257,13 263,09 269,04 275
 2. Meningkatnya kualitas
 Kesehatan untuk semua
 Angka harapan hidup Tahun 73,94 73,94 73,95 73,95 73,96 73,96
 Angka Kematian Bayi Persentase 11 10,20 9,40 8,60 7,80 7
 Angka kematian ibu per 100.000
 kelahiran
 Rasio 234 197 160 123 86 50
 Prevalensi Balita Gizi kurang Persentase <5 % <5 % <5 % <5 % <5 % <5 %
 2. Mengembangkan
 masyarakat dan
 pemerintahan yang
 cerdas serta
 kompetitif, berbasis
 informasi dan
 Indeks Kepuasan
 Masyarakat
 Predikat
 Akuntabilitas
 Kinerja
 3. Meningkatnya
 kesejahteraan kehidupan
 sosial dan Kehidupan
 Beragama
 Tingkat Kemiskinan (%) Persentase 5,04 4,83 4,62 4,42 4,21 4
 Tingkat Pengangguran (%) Persentase 12,9 11,98 11,06 10,14 9,22 8,3
 Indeks Gini Persentase 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,32
 Jumlah Konflik terkait SARA Jumlah 0 0 0 0 0 0
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 Tujuan Idikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Indikator
 2016 2017 2018 2019 2020 2021
 teknologi Pemerintah
 Nilai
 Pemeringkatan e-
 Goverment
 Indonesia (PeGi)
 Indeks Pembangunan Gender
 (IPG)
 Indeks 86,8 87,2 87,6 88 88,4 88,8
 4. Terwujudnya
 Penyelenggaraan
 Pemerintahan yang
 Transparan, Akuntabel dan
 Partisipatif
 Predikat Akuntabilitas Kinerja
 Pemerintah
 Nilai B B B B BB BB
 Nilai LPPD Nilai ST ST ST ST ST ST
 Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 78,99 80,23 81,48 82,72 83,97 85,21
 Indeks Reformasi Birokrasi Nilai C B B B B B
 Indeks Persepsi Korupsi Indeks 5,27 5,40 5,52 5,65 5,77 5,9
 Tingkat Kesesuaian antara
 perencanaan dengan
 pembangunan
 Persentase 88% 0,90 0,93 0,95 0,98 100%
 Nilai Pemeringkatan e-Goverment
 Indonesia (PeGi)
 Poin/skor 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0
 Indeks Kota Cerdas Indonesia Poin/skor 51,57 52,46 53,34 54,23 55,11 56
 II. Tujuan dan Sasaran Misi II
 1. Mengembangkan
 pembangunan kota
 yang ramah
 lingkungan
 Mempertahankan
 laju pertumbuhan
 emisi
 1. Meningkatnya cakupan
 pengelolaan sanitasi
 Cakupan pelayanan air limbah
 domestik
 Persentase 93,92 95,14 96,35 97,57 98,78 100
 Cakupan Penanganan sampah Persentase 74,08 76,26 78,45 80,63 82,82 85,00
 2. Meningkatnya Pengelolaan
 limbah usaha dan kegiatan
 Usaha/kegiatan yang melakukan
 pengelolaan lingkungan
 Persentase 100 100 100 100 100 100
 3. Meningkatnya Ruang
 Terbuka Hijau
 Luas Ruang Terbuka Hijau Luas (ha) 3.085 3090 3095 3100 3105 3.110
 4. Meningkatnya Kualitas Kawasan perumahan dan Ha 24 19,20 14,40 9,60 4,80 0
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 Tujuan Idikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Indikator
 2016 2017 2018 2019 2020 2021
 Lingkungan Permukiman Permukiman kumuh
 5. Menekan laju pertumbuhan
 emisi Gas Rumah Kaca
 Mempertahankan laju pertumbuhan
 emisi
 Ton CO2 2.015,6 2.126,3 2.236,9 2.347,6 2.458,3 2.569,0
 2. Meningkatkan
 kuantitas dan
 kualitas pelayanan
 air minum
 Cakupan pelayanan
 air minum
 6. Meningkatnya akses
 pelayanan air minum
 Cakupan pelayanan air minum Persentase 96,74 97,39 98,04 98,70 99,35 100
 7. Terlaksananya konservasi
 sumber daya air
 Kedudukan permukaan air tanah di
 2 (dua) sumur pantau
 Meter Titik 1
 (selatan)
 = -
 25,1 m
 -29,1 -33,1 -37,1 -41,1 -45,1
 Meter Titik 2
 (utara)=
 -39,90 m
 -43,9 -47,9 -51,9 -55,9 -59,9
 3. Meningkatkan
 Penataan dan
 Pemanfaatan
 Ruang
 Berkelanjutan
 Kesesuaian
 pemanfaatan ruang
 terhadap Rencana
 Tata Ruang Wilayah
 8. Terwujudnya perencanaan,
 pemanfaatan dan
 pengendalian tata ruang kota
 yang konsisten
 Kesesuaian pemanfaatan ruang
 terhadap Rencana Tata Ruang
 Wilayah
 Persentase 82,08 83,20 84,32 85,44 86,56 87,68
 Rehabilitasi ekosistem pesisir Luas (ha) 262,28 267,48 272,68 277,88 283,08 288,28
 Rehabilitasi ekosistem terumbu
 karang
 Luas (ha) 252,63 253,83 255,03 256,23 257,43 258,63
 9. Terselesaikannya
 permasalahan banjir
 Luas wilayah tergenang Luas (ha) 38,78 33,81 28,83 23,86 18,88 13,91
 III. Tujuan dan Sasaran Misi III
 1. Meningkatkan
 Peran Sektor Non
 Migas Dalam
 Struktur Ekonomi
 Daerah
 Pertumbuhan PDRB
 Non Migas
 1. Meningkatnya pertumbuhan
 ekonomi non migas
 Pertumbuhan PDRB Non Migas Persentase 7,74 7,40-8,24 7,80-8,68 8,20-9,12 8,60-9,56 8-10
 2. Meningkatnya kegiatan
 perekonomian berbasis
 Kontribusi sektor ekonomi maritim
 terhadap PDRB non migas
 Persentase 2,32 3,84-5,40 5,38-7,80 6,92-
 10,20
 8,46-
 12,60
 10-15
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 Tujuan Idikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Indikator
 2016 2017 2018 2019 2020 2021
 sektor maritim
 3. Meningkatnya Perdagangan
 dan industri
 Kontribusi sektor industri terhadap
 PDRB non migas
 Persentase 70,43 74,33 78,24 82,14 86,05 89,95
 Kontribusi sektor perdagangan dan
 jasa terhadap PDRB non migas
 Persentase 6,08 6,64 7,20 7,75 8,31 8,87
 2. Peningkatan daya
 saing ekonomi
 Kota Bontang
 Jumlah usaha
 mikro/kecil yang
 produktif
 4. Tersedianya infrastruktur
 kota yang memadai untuk
 mendukung perkembangan
 ekonomi kota
 Panjang jalan kondisi baik Persentase 87,87 89,24 90,63 90,90 91,15 91,45
 Jumlah sarana perdagangan/pasar Unit 3 3 3 3 3 4
 Sarana dan Prasarana Pelabuhan Unit 2 4 4 5 5 5
 Pembangunan Bandara Unit 0 0 0 0 0 1
 Jaringan gas rumah tangga Kelurahan 3 5 8 10 13 15
 Pengelolaan Kawasan Industri baru Persentase 0 0 0 0 0 100
 5. Meningkatnya usaha mikro
 kecil
 Jumlah usaha mikro/kecil yang
 produktif
 Unit 356 406 456 506 556 606
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 Dari tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bontang tahun 2016-2021 pada tabel 2.1. diatas, ditetapkan program dan kegiatan yang akan
 mendukung pencapaian sasaran sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja tahun 2018.
 Tabel 2.2. Program dan kegiatan yang mendukung Sasaran
 Sasaran Strategis
 Indikator Kinerja Program Kegiatan
 1 2 3 4
 1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Untuk Semua
 1. Rata-rata lama Sekolah Penduduk usia 15 tahun Ke Atas
 1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1. Pembangunan Gedung Sekolah
 2. Pembangunan Perpustakaan Sekolah
 3. Pengadaan Meubelair Sekolah
 4. Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah
 5. Penyelenggaraan Paket A Setara SD
 6. Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
 7. Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa
 8. Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi pendidikan Dasar
 9. Pembangunan Kelengkapan Sarana Gedung Sekolah
 10. Pengadaan Buku Perpustakaan SD (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SD)
 11. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 001 Bontang Utara
 12. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 002 Bontang Utara
 13. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 003 Bontang Utara
 14. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah 004 Bontang Utara (BOS) SDN
 15. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah 005 Bontang Utara (BOS) SDN
 16. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah 006 Bontang Utara (BOS) SDN
 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah 007 Bontang Utara (BOS) SDN
 17. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah 008 Bontang Utara (BOS) SDN
 18. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah 009 Bontang Utara (BOS) SDN
 19. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah 010 Bontang Utara (BOS) SDN
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 Sasaran Strategis
 Indikator Kinerja Program Kegiatan
 1 2 3 4 20. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah 011 Bontang
 Utara (BOS) SDN
 21. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah 001 Bontang Selatan (BOS) SDN
 22. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah 002 Bontang Selatan (BOS) SDN
 23. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah 003 Bontang Selatan (BOS) SDN
 24. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah 004 Bontang Selatan (BOS) SDN
 25. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah 005 Bontang Selatan (BOS) SDN
 26. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah 006 Bontang Selatan (BOS) SDN
 27. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah 007 Bontang Selatan (BOS) SDN
 28. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah 009 Bontang Selatan (BOS) SDN
 29. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah 010 Bontang Selatan (BOS) SDN
 30. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah 011 Bontang Selatan (BOS) SDN
 31. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah 012 Bontang Selatan (BOS) SDN
 32. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah 013 Bontang Selatan (BOS) SDN
 33. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah 014 Bontang Selatan (BOS) SDN
 34. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah 015 Bontang Selatan (BOS) SDN
 35. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah 016 Bontang Selatan (BOS) SDN
 36. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 001 Bontang Barat
 37. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 002 Bontang Barat
 38. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 003 Bontang Barat
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 Sasaran Strategis
 Indikator Kinerja Program Kegiatan
 1 2 3 4 39. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN
 004 Bontang Barat
 40. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Bontang
 41. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 2 Bontang
 42. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 3 Bontang
 43. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 4 Bontang
 44. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 5 Bontang
 45. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 6 Bontang
 46. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 7 Bontang
 47. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 8 Bontang
 48. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 9 Bontang
 49. Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta Perabotnya SD Negeri 006 Bontang Utara (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SD)
 50. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas dan Ruang Guru SD Negeri 003 Bontang Utara (DAK Fisik Reguler Bidang
 51. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru dan Ruang Perpustakaan SD Negeri 005 Bontang Utara (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SD)
 52. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan SD Negeri 003 Bontang Selatan (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SD)
 53. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Belajar dan Ruang Penunjang Lainnya SMP Negeri 1 Bontang (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMP)
 54. Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta Perabotnya SMP Negeri 6 Bontang (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMP)
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 Sasaran Strategis
 Indikator Kinerja Program Kegiatan
 1 2 3 4 55. Pembangunan Perpustakaan Baru beserta Perabotnya
 SMP Negeri 9 Bontang (DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMP)
 56. Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Sekolah
 2 Program Pendidikan Menengah 57. Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah
 58. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Ibadah
 3 Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
 59. Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi
 60. Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
 61. Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik
 62. Pengadaan Sarana dan Prasarana bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 4 Program Pendidikan Inklusif 63. Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah Autis Centre
 64. Penyediaan Biaya Operasional Lembaga Autis Centre
 5 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 65. Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan
 66. Peringatan/Perayaan Hari-Hari Besar Nasional Bidang Pendidikan
 67. Penyediaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) APBN
 2. Harapan lama Sekolah (HLS)
 6 Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan 68. Penyediaan Dana Pendamping Program Indonesia Pintar (PIP) APBN
 69. Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) TK Pembina I Bontang
 70. Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) TK Pembina II Bontang
 71. Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) TK Satu Atap Bontang
 72. Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 001 Bontang Utara
 73. Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 002 Bontang Utara
 74. Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 003 Bontang Utara
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 Sasaran Strategis
 Indikator Kinerja Program Kegiatan
 1 2 3 4 75. Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah
 Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 004 Bontang Utara
 76. Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 005 Bontang Utara
 77. Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 006 Bontang Utara
 78. Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 007 Bontang Utara
 79. Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 008 Bontang Utara
 80. Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 009 Bontang Utara
 81. Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 010 Bontang Utara
 82. Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 011 Bontang Utara
 83. Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 001 Bontang Selatan
 84. Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 002 Bontang Selatan
 85. Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 003 Bontang Selatan
 86. Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 004 Bontang Selatan
 87. Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 005 Bontang Selatan
 88. Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 006 Bontang Selatan
 89. Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 007 Bontang Selatan
 90. Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 009 Bontang Selatan
 91. Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 010 Bontang Selatan
 92. Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 011 Bontang Selatan
 93. Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 012 Bontang Selatan
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 Sasaran Strategis
 Indikator Kinerja Program Kegiatan
 1 2 3 4 94. Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah
 Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 013 Bontang Selatan
 95. Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 014 Bontang Selatan
 96. Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 015 Bontang Selatan
 97. Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 016 Bontang Selatan
 98. Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 001 Bontang Barat
 99. Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 002 Bontang Barat
 100. Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 003 Bontang Barat
 101. Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 004 Bontang Barat
 102. Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 1 Bontang
 103. Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 2 Bontang
 104. Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 3 Bontang
 105. Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 4 Bontang
 106. Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 5 Bontang
 107. Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 6 Bontang
 108. Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 7 Bontang
 109. Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 8 Bontang
 110. Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 9 Bontang
 111. Penyelenggaraan Dana BOP PAUD TK Pembina I Bontang (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD)
 112. Penyelenggaraan Dana BOP PAUD TK Pembina II
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 Sasaran Strategis
 Indikator Kinerja Program Kegiatan
 1 2 3 4 Bontang (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan
 113. Penyelenggaraan Dana BOP PAUD TK Satu Atap Bontang (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan
 7 Program Peningkatan Manajemen Pendidikan 114. Penyediaan Pakaian Seragam Sekolah dan
 Kelengkapanya
 2. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Untuk Semua
 3. Angka Kematian Bayi 8 Program Peningkatan Kesehatan Ibu Dan Anak 115. Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil, Ibu Melahirkan,
 Bayi dan Balita Dengan Resiko Tinggi
 9 Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
 116. Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
 10 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
 117. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Ganguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Gizi Mikro Lainya
 118. Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Selatan 1
 119. Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Selatan 2
 120. Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Lestari
 121. Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Utara 1
 122. Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Utara 2
 123. Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Barat
 124. Pembinaan Pelayanan Gizi Institusi dan Gizi Masyarakat
 125. Peningkatan Surveilans dan Kewaspadaan Gizi (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)
 126. Movev Pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif
 127. Peningkatan Surveilans dan Kewaspadaan Gizi
 11 Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya
 128. Pembangunan Posyandu
 129. Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Selatan 1
 130. Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Selatan 2
 131. Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Lestari
 132. Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Utara 1
 133. Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang
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 Sasaran Strategis
 Indikator Kinerja Program Kegiatan
 1 2 3 4 Utara 2
 134. Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Barat
 135. Dana Kapitasi FKTP Klinik PNS
 136. Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Bontang Selatan 1
 137. Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Bontang Selatan 2
 138. Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Lestari
 139. Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Bontang Utara 1
 140. Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Bontang Utara 2
 141. Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Bontang Barat
 142. Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Sub Pelayanan Kesehatan Dasar)
 143. Penyediaan Sarana Penunjang Puskesmas (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Sub Pelayanan Kesehatan Dasar)
 144. Pembangunan Gedung Public Service Center 119 (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Sub Pelayanan Kesehatan dasar)
 4. Angka kematian Ibu 12 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
 145. Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
 146. Pembangunan Klinik Rawat Jalan RSUD Taman Husada
 147. Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Sub Pelayanan Kesehatan
 13 Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
 148. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit
 5. Prevalensi Balita Gizi Buruk 14 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 149. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit Jantung
 150. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit AIDS
 151. Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit Kanker
 152. Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit TBC
 15 Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Blud 153. Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Rumah Sakit BLUD
 16 Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan 154. Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan 155. Peningkatan Mutu Penggunaan Obat Dan Perbekalan
 Kesehatan
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 Sasaran Strategis
 Indikator Kinerja Program Kegiatan
 1 2 3 4 156. Penyediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai Tingkat
 Kota (DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan Sub Pelayanan Kesehatan Kefarmasian)
 17 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 157. Pembinaan Perawatan Kesehatan Masyarakat
 158. Pembinaan Manajemen Puskesmas
 159. Pembinaan Kesehatan Khusus dan Olahraga
 160. Pembinaan UKS
 161. Pelaksanaan P3K Kegiatan Tertentu
 162. Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Selatan 1
 163. Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Selatan 2
 164. Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Lestari
 165. Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Utara 1
 166. Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Utara 2
 167. Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Barat
 168. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM)
 169. Penyediaan Dana Operasional Jamkesda
 170. Pembinaan Tenaga Kesehatan
 171. Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Sarana Kesehatan
 172. Peningkatan Pelayanan Puskesmas 24 Jam
 173. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Selatan 1 (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)
 174. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Selatan 2 (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)
 175. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Lestari (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)
 176. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Utara 1 (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)
 177. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang

Page 40
                        

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bontang Tahun 2018
 32
 Sasaran Strategis
 Indikator Kinerja Program Kegiatan
 1 2 3 4 Utara 2 (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)
 178. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bontang Barat (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)
 179. Dukungan Manajemen DAK Non Fisik Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik Jaminan Persalinan)
 180. Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik Jaminan Persalinan)
 181. Dukungan Manajemen e-Logistik Farmasi (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)
 182. Pengadaan Alat Kesehatan
 183. Dukungan Manajemen DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten/Kota (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)
 184. Dukungan Manajemen DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)
 6. Angka Harapan Hidup 18 Program Pengawasan Obat Dan Makanan 185. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
 19 Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat
 186. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
 187. Pembinaan kesehatan remaja
 188. Pengembangan dan Pembinaan Kelurahan Sehat
 189. Pelaksanaan Hari Kesehatan Nasional (HKN) 190. Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Selatan
 1
 191. Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Selatan 2
 192. Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Lestari
 193. Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Utara 1
 194. Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Bontang Utara 2
 195. Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas Barat
 196. Pameran Pelayanan Publik
 197. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)
 198. Pembinaan Keluarga Sehat
 199. Promosi Kesehatan dan Penegakan Hukum Perda KTR
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 Sasaran Strategis
 Indikator Kinerja Program Kegiatan
 1 2 3 4 (Bagi Hasil Pajak
 20 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 200. Penyehatan Lingkungan Pemukiman
 201. Pengawasan Sarana Air Bersih
 202. Pembinaan Tempat Pengolahan Makanan
 203. Pembinaan Tempat-Tempat Umum
 204. Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Selatan 1
 205. Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Selatan 2
 206. Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Lestari
 207. Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Utara 1
 208. Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Utara 2
 209. Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Barat
 210. Pembinaan Perilaku Bersih dan Sehat di Lingkungan Masyarakat
 211. Pengembangan Pasar Sehat
 212. Penyehatan Lingkungan Permukiman (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)
 21 Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
 213. Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
 214. Pelayanan pencegahan dan Penangulangan Penyakit Menular
 215. Peningkatan Imunisasi
 216. Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
 217. Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Selatan 1
 218. Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Selatan 2
 219. Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Lestari
 220. Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Utara 1
 221. Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Utara
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 Sasaran Strategis
 Indikator Kinerja Program Kegiatan
 1 2 3 4 2
 222. Upaya pencegahan penyakit Puskesmas Bontang Barat
 223. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)
 224. Peningkatan Imunisasi (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)
 22 Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dan Masalah Kejiwaan
 225. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
 226. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan)
 23 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar Dan Rujukan
 227. Pemantauan Mutu FKTP dan FKTL
 24 Program Peningkatan Surveilans Penyakit, Imunisasi Dan Penanggulangan Wabah Bencana
 228. Pelayanan Penanggulangan Wabah
 229. Pelayanan Penanggulangan Bencana
 3. Meningkatnya Kesejahteraan Kehidupan Sosial
 7. Tingkat Kemiskinan 25 Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 230. Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS
 231. Penanganan Korban Bencana
 232. Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Yang Tercatat pada Kartu Keluarga di Wilayah Kota Bontang
 233. Operasional Rumah Singgah
 234. Penyaluran Beras Rastra
 26 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 235. Pembinaan Kepahlawanan Perintis Kemerdekaan
 27 Program Pemberdayaan Sosial 236. Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin
 237. Verivali Data Terpadu Program Kemisikinan
 8. Tingkat Pengangguran 28 Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
 238. Lembaga Kerjasama Tripartit
 239. Dewan Pengupahan Kota Bontang
 4. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif
 9. Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
 29 Program Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah 240. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
 241. Penetapan RKPD
 242. Review RPJMD
 243. Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi
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 Sasaran Strategis
 Indikator Kinerja Program Kegiatan
 1 2 3 4 244. Koordinasi Forum Multi Stake Holder CSR Perusahaan
 245. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
 246. Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Se-Kaltim
 30 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan 247. Pembakuan Nama Rupa Bumi / Toponimi
 248. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bontang
 249. Pemekaran Dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan
 250. Penyelenggaran Administrasi Kecamatan
 251. Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
 252. Pemelihan Camat dan Lurah Berprestasi
 253. Persiapan dan Monitoring Pemilu Gubernur 2018
 254. Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Daerah Otonom
 31 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
 255. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 256. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
 257. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Keuangan SKPD
 258. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
 259. Penyusunan Renja SKPD
 32 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 260. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
 261. Penetapan RKPD
 262. Review RPJMD
 263. Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi
 264. Koordinasi Forum Multi Stake Holder CSR Perusahaan
 265. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
 266. Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Se-Kaltim
 10. Nilai LPPD 33 Program Peningkatan Pembinaan Dan Evaluasi Pelaksanaan 267. Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
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 Sasaran Strategis
 Indikator Kinerja Program Kegiatan
 1 2 3 4
 Pembangunan 268. Fasilitasi Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan
 11. Indeks Kepuasan Masyarakat
 34 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 269. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
 12. Indeks Reformasi Birokrasi 35 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh
 270. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
 271. Optimalisasi Peningkatan Kepatuhan Pada Peraturan Perundang-Undangan
 36 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
 272. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
 37 Program Pengintensifikasian Penanganan Pengaduan Masyarakat
 273. Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat Kota Bontang
 13. Nilai Pemeringkatan 38 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Masa
 274. Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Informasi
 e-Goverment Indonesia (PeGi 275. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
 276. Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
 277. Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
 278. Pengelolaan Media Center
 279. Kemitraan dengan Media Massa
 39 Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media 280. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
 40 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 281. Penyediaan Jasa Layanan Internet
 282. Pelaksanaan e-Procurement
 283. Pengembangan e-Goverment
 284. Pemeliharaan Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi
 285. Pengelolaan Domain Pemerintah Kota Bontang
 286. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi
 287. Uji Keamanan Informasi (Penetration Test)
 288. Pemeliharaan Data Center
 289. Pengembangan Versi Sistem
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 Sasaran Strategis
 Indikator Kinerja Program Kegiatan
 1 2 3 4
 290. Pelaksanaan Self Assesment RKCI (Rating Kota Cerdas Indonesia)
 41 Program Diseminasi Informasi Dan Komunikasi Publik 291. Diseminasi Informasi Melalui Media Elektronik
 292. Diseminasi Informasi Melalui Media Cetak
 5. Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sanitasi
 14. Cakupan pelayanan Air Limbah Domestik
 42 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah
 293. Kelistrikan WTP Kelurahan Guntung
 294. Optimalisasi IPAL Bontang Kuala
 295. Optimalisasi IPAL Guntung
 296. Optimalisasi IPAL Loktuan
 297. Optimalisasi IPAL Berbas Pantai
 298. Pendampingan Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE Kelurahan Berbas Tengah
 299. Operasional dan Perawatan IPAL Kota Bontang
 300. Penambahan Jaringan IPAL dan SR Kelurahan Api-Api
 301. Pemasangan Pipa Induk Air Bersih RT. 09 Kelurahan Kanaan
 302. Pemasangan Pipa Induk Air Bersih RT. 17, 18, dan 20 Kelurahan Loktuan
 303. Perluasan Spam Melalui Pemanfaatan Idle Capacity Spam Terbangun dari Sistem IKK/PDAM/Komunal (DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum)
 304. Pendampingan Kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum Perluasan Spam Melalui Pemanfaatan Idle Capacity Spam Terbangun dari Sistem IKK/PDAM/Komunal
 305. Perluasan Spam Melalui Pemanfaatan Idle Capacity Spam Terbangun dari Sistem IKK/PDAM/Komunal (DAK Fisik Reguler Bidang Air Minum)
 306. Pendampingan Kegiatan DAK Fisik Reguler Bidang Air Minum Perluasan Spam Melalui Pemanfaatan Idle Capacity Spam Terbangun dari Sistem IKK/PDAM/Komunal
 307. Pembuatan Prasarana Sanitasi Kota Bontang (DAK Fisik Reguler Bidang Sanitasi)
 308. Perbaikan Instalasi Jaringan Pipa Asrama Rudal
 309. Pendampingan Kegiatan DAK Fisik Reguler Bidang Sanitasi Pembuatan Prasarana Sanitasi Kota Bontang
 310. Pembangunan Sumur Bor LAPAS Kota Bontang

Page 46
                        

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bontang Tahun 2018
 38
 Sasaran Strategis
 Indikator Kinerja Program Kegiatan
 1 2 3 4 311. Pembuatan Sumur Dalam (Deep Well) Kapasitas 40
 Liter/detik Kelurahan Gunung Telihan
 312. Pengadaan dan Pemasangan Reverse Osmosis (RO) di Pulau Gusung
 15. Cakupan penanganan Sampah
 43 Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Sampah 313. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
 314. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
 315. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan
 316. Pengembangan Kinerja Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah
 317. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
 6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman
 16. Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh
 44 Program Pengembangan Perumahan 318. Koordinasi dan Fasilitasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
 45 Program Lingkungan Sehat Perumahan 319. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
 46 Program Penataan Permukiman Lingkungan 320. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Rusunawa
 321. Perencanaan Teknis Pembangunan Permukiman Kawasan Kumuh Loktuan Kelurahan Loktuan
 322. Perencanaan Teknis Pembangunan Permukiman Kawasan Eks Kebakaran Kelurahan Berbas Pantai
 7. Meningkatnya Akses Pelayanan Air Minum
 17. Cakupan Pelayan Air Minum
 47 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah
 323. Kelistrikan WTP Kelurahan Guntung
 324. Optimalisasi IPAL Bontang Kuala
 325. Optimalisasi IPAL Guntung
 326. Optimalisasi IPAL Loktuan
 327. Optimalisasi IPAL Berbas Pantai
 328. Pendampingan Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE Kelurahan Berbas Tengah
 329. Operasional dan Perawatan IPAL Kota Bontang
 330. Penambahan Jaringan IPAL dan SR Kelurahan Api-Api
 331. Pemasangan Pipa Induk Air Bersih RT. 09 Kelurahan Kanaan
 332. Pemasangan Pipa Induk Air Bersih RT. 17, 18, dan 20 Kelurahan Loktuan
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 Sasaran Strategis
 Indikator Kinerja Program Kegiatan
 1 2 3 4 333. Perluasan Spam Melalui Pemanfaatan Idle Capacity
 Spam Terbangun dari Sistem IKK/PDAM/Komunal (DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum)
 334. Pendampingan Kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum Perluasan Spam Melalui Pemanfaatan Idle Capacity Spam Terbangun dari Sistem IKK/PDAM/Komunal
 335. Perluasan Spam Melalui Pemanfaatan Idle Capacity Spam Terbangun dari Sistem IKK/PDAM/Komunal (DAK Fisik Reguler Bidang Air Minum)
 336. Pendampingan Kegiatan DAK Fisik Reguler Bidang Air Minum Perluasan Spam Melalui Pemanfaatan Idle Capacity Spam Terbangun dari Sistem IKK/PDAM/Komunal
 337. Pembuatan Prasarana Sanitasi Kota Bontang (DAK Fisik Reguler Bidang Sanitasi)
 338. Perbaikan Instalasi Jaringan Pipa Asrama Rudal
 339. Pendampingan Kegiatan DAK Fisik Reguler Bidang Sanitasi Pembuatan Prasarana Sanitasi Kota Bontang
 340. Pembangunan Sumur Bor LAPAS Kota Bontang
 341. Pembuatan Sumur Dalam (Deep Well) Kapasitas 40 Liter/detik Kelurahan Gunung Telihan
 342. Pengadaan dan Pemasangan Reverse Osmosis (RO) di Pulau Gusung
 48 Program Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam
 343. Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman
 344. Koordinasi Pembangunan Sanitasi dan Air Minum
 345. Koordinasi Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan
 346. Koordinasi Keterpaduan Pengelolaan Wilayah Pesisir
 347. Koordinasi Pembangunan Sumber Daya Air
 8. Terselesaikannya Permasalahan Banjir
 18. Luas Wilayah Tergenang 49 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 348. Peningkatan Saluran Drainase di Kelurahan Bontang Kuala
 349. Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Kanaan
 350. Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Belimbing
 351. Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Tanjung Laut Indah
 352. Pembangunan Saluran Drainase di Perbatasan Wilayah PT. Badak NGL.
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 Sasaran Strategis
 Indikator Kinerja Program Kegiatan
 1 2 3 4 353. Peningkatan Saluran Drainase di Kelurahan Bontang
 Kuala (Bantuan Keuangan Provinsi)
 354. Peningkatan Saluran Drainase di Kelurahan Bontang Baru (Bantuan Keuangan Provinsi)
 355. Pembangunan Saluran Drainase Jl. Arief Rahman Hakim Kecamatan Bontang Barat
 356. Peningkatan Saluran Drainase di Kelurahan Gunung Telihan
 357. Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Bontang Baru
 358. Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Gunung Telihan
 359. Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Api-Api
 360. Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Satimpo
 50 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 361. Penurapan Sungai Bontang di Kelurahan Api-Api
 362. Penurapan Sungai Bontang di Kelurahan Gunung Telihan
 363. Penanganan Longsoran Jalan Soekarno-Hatta
 364. Penanganan Longsoran Jalan Lingkar Komplek Pemerintah Kota Bontang
 365. Penurapan Sungai Bontang di RT. 8, 22, 28, 29 dan 35 Kelurahan Api-Api
 366. Penurapan Sungai Bontang di RT. 09 Kelurahan Kanaan
 367. Penurapan Sungai di Kota Bontang
 368. Penurapan Sungai Bontang di Kelurahan Guntung
 369. Pembangunan Turap RT. 37 Kelurahan Api-api
 51 Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya
 370. Normalisasi Danau Kanaan
 52 Program Pengendalian Banjir 371. Normalisasi Sungai Bontang
 372. Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Drainase/Sungai Tersebar di Kecamatan Bontang Utara
 373. Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Drainase/Sungai tersebar di Kecamatan Bontang Selatan
 374. Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran
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 Sasaran Strategis
 Indikator Kinerja Program Kegiatan
 1 2 3 4 Drainase/Sungai Tersebar di Kecamatan Bontang Barat
 375. Peningkatan Saluran Drainase di Kelurahan Bontang Baru
 376. Pembangunan Instalasi Rumah Pompa Banjir di Kelurahan Bontang Kuala
 53 Program Peningkatan Jalan Dan Jembatan 377. Peningkatan Jalan Mulawarman
 378. Peningkatan Jalan Ks. Tubun
 379. Peningkatan Jalan Menuju Mangrove BSD
 380. Peningkatan Jalan Menuju Kantor Kelurahan Bontang Kuala
 381. Peningkatan Jalan Habibon (DAK Fisik Reguler Bidang Jalan Sub Pendukung Konektivitas)
 382. Pendampingan Kegiatan DAK Fisik Reguler Bidang Jalan Sub Pendukung Konektivitas Peningkatan Jalan Habibon
 383. Peningkatan Jalan BSD (DAK Fisik Reguler Bidang Jalan Sub Pendukung Konektivitas)
 384. Pendampingan Kegiatan DAK Fisik Reguler Bidang Jalan Sub Pendukung Konektivitas Peningkatan Jalan BSD
 385. Peningkatan Jalan HOP (DAK Fisik Reguler Bidang Jalan Sub Pendukung
 386. Pendampingan Kegiatan DAK Fisik Reguler Bidang Jalan Sub Pendukung Konektivitas Peningkatan Jalan HOP
 387. Peningkatan Jalan Soekarno Hatta (DAK Fisik Reguler Bidang Jalan Sub Pendukung Konektivitas)
 388. Pendampingan Kegiatan DAK Fisik Reguler Bidang Jalan Sub Pendukung Konektivitas Peningkatan Jalan Soekarno Hatta
 389. Peningkatan Jalan Awang Long
 390. Peningkatan Jalan Kartini
 391. Peningkatan Jalan Otto Iskandar Dinata
 392. Peningkatan Jalan Cut Nyak Dien
 393. Peningkatan Jalan Dewi Sartika
 394. Peningkatan Jalan Paus
 395. Peningkatan Jalan Jet Ski
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 Sasaran Strategis
 Indikator Kinerja Program Kegiatan
 1 2 3 4 396. Peningkatan Kakap Merah
 397. Peningkatan Jalan Cipto Mangunkusumo
 398. Peningkatan Jalan Madura Kelurahan Api-Api
 399. Peningkatan Jalan Anggar Kelurahan Api-Api
 9. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Non Migas
 19. Pertumbuhan PDRB Non Migas
 54 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
 400. Sosialisasi IUMK
 401. Penyusunan Kajian Penyertaan Modal Dana Bergulir
 55 Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Dan Menengah
 402. Pelatihan Manajemen Kewirausahaan Baru Bagi Pemuda
 56 Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
 403. Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Tunggakan Dana Bergulir
 404. Sosialisasi Penguatan Modal Usaha Dana Bergulir
 405. Fasilitasi Pengadaan Sarana Pemasaran Produk UMKM
 57 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 406. Penilaian Kesehatan Koperasi
 407. Revitalisasi Koperasi
 408. Monitoring dan evaluasi kelembagaan dan usaha koperasi
 58 Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah 409. Fasilitasi pelaku IKM dalam Peningkatan SDM
 410. Fasilitasi Pengembangan Dewan Kerajinan Kota Bontang
 411. Fasilitasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku IKM
 412. Pendataan Industri Kecil & Menengah (IKM)
 413. Pembuatan Buku Profil IKM
 414. Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pemasaran IKM
 59 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 415. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Klinik Kemasan
 416. Fasilitasi Pengembangan Industri Rumput Laut
 60 Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi 417. Pengembangan Promosi Potensi Daerah
 418. Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal
 61 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 419. Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan
 62 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 420. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
 421. Pengoperasian Balai Benih Ikan Pantai
 422. Pengumpulan dan Pengolahan Data Perikanan Budidaya
 63 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 423. Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
 424. Pengoperasian PPI/TPI
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 Sasaran Strategis
 Indikator Kinerja Program Kegiatan
 1 2 3 4 425. Pembangunan Fasilitas TPI
 64 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 426. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata
 427. Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata
 428. Penyusunan Rencana Induk Pariwisata
 65 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 429. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
 430. Pengembangan Objek Pariwisata (DAK Fisik Reguler Bidang Pariwisata)
 66 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 431. Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
 432. Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasional Balai Penyuluhan
 67 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
 433. Pengadaan Sarana dan Prasarana
 434. Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
 68 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 435. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian dan Perkebunan
 436. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian dan Perkebunan
 69 Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak 437. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
 70 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 438. Pengembangan Agribisnis Peternakan
 439. Pendistribusian Ternak Kepada Masyarakat
 71 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 440. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan
 441. Peningkatan Kualitas dan Teknis Kemasan Hasil Produksi Peternakan
 442. Operasianal Rumah Potong Hewan
 443. Pembangunan/Renovasi dan Fasilitasi Peralatan Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia (DAK Fisik Reguler Bidang Pertanian)
 72 Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan
 444. Fasilitasi Tertib Ukur, Ukur Ulang, dan Tera Ulang
 73 Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor 445. Sosialisasi Regulasi Bidang Perdagangan Luar Negeri
 446. Pameran Dagang Komoditi Ekspor
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 Sasaran Strategis
 Indikator Kinerja Program Kegiatan
 1 2 3 4
 74 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 447. Fasilitasi Pengembangan SDM Bidang Perdagangan Dalam Negeri
 448. Peningkatan Kapasitas Petugas Lapangan Pasar Tradisional
 449. Peningkatan Sarana Pasar Tradisional
 450. Pameran Dagang Dalam Negeri Tingkat Nasional, Provinsi dan Lokal
 451. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar
 75 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan 452. Pelatihan Manajemen Pedagang eceran
 453. Pembinaan Pedagang Kreatif Lapangan
 10. Tersedianya Insfrastruktur Kota yang Memadai untuk Mendukung Perkembangan Ekonomi Kota
 20. Panjang Jalan Kondisi Baik 76 Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan 454. Pembangunan Jalan Satya Lencana
 455. Pembangunan Jembatan Kelurahan Gunung Telihan
 456. Pembangunan Jalan ke Pemakaman Kristen RT. 1 Kel. Gunung Telihan
 77 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan 457. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan Bontang Utara
 458. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan Bontang Selatan
 459. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan Bontang Barat
 460. Rehabilitasi/Pemeliharaan Box Culvert Jalan HM. Ardans
 461. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan M. Roem Kelurahan Bontang Lestari
 78 Program Peningkatan Infrastruktur Permukiman 462. Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api
 463. Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Baru
 464. Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Kuala
 465. Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Guntung
 466. Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan
 467. Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Elai
 21. Jumlah Sarana Perdagangan Pasar
 79 Program Peningkatan Dan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Perdagangan
 468. Pembangunan Pasar Rawa Indah
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 Sasaran Strategis
 Indikator Kinerja Program Kegiatan
 1 2 3 4
 22. Jaringan Gas Rumah Tangga
 80 - 469. -
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 B. Indikator Kinerja Utama
 Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka
 Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang 2016–2021 yang merupakan penjabaran
 visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dibuat Indikator Kinerja Utama (IKU)
 tahun 2016-2021 sebagai arahan dalam merumuskan sasaran setiap Perangkat
 Daerah guna mencapai kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sejalan
 dengan hal tersebut Pemerintah Kota Bontang menyusun Indikator Kinerja Utama
 Kota Bontang 2016-2021.
 Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama Kota Bontang 2016-2021
 No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja
 Utama
 Penjelasan/Alasan
 Perhitungan
 Penanggung
 Jawab
 Sumber Data
 1 2 3 4 5 6
 1. Meningkatnya
 Kualitas
 Pendidikan untuk
 Semua
 1 Rata-rata Lama
 Sekolah
 Penduduk Usia
 15 Tahun Ke Atas
 Kombinasi antara partisipasi
 sekolah, jenjang pendidikan
 yang sedang dijalani, kelas yang
 diduduki dan pendidikan yang
 ditamatkan
 Dinas
 Pendidikan
 Profil Pendidikan
 Kota Bontang /
 BPS
 2 Harapan Lama
 Sekolah (HLS)
 Perbandingan antara jumlah
 penduduk usia tertentu yang
 bersekolah pada thn tertentu
 dengan jumlah penduduk usia
 tertentu pada tahun tertentu
 Dinas
 Pendidikan
 Profil Pendidikan
 Kota Bontang /
 BPS
 2. Meningkatnya
 Kualitas
 Kesehatan untuk
 Semua
 3 Angka Kematian
 Bayi
 (Jumlah kematian bayi dalam 1
 tahun : Jumlah kelahiran hidup
 dalam 1 tahun) x 1000
 Dinas Kesehatan
 dan KB
 Profil Kesehatan
 4 Angka Kematian
 Ibu
 (Jumlah kematian ibu dalam 1
 tahun : Jumlah kelahiran hidup
 dalam 1 tahun) x 100.000
 Dinas Kesehatan
 dan KB
 Profil Kesehatan
 5 Prevalensi Balita
 Gizi Kurang
 (Jumlah Balita gizi kurang :
 Jumlah balita) x 100%
 Dinas Kesehatan
 dan KB
 Profil Kesehatan
 6 Angka Harapan
 Hidup
 Total usia penduduk meninggal :
 Jumlah orang meninggal pada
 tahun perhitungan
 Dinas Kesehatan
 dan KB
 DKPS dan BPS
 3 Meningkatnya
 Kesejahteraan
 Kehidupan Sosial
 7 Tingkat
 kemiskinan
 (Jumlah penduduk miskin :
 Jumlah penduduk) x 100%
 DSP3M DSP3M dan BPS
 8 Tingkat
 Pengangguran
 (Jumlah pengangguran terbuka
 usia angkatan kerja : Jumlah
 penduduk angkatan kerja) x
 100%
 DPMTKPTSP DPMTKPTSP dan
 BPS
 4 Terwujudnya
 Penyelenggaraan
 Pemerintahan
 yang Transparan,
 Akuntabel dan
 Partisipatif
 9 Predikat
 Akuntabilitas
 Kinerja
 Pemerintah
 Nilai evaluasi Akuntabilitas
 Kinerja Pemerintah
 Sekretariat
 Daerah
 Laporan Hasil
 Evaluasi LKIP
 10 Nilai LPPD Nilai evaluasi LPPD Sekretariat
 Daerah
 Laporan Hasil
 Evaluasi LPPD
 11 Indeks Kepuasan
 Masyarakat
 Nilai Survey Kepuasan
 Masyarakat
 Sekretariat
 Daerah
 Laporan hasil
 SKM
 12 Indeks Reformasi
 Birokrasi
 Nilai komponen 8 area
 perubahan
 Sekretariat
 Daerah
 Laporan hasil IRB
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 13 Nilai
 Pemeringkatan e-
 Government
 Indonesia (PeGi)
 Nilai Pemeringkatan e-
 Government Indonesia (PeGi)
 Dinas
 Komunikasi,
 Informatika dan
 Statistik
 Laporan hasil
 PeGi
 5 Meningkatnya
 Cakupan
 Pengelolaan
 Sanitasi
 14 Cakupan
 Pelayanan Air
 Limbah Domestik
 (Jumlah rumah tangga
 bersanitasi : Jumlah rumah
 tangga) x 100%
 DPU dan PRK
 dan DLH
 Laporan
 pelayanan air
 limbah domestik
 15 Cakupan
 Penanganan
 Sampah
 (Jumlah sampah yang
 ditangani : Jumlah timbulan
 sampah) x100%
 DLH Laporan volume
 sampah masuk
 TPA
 6 Meningkatnya
 Kualitas
 Lingkungan
 Permukiman
 16 Kawasan
 Perumahan dan
 Permukiman
 Kumuh
 (Luas wilayah pemukiman
 kumuh : luas wilayah) x 100%
 DPKP2 DPKP2
 7 Meningkatnya
 Akses Pelayanan
 Air Minum
 17 Cakupan
 Pelayanan Air
 Minum
 (Jumlah rumah tangga
 pengguna air bersih : jumlah
 seluruh rumah tangga) x 100%
 Dinas PU dan
 Tata Ruang Kota
 Laporan cakupan
 pelayanan air
 minum yg dapat
 dilayani
 8 Terselesaikannya
 Permasalahan
 Banjir
 18 Luas Wilayah
 Tergenang
 (Jumlah wilayah tergenang :
 Jumlah Luas Wilayah) x 100%
 DPKP2 Laporan
 presentasi
 wilayah tergenang Dinas PU dan
 Tata Ruang Kota
 9 Meningkatnya
 Pertumbuhan
 Ekonomi Non
 Migas
 19 Pertumbuhan
 PDRB Non Migas
 Hasil dari penetapan BPS DKUMP Laporan BPS
 10 Tersedianya
 Infrastruktur Kota
 yang Memadai
 untuk Mendukung
 Perkembangan
 Ekonomi Kota
 20 Panjang Jalan
 Kondisi Baik
 (Jumlah panjang jalan dalam
 kondisi baik : jumlah jalan
 keseluruhan) x 100%
 Dinas PU dan
 Tata Ruang Kota
 Laporan
 monitoring sarana
 prasarana dasar
 21 Jumlah sarana
 perdagangan/
 pasar
 Jumlah sarana
 perdagangan/pasar yang
 dimodernisasi
 Dinas Koperasi
 UKM dan
 Perdagangan
 dan DPUTRK
 Dinas Koperasi
 UKM dan
 Perdagangan dan
 DPUTRK
 22 Jaringan gas
 rumah tangga
 Jumlah kelurahan yang
 tersambung jargas
 DPKP2 Laporan
 pelayanan
 instalasi Gas RT.
 C. Perjanjian Kinerja
 Prioritas pembangunan Kota Bontang merupakan program utama pembangunan
 Kota Bontang untuk mendukung tercapainya visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali
 Kota sebagaimana telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
 Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021. Pada tahun 2018, telah ditetapkan sasaran
 strategis yang telah diperjanjikan dan telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu
 tahun. Sasaran strategis tersebut merupakan langkah awal proses pencapaian visi
 dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang hingga tahun 2021.
 Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
 1 2 3 4 5
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 1 Meningkatnya
 Kualitas Pendidikan
 untuk Semua
 1 Rata-rata Lama Sekolah
 Penduduk Usia 15 Tahun ke
 atas
 Tahun
 10,41
 2 Harapan Lama Sekolah
 (HLS)
 Tahun 12,86
 2. Meningkatnya
 Kualitas Kesehatan
 Untuk Semua
 3 Angka Kematian Bayi Rasio 7
 4 Angka Kematian Ibu Rasio 123
 5 Prevalensi Balita Gizi Buruk Persen <2
 6 Angka Harapan Hidup Tahun 73,95
 3. Meningkatnya
 Kesejahteraan
 Kehidupan Sosial
 7 Tingkat Kemiskinan Persen 4,62
 8 Tingkat Pengangguran Persen 11,06
 4. Terwujudnya
 Penyelenggaraan
 Pemerintahan yang
 Transparan,
 Akuntabel dan
 Partisipatif
 9 Predikat Akuntabilitas
 Kinerja Pemerintah
 Nilai B
 10 Nilai LPPD Nilai ST
 11 Indeks Kepuasan
 Masyarakat
 Indeks 81,48
 12 Indeks Reformasi Birokrasi Nilai B
 13 Nilai Pemeringkatan e-
 Goverment Indonesia (PeGi)
 Poin/Score 3,3
 5. Meningkatnya
 Cakupan
 Pengelolaan Sanitasi
 14 Cakupan Pelayanan Air
 Limbah Domestik
 Persen 96,35
 15 Cakupan Penanganan
 Sampah
 Persen 78,45
 6. Meningkatnya
 Kualitas Lingkungan
 Permukiman
 16 Kawasan Perumahan dan
 Permukiman Kumuh
 Luas (Ha)
 14,4
 7. Meningkatnya Akses
 Pelayanan Air Minum
 17 Cakupan Pelayan Air Minum Persen 98,04
 8. Terselesaikannya
 Permasalahan Banjir
 18 Luas Wilayah Tergenang Luas (Ha) 28,83
 9. Meningkatnya
 Pertumbuhan
 Ekonomi Non Migas
 19 Pertumbuhan PDRB Non
 Migas
 Persen
 3 - 5
 10 Tersedianya
 Insfrastruktur Kota
 yang Memadai untuk
 Mendukung
 Perkembangan
 Ekonomi Kota
 20 Panjang Jalan Kondisi Baik Persen 90,63
 21 Jumalah Sarana
 Perdagangan Pasar
 Unit 3
 22 Jaringan Gas Rumah
 Tangga
 Kelurahan 14
 NO PROGRAM ANGGARAN
 1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
 23.068.043.000
 2. Program Pendidikan Menengah
 10.753.244.781
 3. Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
 24.945.471.328
 4. Program Pendidikan Inklusif
 792.106.000
 5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
 1.330.055.000
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 6. Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan 8.996.000.000
 7. Program Peningkatan Manajemen Pendidikan
 8.655.100.000
 8. Program Peningkatan Kesehatan Ibu Dan Anak
 174.567.500
 9. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
 20.275.000
 10. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
 202.935.000
 11. Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya
 1.569.664.000
 12. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
 26.600.000.000
 13. Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
 811.600.000
 14. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
 382.815.000
 15. Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Blud
 47.100.000.000
 16. Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan
 1.206.000.000
 17. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
 16.517.771.000
 18. Program Pengawasan Obat Dan Makanan
 26.500.000
 19. Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat
 583.247.000
 20. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
 484.393.500
 21. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
 510.955.000
 22. Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dan Masalah Kejiwaan
 55.495.000
 23. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar Dan Rujukan
 194.225.000
 24. Program Peningkatan Surveilans Penyakit, Imunisasi Dan Penanggulangan Wabah Bencana
 64.025.000
 25. Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 931.159.300
 26. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
 70.925.000
 27. Program Pemberdayaan Sosial
 469.000.000
 28. Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
 163.837.500
 29. Program Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 267.350.000
 30. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan
 47.550.000
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 31. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
 10.450.000
 32. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 409.575.000
 33. Program Peningkatan Pembinaan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
 88.665.000
 34. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 223.437.500
 35. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh
 913.075.000
 36. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
 232.300.000
 37. Program Pengintensifikasian Penanganan Pengaduan Masyarakat
 45.000.000
 38. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Masa
 676.907.500
 39. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media
 3.250.000.000
 40. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
 2.726.517.000
 41. Program Diseminasi Informasi Dan Komunikasi Publik
 174.220.000
 42. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah
 4.172.400.000
 43. Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Sampah
 10.198.257.600
 44. Program Pengembangan Perumahan
 278.976.000
 45. Program Lingkungan Sehat Perumahan
 200.000.000
 46. Program Penataan Permukiman Lingkungan
 4.600.220.000
 47. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah
 249.000.000
 48. Program Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam
 17.550.000
 49. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
 17.649.700.000
 50. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
 8.513.840.000
 51. Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya
 248.000.000
 52. Program Pengendalian Banjir
 12.317.976.000
 53. Program Peningkatan Jalan Dan Jembatan
 1.911.978.000
 54. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
 56.113.500
 55. Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Dan Menengah
 70.772.000
 56. Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
 54.985.600
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 57. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
 45.554.800
 58. Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah
 496.175.000
 59. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
 125.030.000
 60. Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi
 150.000.000
 61. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
 2.255.000.000
 62. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
 590.010.000
 63. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
 38.038.000
 64. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 710.400.000
 65. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
 6.707.110.000
 66. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
 276.700.000
 67. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
 50.000.000
 68. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
 240.000.000
 69. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak
 20.000.000
 70. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
 348.750.000
 71. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
 762.160.000
 72. Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan
 63.600.000
 73. Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor
 31.841.500
 74. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
 957.546.000
 75. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan
 150.390.000
 76. Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan
 232.248.000
 77. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
 1.819.736.000
 78. Program Peningkatan Infrastruktur Permukiman
 37.602.253.400
 79. Program Peningkatan Dan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Perdagangan
 38.074.700.000
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 BAB III
 AKUNTABILITAS KINERJA
 A. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018
 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bontang yang setiap
 tahun dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
 Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB) bertujuan untuk menilai tingkat
 akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap
 penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya Pemerintahan yang
 berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran
 dan perbaikan yang diperlukan. Pada Tahun 2018, Berdasarkan surat Nomor :
 B/1085/AA.05/2018 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi
 Pemerintah Tahun 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
 Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang ditujukan kepada Wali Kota
 Bontang menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bontang mendapatkan nilai 65,81
 dengan predikat B.
 Beberapa rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan
 Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB) pada tahun 2018 dan
 tindak lanjut dari Pemerintah Kota Bontang dijabarkan sebagai berikut.
 Tabel 3.1 Rekomendasi dan Tindak Lanjut
 Rekomendasi Tindak Lanjut
 1 2
 1. Pemerintah Kota Bontang agar
 melakukan reviu dokumen
 perencanaan dengan tetap
 mengacu pada mekanisme
 penyusunan dokumen
 perencanaan yang ada serta
 memperhatikan berbagai kaidah
 dalam penyusunan perencanaan
 kinerja seperti orientasi pada
 hasil atau manfaat yang
 langsung dirasakan masyarakat
 (result oriented), kualitas
 indikator kinerja, keterpaduan
 perencanaan (integrated
 1. RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah
 masih dalam proses reviu dan akan
 ditetapkan pada tahun 2019
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 development plan) serta
 mekanisme cascade kinerja
 2. Cascade kinerja agar dibangun
 berdasarkan pada proses bisnis
 dalam rangka mencapai
 berbagai kinerja yang telah
 dituangkan dalam RPJMD.
 Dengan demikian, penyusunan
 IKU akan mengacu pada
 cascade kinerja tersebut
 2. Pendampingan penyusunan cascading
 telah dilaksanakan namun belum ada
 evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama
 yang merupakan core business Perangkat
 Daerah dan akan dilaksanakan evaluasi
 pada tahun 2019 secara bertahap
 3. Menerapkan Perfomance Based
 Organization dengan menjadikan
 RPJMD yang telah ditetapkan
 sebagai acuan dalam
 membangun organisasi selain
 memperhatikan ketentuan
 tentang penyusunan organisasi
 perangkat daerah
 3. Beberapa Indikator Kinerja Utama (core
 business) Perangkat Daerah telah
 dilaksanakan penyelarasan namun
 demikian masih ada beberapa perangkat
 daerah yang belum menetapkan Indikator
 Kinerja Utama sesuai dengan tujuan akhir
 (goal) organisasi tersebut
 4. Melakukan reviu atas
 keselarasan antara kegiatan,
 program serta sasaran strategis
 untuk memastikan bahwa
 seluruh penggunaan anggaran
 efektif untuk mencapai sasaran
 pembangunan
 4. Akan dilakukan pendampingan/asistensi
 penyusunan keselarasan terhadap
 kegiatan, program, sasaran strategis dan
 penggunaan anggaran
 5. Meningkatkan kualitas evaluasi
 program dengan fokus pada
 ketercapaian hasil program serta
 keterpaduan lintas Perangkat
 Daerah. Evaluasi program ini
 sebaiknya dilakukan oleh setiap
 penanggungjawab program
 setidaknya dua tahunan
 5. Penyusunan pohon kinerja telah
 dilaksanakan namun seluruh program
 belum tergambar dengan jelas dan belum
 dilaksanakan evaluasi
 6. Meningkatkan kualitas evaluasi
 akuntabilitas kinerja terhadap
 perangkat daerah sehingga
 dapat tercipta pemahaman yang
 merata antar perangkat daerah
 serta dapat memberikan
 feedback untuk perbaikan kinerja
 perangkat daerah kedepan
 6. Evaluasi akuntabilitas kinerja telah
 dilaksanakan dengan evaluator adalah
 Inspektorat Daerah sebagai pengawas
 internal serta hasil dari evaluasi telah
 disampaikan dan ditindaklanjuti oleh
 perangkat daerah sesuai dengan
 rekomendasi. Oleh karena itu, Pemerintah
 Kota Bontang melalui Bagian Organisasi
 Sekretariat Daerah sebagai leading sector
 telah menyerahkan hasil penilaian SAKIP
 (SAKIP awards) lingkup Kota Bontang
 7. Menggunakan aplikasi
 manajemen kinerja sebagai
 sarana monitoring dan evaluasi
 oleh pimpinan, dan sebagai
 dasar pemberian rewards and
 punishment. Aplikasi ini juga
 diharapkan dapat mewujudkan
 mekanisme pengumpulan data
 kinerja yang semakin handal
 7. Pemerintah Kota Bontang telah
 menggunakan beberapa aplikasi
 manajemen kinerja sebagai berikut.
 e-finance
 e-controlling
 e-planing
 e-sakip
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 serta meningkatkan kualitas
 laporan kinerja. Selain itu,
 diharapkan aplikasi ini dapat
 mengintegrasikan informasi
 keuangan maupun tingkat kinerja
 Penggunaan aplikasi tersebut telah
 didaftarkan pada Dinas Komunikasi dan
 Informatika sebagai bahan persiapan
 pengintegrasian sistem di lingkungan
 Pemerintah Kota Bontang
 8. Lebih mendorong penerapan
 budaya kinerja di lingkungan
 Pemerintah Kota Bontang
 dengan menyusun indikator
 kinerja individu yang selaras
 dengan kinerja organisasi serta
 dijadikan acuan dalam
 penyusunan SKP. Penguatan
 budaya kinerja ini juga sebaiknya
 dilakukan dengan pelaksanaan
 reviu kinerja berjenjang secara
 berkala di seluruh unit kerja.
 Penerapan budaya kinerja telah ditetapkan
 dengan Peraturan Wali Kota Bontang
 Nomor tahun 2018 tentang Penerapan Nilai
 Budaya Kerja. Selain itu, beberapa
 Perangkat Daerah telah menyusun
 cascading serta Indikator Kinerja Individu
 berjenjang sebagai acuan penyusunan
 SKP serta akan dilaksanakan sosialisasi
 dan evaluasi pada seluruh Perangkat
 Daerah
 B. Capaian Kinerja Pemerintah Kota Bontang
 Pemerintah Kota Bontang dalam mengukur hasil capaian kinerja dengan cara
 membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja sasaran dengan target
 yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Adapun pencapaian indikator
 kinerja sasaran yang telah diperoleh oleh Pemerintah Kota Bontang pada tahun
 2018 adalah seperti tabel berikut.
 Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Tahun 2018
 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
 1 2 3 4 5 6 7
 1 Meningkatnya
 Kualitas
 Pendidikan untuk
 Semua
 1 Rata-rata Lama Sekolah
 Penduduk Usia 15 Tahun
 Ke Atas
 Tahun 10,41 10,70 102,7 %
 2 Harapan Lama Sekolah
 (HLS)
 Tahun 12,86 12,88 100,15 %
 2 Meningkatnya
 Kualitas
 Kesehatan untuk
 Semua
 3 Angka Kematian Bayi Rasio 7 10 94 %
 4 Angka Kematian Ibu Rasio 123 77 207,7 %
 5 Prevalensi Balita Gizi
 Kurang
 Persen <2 0,14 2.857,14 %
 6 Angka Harapan Hidup Tahun 73,95 73,69 99 %
 3 Meningkatnya
 Kesejahteraan
 Kehidupan Sosial
 7 Tingkat Kemiskinan Persen 4,62 4,67 98,92 %
 8 Tingkat Pengangguran Persen 11,06 12,44 88,90 %
 4 Terwujudnya
 Penyelenggaraan
 Pemerintahan
 yang Transparan,
 Akuntabel dan
 9 Predikat Akuntabilitas
 Kinerja Pemerintah
 Nilai B
 (66,25)
 B
 (65,81)
 99,33 %
 10 Nilai LPPD Nilai ST
 (3,1600)
 ST
 (3,2736)
 103,59 %
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 Partisipatif 11 Indeks Kepuasan
 Masyarakat
 Indeks 81,48 78,99 96,94 %
 12 Indeks Reformasi
 Birokrasi
 Indeks B
 B
 (64,14)
 100 %
 13 Nilai Pemeringkatan e-
 Government Indonesia
 (PeGi)
 Poin/skor 3,3 3,68 111,51 %
 5 Meningkatnya
 Cakupan
 Pengelolaan
 Sanitasi
 14 Cakupan Pelayanan Air
 Limbah Domestik
 Persen 96,35 99,51 103,27 %
 15 Cakupan Penanganan
 Sampah
 Persen 78,45 95 121,09 %
 6 Meningkatnya
 Kualitas
 Lingkungan
 Permukiman
 16 Kawasan Perumahan dan
 Permukiman Kumuh
 Ha 14,4 26,13 55,10 %
 7 Meningkatnya
 Akses Pelayanan
 Air Minum
 17 Cakupan Pelayanan Air
 Minum
 Persen 98,04 99,52 101,50 %
 8 Terselesaikannya
 Permasalahan
 Banjir
 18 Luas Wilayah Tergenang Ha 28,83 29,19 98,76 %
 9 Meningkatnya
 Pertumbuhan
 Ekonomi Non
 Migas
 19 Pertumbuhan PDRB Non
 Migas
 Persen 3 - 5 6,52 130,4 %
 10 Tersedianya
 Infrastruktur Kota
 yang Memadai
 untuk Mendukung
 Perkembangan
 Ekonomi Kota
 20 Panjang Jalan Kondisi
 Baik
 Persen 90,63 99,35 109,62 %
 21 Jumlah sarana
 perdagangan/pasar
 Unit 3 3 100 %
 22 Jaringan gas rumah
 tangga
 Kelurahan 14 14 100 %
 Sesuai dengan visi dan misi RPJMD Kota Bontang tahun 2016-2021, telah
 ditetapkan10 (sepuluh) sasaran kinerja dengan 22 (dua puluh dua) Indikator
 Kinerja Sasaran dengan rincian sebagai berikut.
 Sasaran1 “Meningkatnya Kualitas Pendidikan Untuk Semua” dapat diukur
 melalui 2 (dua) indikator kinerja sasaran pada tabel berikuzt.
 Tabel 3.3 Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Untuk Semua
 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas
 Tahun Target Realisasi Capaian
 Kinerja
 Capaian
 Anggaran
 Tingkat
 Efisiensi
 2016 10,37 tahun 10,38 tahun 99,33% 74,38% 24,95%
 2017 10,39 tahun 10,39 tahun 100% 90,11% 9,89%
 2018 10,41 tahun 10,70 tahun 102% 83,96% 18,04%
 SASARAN 1
 MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN UNTUK SEMUA
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 Harapan Lama Sekolah
 Tahun Target Realisasi Capaian
 Kinerja
 Capaian
 Anggaran
 Tingkat
 Efisiensi %
 2016 12,77 tahun 12,77 tahun 100% 74,38% 25,62%
 2017 12,82 tahun 12,79 tahun 99,77% 68,53% 31,24%
 2018 12,86 tahun 12,88 tahun 100% 89,94% 10,06%
 Sumber Data : a) LKIP Kota Bontang Tahun 2016; b) LKIP Kota Bontang Tahun 2017; c) LKIP Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun 2018
 Rincian capaian Indikator Kinerja Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pendidikan
 untuk Semua” adalah sebagai berikut.
 a. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas (RLS)
 Pada tahun 2018, Pemerintah Kota Bontang berhasil meningkatkan realisasi
 Indikator Kinerja Sasaran RLS sehingga melampaui dari target yang telah
 ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kota Bontang
 yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 10,70
 tahun atau sudah mengenyam pendidikan minimal kelas II (jenjang
 SMA/SMK). Jika dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya,
 Pemerintah Kota Bontang berhasil meningkatkan capaian Indikator Kinerja
 Sasaran. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Bontang, Indikator
 Kinerja Sasaran Rata-rata Lama Sekolah didukung oleh beberapa program
 seperti berikut.
 1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun sampai dengan
 akhir tahun 2018 realisasi fisik mencapai 86,81 %
 2. Program Pendidikan Menengah sampai dengan akhir tahun 2018 realisasi
 fisik mencapai 100 %
 3. Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan sampai
 dengan akhir tahun 2018 realisasi fisik mencapai 96,88 %
 4. Program Pendidikan Inklusif sampai dengan akhir tahun 2018 realisasi
 fisik mencapai 94,75 %.
 Jika dibandingkan dengan realisasi nasional maka Pemerintah Kota Bontang
 berhasil mendapatkan tren positif seperti terlihat pada tabel berikut.
 Tabel 3.4 Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Sasaran
 Rata-rata Lama Sekolah dengan capaian Nasional
 Indikator Kinerja Satuan Realisasi
 Nasional Realisasi
 2018 Keterangan
 (+/-)
 1 2 3 4 5
 Rata-rata Lama Tahun 8,3 10,70 +
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 Sekolah (RLS) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
 Sumber: BPS Kota Bontang, 2018 (* realisasi 2018)
 a. Harapan Lama Sekolah
 Harapan Lama Sekolah (HLS) diartikan sebagai lamanya sekolah (dalam
 tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di
 masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi
 pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia
 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib
 belajar. Indikator Kinerja Sasaran Rata-rata Lama Sekolah didukung oleh
 beberapa program seperti pada tabel berikut.
 Tabel 3.5 Program yang Mendukung Pencapaian IKU RLS
 Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Bontang
 Dilihat dari tabel di atas, capaian fisik program peningkatan manajemen
 Pendidikan 0 %. Pada Program Peningkatan Manajemen Pendidikan yang
 seharusnya dilaksanakan pemberian bantuan peralatan sekolah berupa
 seragam, tas dan sepatu bagi seluruh siswa dari jenjang Sekolah Dasar
 hingga Sekolah Menengah Atas di Kota Bontang. Namun, dikarenakan
 keterbatasan waktu maka dilakukan perubahan anggaran dan program
 tersebut tidak dilaksanakan. Adapun perbandingan antara capaian realisasi
 Pemerintah Kota Bontang dengan realisasi Nasional dapat dilihat seperti
 pada tabel di bawah ini.
 Tabel 3.6 Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Sasaran HLS dengan capaian Nasional
 Indikator Kinerja Satuan Realisasi
 Nasional Realisasi
 2018 Keterangan
 (+/-)
 1 2 3 4 5
 Harapan Lama Sekolah (HLS)
 Tahun 12,72 12,88 +
 Sumber: BPS Kota Bontang 2018
 No Program Capaian Realisasi Program (%)
 1 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 73,87%
 2 Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan 81,05 %
 3 Program Peningkatan Manajemen Pendidikan
 0 %
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 Sasaran2 “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Untuk Semua” dapat diukur
 melalui 4 (empat) indikator kinerja sasaran sebagai berikut.
 Tabel 3.7 Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Untuk Semua
 Angka Kematian Bayi
 Tahun Target Realisasi Capaian
 Kinerja
 Capaian
 Anggaran
 Tingkat
 Efisiensi
 2016 11 Rasio 11,6 Rasio 94,83% 78,53% 16,3%
 2017 10,20 Rasio 7,63 Rasio 133,68 % 100% 33,68%
 2018 9,40 Rasio 10 Rasio 94 % 83,7% 10,3%
 Angka Kematian Ibu
 Tahun Target Realisasi Capaian
 Kinerja
 Capaian
 Anggaran
 Tingkat
 Efisiensi
 2016 234 Rasio 110,9 Rasio 211 % 78,53% 132,47%
 2017 197 Rasio 131,61 Rasio 149,68 % 94,56% 55,12%
 2018 160 Rasio 77 Rasio 207,7 % 83,7% 124%
 Prevalensi Balita Gizi Kurang
 Tahun Target Realisasi Capaian
 Kinerja
 Capaian
 Anggaran
 Tingkat
 Efisiensi
 2016 < 5 % 0,39 % 1282,05% 82,33% 1199,72%
 2017 < 5 % 0,17 % 2.922,83% 97,78% 2.823,05%
 2018 < 5 % 0,14 % 2.857,14 % 96,45% 2.760,69%
 Angka Harapan Hidup
 Tahun Target Realisasi Capaian
 Kinerja
 Capaian
 Anggaran
 Tingkat
 Efisiensi
 2016 73,94 th 73,69 th 99,6 % 0 % 99,6%
 2017 73,94 th 73,71 th 99,69 % 87,05% 12,64%
 2018 73,95 th 73,69 th 99,9 % 83,7% 16,2%
 Sumber Data : a) LKIP Kota Bontang Tahun 2016; b) LKIP Kota Bontang Tahun 2017; c) LKIP Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang Tahun
 2018
 Rincian Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Meningkatnya Kualitas Kesehatan
 Untuk Semua” adalah sebagai berikut.
 a. Angka Kematian Bayi
 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran “Angka Kematian Bayi” pada tahun
 2018 sebesar 10 Rasio per 1000 kelahiran hidup atau sebanyak 39 kasus
 dari 3.886 kelahiran hidup. Sebagian besar kematian bayi terjadi pada usia
 SASARAN 2
 MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN UNTUK SEMUA
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 yang sangat rentan yaitu usia meonatus (0-28 hari). Adapun perhitungan AKB
 dapat dilihat pada rumus berikut.
 𝐴𝑛𝑔𝑘𝑎 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑎𝑛 𝐵𝑎𝑦𝑖 (𝐴𝐾𝐵) = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑦𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 1 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑙𝑎ℎ𝑖𝑟𝑎𝑛 ℎ𝑖𝑑𝑢𝑝 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 1 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑥 1.000
 𝐴𝑛𝑔𝑘𝑎 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑎𝑛 𝐵𝑎𝑦𝑖 (𝐴𝐾𝐵) = 39 𝑘𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑦𝑖
 3886 𝑘𝑒𝑙𝑎ℎ𝑖𝑟𝑎𝑛 ℎ𝑖𝑑𝑢𝑝 𝑥 1.000 = 10
 Indikator Kinerja Sasaran “Angka Kematian Bayi” pada tahun 2018 belum
 mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021. Indikator
 Kinerja Sasaran “Angka Kematian Bayi” dari tahun ke tahun disebabkan oleh
 beberapa faktor, yaitu :
 a. Adanya Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)
 b. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)
 c. Ibu hamil dengan usia terlalu muda atau terlalu tua
 d. Jarak melahirkan yang terlalu dekat
 e. Asfiksia dimana bayi baru lahir dengan keadaan sulit bernafas/gagal
 bernafas secara spontan
 f. Adanya faktor penyerta lain yang dapat menyebabkan kematian bayi
 seperti terjangkit penyakit menular HIV/AIDS, TB dan DBD
 Untuk menurunkan Angka Kematian Bayi di Kota Bontang pada tahun 2018
 dilaksanakan beberapa program yaitu, program peningkatan kesehatan Ibu
 dan anak, program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan
 pembinaan tumbuh kembang anak, Program Perbaikan Gizi Masyarakat dan
 program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
 puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya.
 b. Angka Kematian Ibu
 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran “Angka Kematian Ibu” pada tahun 2018
 mengalami peningkatan atau telah melampaui dari target yang telah
 ditetapkan. Peningkatan tersebut cukup signifikan jika dibandingkan dengan
 realisasi tahun sebelumnya. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup
 pada tahun 2018 sebesar 77 (rasio) per 100.000 kelahiran hidup atau
 sebanyak 3 Kasus ibu meninggal. Adapun perhitungan AKI adalah sebagai
 berikut.
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 𝐴𝑛𝑔𝑘𝑎 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑎𝑛 𝐼𝑏𝑢 (𝐴𝐾𝐼) = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑎𝑛 𝑖𝑏𝑢 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 1 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑙𝑎ℎ𝑖𝑟𝑎𝑛 ℎ𝑖𝑑𝑢𝑝 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 1 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑥 100.000
 𝐴𝑛𝑔𝑘𝑎 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑎𝑛 𝐼𝑏𝑢 (𝐴𝐾𝐼) = 3 𝑘𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑎𝑛 𝑖𝑏𝑢
 3886 𝑘𝑒𝑙𝑎ℎ𝑖𝑟𝑎𝑛 ℎ𝑖𝑑𝑢𝑝 𝑥 100.000 = 77
 Adapun 3 (tiga) faktor utama penyebab angka kematian ibu adalah
 pendarahan, hipertensi saat hamil atau pre eklamasi dan infeksi. Menurunkan
 angka kematian ibu sangatlah penting. Oleh karena itu, dibutuhkan
 kesadaran ibu hamil, keluarga dan masyarakat terhadap resiko tinggi
 kematian ibu dan bayi, perbaikan pelayanan ditingkat pelayanan dasar dan
 rujukan serta perbaikan sistem manual rujukan ibu melahirkan.
 Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu di Kota Bontang dilaksanakan
 beberapa program yaitu, Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan
 Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah
 Sakit Mata, Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah
 Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata.
 c. Prevalensi Balita Gizi Kurang
 Pemenuhan gizi anak harus diperhatikan sedini mungkin yaitu sejak dalam
 kandungan melalui makan ibu hamil. Kekurangan gizi pada usia dini akan
 berdampak pada tumbuh kembang anak. Gizi kurang pada anak usia dini
 juga berdampak pada rendahnya kemampuan kognitif dan kecerdasan anak
 serta akan menurunkan tingkat produktivitas anak. Pada tahun 2018, di Kota
 Bontang terdapat 14 balita dengan status gizi kurang dari 17.591 balita.
 Adapun permasalahan tersebut disebabkan oleh tingkat kemiskinan,
 kurangnya persedian pangan, kurangnya kualitas lingkungan (sanitasi) dan
 kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gizi. Prevalensi Balita Gizi
 Kurang dapat diukur dengan membandingkan jumlah balita gizi kurang dalam
 1 (satu) tahun dengan jumlah balita secara keseluruhan di Kota Bontang
 dikalikan dengan 100% atau dengan rumus sebagai berikut.
 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑏𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑔𝑖𝑧𝑖 𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑔𝑖𝑧𝑖 𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑙𝑚 1 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 (14)
 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑙𝑚 1 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 (17.591)𝑥100%
 = 0,14 persen
 Pada tahun 2018, Prevalensi Balita Gizi Kurang telah melampaui dari target
 yang telah ditetapkan. Namun bila dibandingkan dari realisasi tahun
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 sebelumya, realisasi tahun 2018 mengalami penurunan. Beberapa program
 yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut yaitu,
 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Program
 Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Blud, Program Obat Dan Perbekalan
 Kesehatan dan Program Upaya Kesehatan Masyarakat. Jika dibandingkan
 dengan dengan realisasi nasional maka Pemerintah Kota Bontang
 mendapatkan tren positif seperti pada tabel berikut.
 Tabel 3.8 Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Sasaran Prevalensi Balita Gizi Kurang dengan capaian Nasional
 Indikator Kinerja Satuan Realisasi
 Nasional Realisasi
 2018 Keterangan
 (+/-)
 1 2 3 4 5
 Prevalensi Balita Gizi Kurang
 persen 17,8 0,14 +
 d. Angka Harapan Hidup
 Angka harapan hidup merupakan rata-rata jumlah tahun kehidupan yang
 masih dijalani oleh seseorang yang berhasil mencapai umur tertentu. Manfaat
 mengetahui angka harapan hidup adalah untuk menentukan tingkat
 kemakmuran penduduk dalam suatu Daerah/Negara. Adapun Angka Harapan
 Hidup Kota Bontang dala kurun waktu 3 (tiga) tahun 2016-2018 sebesar 73
 tahun. Indikator Kinerja Sasaran “Angka Harapan Hidup” pada tahun 2018
 belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan, meskipun mengalami
 peningkatan dari tahun sebelumnya. Target yang telah ditetapkan sebesar
 73,95 dengan realisasi 73,69 atau 99,9 persen. Pencapaian tersebut tentunya
 didorong oleh komitmen dan pelaksanaan program yang telah ditetapkan.
 Beberapa program yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja
 sasaran tersebut yaitu, Program Pengawasan Obat Dan Makanan, Program
 Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat, Program
 Pengembangan Lingkungan Sehat, Program Pencegahan Dan
 Penanggulangan Penyakit Menular, Program Pencegahan Dan Pengendalian
 Penyakit Tidak Menular Dan Masalah Kejiwaan, Program Peningkatan
 Pelayanan Kesehatan Dasar Dan Rujukan, dan Program Peningkatan
 Surveilans Penyakit, Imunisasi Dan Penanggulangan Wabah Bencana. Jika
 dibandingkan dengan realisasi nasional, Pemerintah Kota Bontang
 mendapatkan tren positif seperti pada tabel berikut.
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 Tabel 3.9 Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Sasaran Angka Harapan Hidup dengan capaian Nasional
 Indikator Kinerja Satuan Realisasi
 Nasional Realisasi
 2018 Keterangan
 (+/-)
 1 2 3 4 5
 Angka Harapan Hidup Tahun 71,7 73,69 +
 Sasaran “Meningkatnya Kesejahteraan Kehidupan Sosial” dapat diukur
 melalui 2 (dua) indikator kinerja sasaran sebagai berikut.
 Tabel 3.10 Sasaran 3 Meningkatnya Kesejahteraan Kehidupan Sosial
 Tingkat Kemiskinan
 Tahun Target Realisasi Capaian Kinerja
 Capaian Anggaran
 Tingkat Efisiensi
 2016 5,04 % 10,33 % 48,78 % 99,43 % -50,64 %
 2017 4,83 % 5,18 % 93, 24 % 91,13 % 2,11 %
 2018 4,62% 4,67 % 98,92 % 81,31 % 17,61 %
 Tingkat Pengangguran
 Tahun Target Realisasi Capaian Kinerja
 Capaian Anggaran
 Tingkat Efisiensi
 2016 12,9 % 12,18 % 94,42 % 99,97 % -5,55 %
 2017 11,98 % 12,08 % 99,17 % 88,78 % 10,39 %
 2018 11,06 % 12,44 % 88,90 % 91,20 % -2,3 %
 Sumber Data : a) LKIP Kota Bontang Tahun 2016; b) LKIP Kota Bontang Tahun 2017; c) LKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan
 Masyarakat Kota Bontang Tahun 2018; d) LKIP Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Bontang Tahun 2018
 Rincian Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Meningkatnya Kesejahteraan
 Kehidupan Sosial” adalah sebagai berikut.
 a. Tingkat Kemiskinan
 Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per
 kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Pemerintah Kota Bontang telah
 menetapkan strategi dan arah kebijakan selama 5 (lima) tahun ke depan
 untuk memberantas kemiskinan sebagai berikut.
 Peningkatan kualitas bantuan dan perlindungan sosial bagi masyarakat
 miskin
 SASARAN 3
 MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN KEHIDUPAN SOSIAL
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 Pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian bekerja
 Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin
 Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin
 Peningkatan dukungan perluasan kesempatan kerja
 Peningkatan pelatihan tenaga kerja terampil dan kewirausahaan
 Garis kemiskinan Kota Bontang pada tahun 2018 berdasarkan data dari
 Badan Pusat Statistik menyentuh angka 8.1000 warga miskin. Dari awal
 periode perencanaan (RPJMD 2016-2021) indikator kinerja sasaran “Tingkat
 Kemiskinan” telah mengalami peningkatan capaian yang signifikan dengan
 perbandingan seperti di bawah ini.
 Tingkat
 kemiskinan =
 Jumlah penduduk miskin x100% Jumlah penduduk
 =
 8.100
 179.408 𝑥 100 %
 = 4,67 %
 Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penduduk miskin Kota Bontang
 mengalami penurunan seperti pada tabel di bawah ini.
 Tabel 3.11 Perbandingan Jumlah Warga Miskin per tahun
 No Tahun Jumlah
 Penduduk
 Jumlah Warga Miskin
 1 2016 170.611/jiwa 8.597/jiwa
 2 2017 165.965/jiwa 8.750/jiwa
 3 2018 179.408/jiwa 8.100/jiwa
 Sumber Data : Bontang Dalam Angka 2018 dan LKIP DSP3M
 Walaupun belum mencapai target yang telah ditetapkan, namun peningkatan
 pencapaian Pemerintah Kota Bontang dalam memberantas tingkat
 kemiskinan dapat diapresiasi. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan program
 melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan
 Masyarakat. Adapun beberapa program tersebut adalah sebagai berikut.
 1. Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 2. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
 3. Program Pemberdayaan Sosial
 Selain itu, dalam rangka mendukung efektivitas implementasi
 program penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional

Page 72
                        

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bontang Tahun 2018
 63
 Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan dan Perkotaan, pemerintah
 daerah harus menyediakan dana pendamping yang bersumber dari APBD
 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan sosial sesuai Peraturan Menteri
 Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan
 Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan. Jika
 dibandingkan dengan realisasi nasional maka Pemerintah Kota Bontang
 mendapatkan tren positif seperti pada tabel berikut.
 Tabel 3.12 Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Sasaran
 Tingkat Kemiskinan dengan capaian Nasional
 Indikator Kinerja Satuan Realisasi
 Nasional Realisasi
 2018 Keterangan
 (+/-)
 1 2 3 4 5
 Tingkat Kemiskinan Persen 9,82 4,67 + Sumber Data : Bontang Dalam Angka 2018 dan LKIP DSP3M
 b. Tingkat Pengangguran
 Tingkat Pengangguran di Kota Bontang pada tahun 2018 mengalami
 peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0,36 %. Peningkatan tersebut
 sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dimana penduduk yang pindah
 ke Kota Bontang tidak dapat dikategorikan memiliki kompetensi dengan
 lapangan kerja yang ada. Indikator Kinerja Sasaran “Tingkat Pengangguran”
 belum melampaui dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian Indikator
 Kinerja Sasaran “Tingkat Pengangguran” didukung oleh Program
 Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. Tingkat
 Pengangguran Kota Bontang dapat dihitung dengan cara sebagai berikut.
 𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑢𝑘𝑎 𝑢𝑠𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 (9.692)
 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 (77.882)𝑥100%
 = 12, 44 persen
 Adapun kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Bontang dalam menurunkan
 tingkat pengangguran pada tahun 2018, yaitu :
 1. Terbatasnya lapangan kerja bila dibandingkan dengan pelamar kerja.
 2. Permintaan pasar kerja belum sesuai dengan kompetensi yang dimiliki
 oleh pencari kerja.
 Untuk menindaklanjuti kendala di atas maka Pemerintah Kota Bontang
 melalui Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu
 Pintu melakukan upaya-upaya sebagai berikut.
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 1. Melaksanakan kerja sama dengan unit sektoral lainnya dalam
 menciptakan kesempatan kerja yang layak.
 2. Mempertahankan kesempatan kerja yang ada.
 3. Menciptakan usaha mandiri (kewirausahaan).
 4. Menempatkan tenaga kerja ke daerah lain.
 5. Melaksanakan pelatihan dan sertifikasi untuk pencari kerja khususnya
 jasa konstruksi, terutama dengan akan adanya proyek pembangunan
 kilang yang tentunya membutuhkan banyak tenaga jasa konstruksi.
 Tabel 3.13 Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Sasaran
 Tingkat Pengangguran dengan capaian Nasional
 Indikator Kinerja Satuan Realisasi
 Nasional Realisasi
 2018 Keterangan
 (+/-)
 1 2 3 4 5
 Tingkat Pengangguran Persen 5,13 12,44 - Sumber Data : LKIP DPMKPTSP Kota Bontang Tahun 2018
 Sasaran “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan,
 Akuntabel dan Partisipatif” dapat diukur melalui 5 (lima) indikator kinerja
 sasaran sebagai berikut.
 Tabel 3.14 Sasaran 4 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan
 yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif
 Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
 Tahun Target Realisasi Capaian
 Kinerja
 Capaian
 Anggaran
 Tingkat
 Efisiensi
 2016 65,00/BB 64,74/B 99,6 % 99 % 0,6 %
 2017 66,3/B 65,1/B 98,19 % 99,32 % -1,13 %
 2018 66,25/B 65,81/B 99,33% 82,60 % 16,73 %
 Nilai LPPD
 Tahun Target Realisasi Capaian
 Kinerja
 Capaian
 Anggaran
 Tingkat
 Efisiensi
 2016 3,0295/ST 3,2775/ST 100 % 76,63 % 23,37 %
 2017 3,1500/ST 3,2736/ST 100 % 97,42 % 2,58 %
 2018 3,1600/ST *3,2736/ST 100 % 85,80 % 14, 2 %
 SASARAN 4
 TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
 YANG TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN PARTISIPATIF
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 Indeks Kepuasan Masyarakat
 Tahun Target Realisasi Capaian
 Kinerja
 Capaian
 Anggaran
 Tingkat
 Efisiensi
 2016 85,21/skor 79,43/skor 93,22 % 0 % -
 2017 80,23/skor 75,36/skor 93,93 % 98,48 % -4,55 %
 2018 81,48/skor 79,77/skor 97,90 % 93,26 % 4,64 %
 Indeks Reformasi Birokrasi
 Tahun Target Realisasi Capaian
 Kinerja
 Capaian
 Anggaran
 Tingkat
 Efisiensi
 2016 65 / B 43,20/C 66,46 % 0 % -
 2017 B 62,27/B 100 % 73,34 % 26,66 %
 2018 B 64,14/B 100% 92,1 % 7,9 %
 Nilai Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGi)
 Tahun Target Realisasi Capaian
 Kinerja
 Capaian
 Anggaran
 Tingkat
 Efisiensi
 2017 2,6/skor 3,29/skor 126,5 % 93,22 % 33,32 %
 2018 3,3/skor 3,68/skor 111,5 % 96,36 % 15,14 %
 Sumber Data : a) LKIP Kota Bontang Tahun 2016; b) LKIP Kota Bontang Tahun 2017; c) LKIP Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun 2018; d) LKIP Dinas
 Komunikasi, Informatika dan Statistika Kota Bontang Tahun 2018
 Rincian Capaian Indikator Kinerja Sasaran ““Terwujudnya Penyelenggaraan
 Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif” adalah sebagai
 berikut.
 a. Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
 Akuntabilitas Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Presiden RI Nomor
 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
 Permenpan dan RB 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian
 kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi
 pemerintah. Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2018
 ditargetkan B dengan nilai 66,25. Sedangkan realisasinya berdasarkan surat
 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 Nomor : B/1085/AA.05/2018 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja
 Instansi Pemerintah Tahun 2018 sebesar 65,81 dengan predikat B dan
 capaian 99,33 persen. Nilai Akuntabilitas Kinerja sejak tahun 2016 mengalami
 peningkatan hingga saat ini. Rincian Penilaian di atas diuraikan sebagai
 berikut.
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 Tabel 3.15 Rincian Penilaian SAKIP KemenpanRB atas AKIP Kota Bontang
 No Komponen yang dinilai Bobot Nilai
 2016 2017 2018
 1 2 3 4 5 4
 1 Perencanaan Kinerja 30 22,73 20,46 21,07
 2 Pengukuran Kinerja 25 13,75 17,32 17,69
 3 Pelaporan kinerja 15 9,94 9,19 9,23
 4 Evaluasi Kinerja 10 5,10 6,18 6,29
 5 Capaian Kinerja 20 12,65 11,94 11,53
 Nilai Hasil Evaluasi 100 64,74 65,10 65,81
 Tingkat Akuntabilitas Kinerja B B B
 Permasalahan dalam pencapaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota
 Bontang tergambar pada rekomendasi Kementerian Pendayagunaan
 Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas hasil evaluasi Akuntabilitas
 Kinerja Pemerintah Tahun 2018 adalah sebagai berikut.
 Belum optimalnya perencanaan dari tingkat kota sampai dengan
 perangkat daerah.
 Pengusulan anggaran belum sepenuhnya mengacu pada upaya
 pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen
 perencanaan kinerja.
 Belum selarasnya IKU dari tingkat Kota sampai dengan Perangkat
 Daerah.
 Belum optimalnya penggunaan aplikasi manajemen kinerja sebagai
 sarana monitoring dan evaluasi oleh pimpinan dan sebagai dasar
 pemberian rewards and punishment. Aplikasi ini juga belum
 mengintegrasikan informasi keuangan maupun tingkat kinerja.
 Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bontang adalah sebagai
 berikut:
 Menindaklanjuti rekomendasi Kemenpan dan RB atas hasil evaluasi
 sebelumnya.
 Pendampingan penyusunan LKIP di Biro Organisasi Provinsi Kaltim baik
 pada LKIP tingkat Kota maupun pada tingkat Perangkat Daerah.
 Pembinaan yang berkelanjutan atas akuntabilitas kinerja pada tingkat
 Perangkat Daerah.
 Mengupayakan terintegrasinya aplikasi SAKIP dan aplikasi keuangan.
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 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai evaluator internal
 atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 Melaksanakan pendampingan penginputan data pada sistem E-SAKIP
 Kota Bontang
 Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dilaksanakan melalui Program
 seperti di bawah ini.
 1. Program Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 2. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan
 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
 Kinerja dan Keuangan
 4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 b. Nilai LPPD
 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah digunakan sebagai
 instrumen pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi
 penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat. Nilai LPPD
 Kota Bontang atas kinerja Tahun 2016 sesuai dengan Keputusan Menteri
 Dalam Negeri Nomor 100-53 Tahun 2018 tentang Peringkat dan Status
 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional
 mendapatkan niai 3,2775 dengan predikat ST (Sangat Tinggi). Hal tersebut
 mengantarkan Bontang menempati urutan 20 (dua puluh) dari 93 (Sembilan
 puluh tiga) kota di Indonesia. Selanjutnya, Nilai LPPD Kota Bontang atas
 kinerja Tahun 2017 sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur
 Nomor 710/K.489/2018 tentang Penetapan Status dan Peringkat Kinerja
 Sementara atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan
 Kota Se Kalimantan Timur Tahun 2018 mendapat predikat Sangat Tinggi (ST)
 dengan nilai 3,2736. Hal tersebut mengantarkan Bontang menempati urutan
 pertama dari 10 (sepuluh) kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Oleh karena
 itu, pada tahun 2016 dan tahun 2017 realisasi dan pencapaian atas indikator
 kinerja nilai laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah semuanya
 melampaui target yang telah ditetapkan. Nilai LPPD tahun 2017 meskipun
 mendapat predikat ST, tetapi skornya mengalami penurunan. Hal ini
 disebabkan adanya urusan wajib bukan pelayanan dasar (urusan persandian)
 yang tidak memiliki program khusus namun pelaksanaan kegiatannya
 melekat pada program lain sehingga pada penilaian dianggap melaksanakan
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 urusan tersebut. Nilai LPPD Kota Bontang atas kinerja Tahun 2018 akan
 diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi pada bulan April tahun 2019 dan
 Kementerian Dalam Negeri setelah 2 tahun terhitung sejak tahun berkenaan.
 Adapun upaya yang akan dilakukan untuk menindaklanjuti permasalahan
 tersebut di atas yaitu dengan melakukan reviu terhadap program RPJMD
 2016-2021. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan melalui
 Program Peningkatan Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan.
 c. Indeks Kepuasan Masyarakat
 Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
 Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
 Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik bahwa
 penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan
 Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun dan dilaporkan
 kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 untuk digunakan sebagai Indeks Kepuasan Masyarakat secara nasional.
 Berikut ini merupakan penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
 yang diberikan dengan 4 kriteria penilaian yaitu tidak puas, kurang puas, puas,
 dan sangat puas. Kriteria tersebut berdasarkan kategori mutu yang dijelaskan
 pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
 Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 pada tabel berikut ini.
 Tabel 3.16 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi,
 Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit Pelayanan
 Nilai Persepsi
 Nilai Interval Nilai Interval
 Konversi Mutu
 Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan
 1 1,00-1,59 25-64,99 D Tidak Baik
 2 2,60-3,06 65,00-76,60 C Kurang Baik
 3 3,06-3,53 76,61-88,30 B Baik
 4 3,53-4,00 88,31-100 A Sangat Baik
 Sumber Data : Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Kota Bontang Tahun 2018
 Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh
 Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan
 kualitas penyelenggaraan pelayanan publik .Sasarannya adalah mendorong
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 partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja
 penyelenggara pelayanan, mendorong penyelenggara pelayanan untuk
 meningkatkan kualitas pelayanan serta mendorong penyelenggara
 pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
 Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan melalui
 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
 Ada 9 unsur yang menjadi sasaran penilaian adalah:
 Persyaratan
 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
 Waktu penyelesaian
 Biaya/tarif
 Produk spesifikasi jenis pelayanan
 Kompetensi pelaksana
 Perilaku pelaksana
 Penanganan pengaduan, saran dan masukan
 Sarana dan prasarana.
 Survei Kepuasan Masyarakat Kota Bontang tahun 2018 dilaksanakan oleh
 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah bekerjasama dengan Sekolah Tinggi
 Teknologi (STITEK) Kota Bontang. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan
 pada 52 Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Kota Bontang. Adapun hasil
 yang diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut.
 Tabel 3.17 Hasil SKM Perangkat Daerah dan Unit Kerja
 Kota Bontang Tahun 2018
 Nilai Mutu
 No Instansi Pemerintah SKM Pelayanan
 1 Sekretaris Daerah Kota Bontang 93.81 A
 2 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 89.71 A
 3 Kelurahan Belimbing 90.13 A
 4 UPTD Puskesmas Bontang Utara I 93.81 A
 5 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 76.67 B
 Ruang Kota
 6 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman 76.64 B
 dan Pertanahan
 7 Dinas Lingkungan Hidup 77.78 B
 8 Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan 76.85 B
 Pertanian
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 9 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan 78.91 B
 dan Pemberdayaan Masyarakat
 10 Dinas Pendidikan 79.20 B
 11 Dinas Kesahatan dan Keluarga Berencana 77.74 B
 12 Dinas Perhubungan 76.97 B
 13 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 81.59 B
 14 Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 77.07 B
 15 Dinas Komunikasi, Informatika dan
 78.37
 Statistik B
 16 Dinas Pemadam Kebakaran dan 80.5
 Penyelamatan B
 17 Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja
 77.06 B
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 18 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 79.05 B
 Pelatihan
 19 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 85.83 B
 20 Badan Perencanaan, Penelitian dan 78.51 B
 Pengembangan
 21 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 78.56 B
 22 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 78.14 B
 23 Inspektorat Daerah 83.13 B
 24 Satuan Polisi Pamong Praja 77 B
 25 Kecamatan Bontang Utara 85.22 B
 26 Kecamatan Bontang Barat 78.4 B
 27 Kecamatan Bontang Selatan 77.97 B
 28 Kelurahan Gunung Telihan 78.38 B
 29 Kelurahan Kanaan 80.38 B
 30 Kelurahan Bontang Kuala 80.5 B
 31 Kelurahan Bontang Baru 80.85 B
 32 Kelurahan Api-Api 81.29 B
 33 Kelurahan Gunung Elai 84.44 B
 34 Kelurahan Loktuan 78.06 B
 35 Kelurahan Guntung 82.75 B
 36 Kelurahan Tanjung Laut 78.09 B
 37 Kelurahan Berebas Tengah 79.17 B
 38 Kelurahan Berebas Pantai 76.67 B
 39 Kelurahan Satimpo 77.3 B
 40 Kelurahan Bontang Lestari 77.25 B
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 41 Kelurahan Tanjung Laut Indah 80.24 B
 42 RSUD Taman Husada 79.41 B
 43 UPTD Puskesmas Bontang Selatan I 80.19 B
 44 UPTD Puskesmas Bontang Selatan II 77 B
 45 UPTD Puskesmas Bontang Utara II 82.86 B
 46 UPTD Puskesmas Bontang Barat 77.31 B
 47 UPTD Puskesmas Bontang Lestari 76.08 B
 48 UPTD Labkesda 77.06 B
 49 UPTD Pasar 77.83 B
 50 UPTD Tempat Pelelangan Ikan 78.04 B
 51 TPA 76.74 B
 52 Dinas Perindakop Usaha Mikro dan
 Perdagangan
 65.60 C
 Jumlah Nilai 4148,11
 Nilai Rata-rata 79,77 B
 Sumber Data : Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Kota Bontang Tahun 2018
 Dilihat dari tabel di atas, penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kota
 Bontang Tahun 2018 dihitung berdasarkan akumulasi Survei Kepuasan
 Masyarakat pada Perangkat Daerah dan Unit Kerja. Walaupun belum
 mencapai target yang telah ditetapkan. Namun demikian, terjadi peningkatan
 dari tahun sebelumnya.
 Tabel 3.18 Hasil Rekapitulasi Unsur Pelayanan Perangkat Daerah/Unit Kerja
 Unsur Pelayanan
 Kualifikasi Pelayanan
 SANGAT
 BAIK BAIK
 KURANG
 BAIK
 TIDAK
 BAIK
 Persyaratan 3 36 12 1
 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
 4 34 13 1
 Waktu Penyelesaian
 4 29 19 -
 Biaya/tarif
 35 12 5 -
 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
 4 34 14 -
 Kompetensi Pelaksana
 4 36 11 1
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 Perilaku Pelaksana
 4 37 11 -
 Penanganan Pengaduan, Saran dan
 Masukan
 8 31 10 3
 Sarana Dan Prasarana.
 5 24 22 1
 Sumber Data : Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kota Bontang Tahun 2018
 Berdasarkan akumulasi hasil survei Perangkat Daerah/Unit Kerja seperti
 pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat
 Kota Bontang terhadap 9 (Sembilan) unsur pelayanan masih terdapat
 kualifikasi pelayanan yang menunjukkan hasil kurang baik/kurang puas dan
 tidak baik/tidak puas sehingga permasalahan tersebut perlu mendapat
 perhatian dan segera ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja
 pelayanan terkait.
 d. Indeks Reformasi Birokrasi
 Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bontang telah disusun dan
 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 228 Tahun 2017
 tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah kota
 Bontang Tahun 2017-2021 dan merupakan kelanjutan pelaksanaan reformasi
 birokrasi periode pertama Tahun 2013-2016. Penetapan periode kedua atau
 fase penguatan ini dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2017-2021)
 dan memuat rencana aksi secara terperinci dan berkelanjutan yang
 menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area
 perubahan reformasi birokrasi dengan 3 (tiga) area prioritas reformasi
 birokrasi yakni, Sumber Daya Manusia Aparatur, Pengawasan dan
 Akuntabilitas serta area Pelayanan Publik sebagai area prioritas
 tersendiri.Berdasarkan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh
 Pemerintah Kota Bontang dari tahun 2014 s.d. 2017 diperoleh nilai sebagai
 berikut.
 Tabel 3.19 Penilaian Mandiri RB Kota Bontang
 No Penilaian Mandiri Tahun Nilai
 1 Tahap I 2014 57,97
 2 Tahap II 2015 67,60
 3 Tahap III 2016 70,73
 4 Tahap IV 2017 78,53
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 Selain itu, pencapaian indeks reformasi birokrasi dapat dilihat dari hasil
 evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan
 Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu evaluasi pada 8 (delapan)
 area perubahan reformasi birokrasi (Mental Aparatur, Kelembagaan,
 Peraturan Perundang-undangan, Ketatalaksanaan, Sumber Daya Aparatur,
 Akuntabilitas, Pengawasan dan Pelayanan Publik) dan 5 (lima) komponen
 hasil (Nilai Akuntabilitas Kinerja, Survei Internal Integritas Organisasi, Survei
 Eksternal Persepsi Korupsi, Opini BPK dan Survei Eksternal Pelayanan
 Publik).
 Indeks reformasi birokrasi didukung oleh beberapa program sebagai berikut.
 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian
 Pelaksanaan Kebijakan Kdh
 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur
 Pengawasan
 Program Pengintensifikasian Penanganan Pengaduan Masyarakat
 Atas dasar penilaian KEMENPANRB atas reformasi birokrasi di Pemerintah
 Kota Bontang tahun 2017 yang disampaikan pada tahun 2018 oleh
 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 (Surat Nomor : B/118/RB 06/2018), disampaikan beberapa catatan yang
 menjadi permasalahan di Kota Bontang, yakni:
 Sosialisasi dan internalisasi atas berbagai kebijakan dan rencana
 pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Bontang belum efektif
 dan merata kepada seluruh pegawai. Hal ini tampak pada pelaksanaan
 reformasi birokrasi yang lebih banyak dilakukan pada Organisasi
 Perangkat Daerah tertentu saja yang terlibat dalam kelompok kerja
 reformasi birokrasi, sedangkan pada sebagian besar Organisasi
 Perangkat Daerah lainnya pelaksanaan reformasi birokrasi belum banyak
 dilakukan.
 Pemerintah Kota Bontang belum sepenuhnya dapat merumuskan definisi
 kinerja dengan baik sampai kepada unit kerja terendah yang disebabkan
 kurangnya keterlibatan pimpinan unit kerja pada saat penetapan indikator
 kinerja utama pada setiap tingkatan organisasi di lingkungan Pemerintah
 Kota Bontang.
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 Pelaksana reformasi birokrasi yang berjalan di Pemerintah Kota Bontang
 masih dilakukan secara sendiri-sendiri oleh setiap pokok kerja (pokja) dari
 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi.
 Penggunaan e-government dalam pemberian pelayanan belum dilakukan
 secara optimal sehingga kualitas pelayanan pemerintah Kota Bontang
 belum sepenuhnya sesuai harapan pengguna layanan dan stakeholder.
 Pemerintah Kota Bontang belum berhasil membangun unit kerja yang
 mendapat predikat menuju wilayah bebas korupsi (WBK) maupun wilayah
 birokrasi bersih dan melayani (WBBM).
 Tidak hanya catatan yang disampaikan oleh KEMENPANRB atas evaluasi
 reformasi birokrasi Kota Bontang, tetapi juga disampaikan beberapa
 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti untuk meningkatkan nilai reformasi
 birokrasi seperti pada tabel berikut.
 Tabel 3.20 Rekomendasi dan Tindaklanjut Capaian Reformasi Birokrasi
 Rekomendasi Tindaklanjut
 1 Meningkatkan kualitas pelaksanaan
 reformasi birokrasi Pemerintah
 Kota Bontang sedemikian rupa
 sehingga pelaksanaan reformasi
 birokrasi dilakukan secara merata
 pada seluruh organisasi perangkat
 daerah
 1 Telah melakukan monitoring dan
 evaluasi terhadap pelaksanaan
 reformasi birokrasi dan akan
 melakukan reviu reformasi birokrasi
 yang direncanakan pada bulan
 April-Mei 2019 serta melakukan
 monitoring reformasi birokrasi per
 tiga bulan.
 2 Melakukan sosialisasi dan
 internalisasi secara masif tentang
 kebijakan dan rencana
 pelaksanaan reformasi birokrasi
 Pemerintah Kota Bontang kepada
 seluruh pegawai secara merata
 2 Melakukan sosialisasi dan
 internalisasi tentang kebijakan dan
 rencana aksi reformasi birokrasi
 kepada seluruh pegawai yang
 direncanakan pada bulan April-Mei
 tahun 2019
 3 Merumuskan kembali definisi
 kinerja Pemerintah Kota Bontang
 dengan baik sampai kepada unit
 kerja terendah. Selanjutnya
 meningkatkan keterlibatan
 pimpinan saat penetapan IKU pada
 setiap tingkatan organisasi
 Pemerintah Kota Bontang
 3 Melakukan monitoring dan evaluasi
 serta melakukan reviu terhadap IKU
 perangkat daerah dan direncanakan
 pada seluruh aparatur secara
 berjenjang dengan melibatkan
 seluruh kepala perangkat daerah
 4 Mengintegrasikan pelaksanaan
 reformasi birokrasi di lingkungan
 Pemerintah Kota Bontang sehingga
 tidak lagi dilakukan secara sendiri-
 4 Lebih melibatkan seluruh perangkat
 daerah dalam pelaksanaan
 kebijakan dan rencana aksi road
 map reformasi birokrasi dan akan
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 sendiri oleh setiap kelompok kerja
 (pokja) dari 8 area perubahan
 reformasi birokrasi
 membangun aplikasi pelaksanaan
 dan penerapan reformasi birokrasi
 yang terintegrasi yang direncanakan
 pada tahun 2020 bekerjasama
 dengan Dinas Komunikasi dan
 Informatika
 5 Meningkatkan penggunaan e-
 government secara optimal dalam
 pemberian pelayanan sehingga
 kualitas pelayanan Pemerintah
 Kota Bontang dapat memenuhi
 harapan pengguna layanan dan
 stakeholder
 5 Sebagian besar perangkat
 daerah/unit kerja telah
 menggunakan aplikasi layananan
 namun belum semua terintegrasi
 secara menyeluruh dan saat ini
 telah ditetapkan rencana aksi
 SPBE sejak tahun 2018 dalam
 rangka mendukung e-government
 6 Membangun zona integritas unit
 kerja di lingkungan Pemerintah
 Kota Bontang secara intensif
 sehingga mendapat predikat
 menuju wilayah birokrasi bersih dan
 melayani (WBBM)
 6 Telah ditetapkannya 2 (dua)
 perangkat daerah Wilayah Bebas
 Korupsi (WBK) dalam rangka
 menuju wilayah birokrasi bersih dan
 melayani (WBBM) yang
 direncanakan akan diusulkan pada
 tahun 2020
 7 Meningkatkan kualitas komunikasi
 dengan pengguna layanan
 sehingga dapat melakukan
 perbaikan/inovasi pelayanan yang
 sesuai dengan harapan pengguna
 layanan Pemerintah Kota Bontang.
 Apabila hal tersebut dapat
 dilakukan secara efektif maka
 indeks kualitas pelayanan akan
 dapat meningkat dengan sendirinya
 7 Telah membangun aplikasi Kesah
 Etam yang terintegrasi dengan
 aplikasi e- Lapor Kementerian
 Pendayagunaan Aparatur Negara
 da Reformasi Birokrasi sejak akhir
 tahun 2018 dan akan di launching
 pada tahun 2019
 e. Nilai Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGi)
 Pemeringkatan e-Government Indonesia bertujuan untuk memberikan acuan
 pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
 di lingkungan Pemerintah, mendorong peningkatan pemanfaatan TIK di
 lingkungan Instansi Pemerintah serta untuk mendapatkan kondisi
 pemanfaatan TIK secara nasional. Adapun dimensi yang akan dinilai dalam
 Penguatan Manajemen Tata Kelola TIK (PeManTIK) adalah kebijakan,
 kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan. Berdasarkan
 Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan
 Timur Nomor 489/112/Diskominfo tentang Penetapan Peringkat Penguatan
 Manajemen Tata Kelola TIK (PeManTIK) Tingkat Kabupaten / Kota se-
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 Kalimantan Timur Tahun 2018, Pemerintah Kota Bontang meraih skor nilai
 seperti di bawah ini :
 a. Dimensi Kebijakan : 3,60
 b. Dimensi Kelembagaan : 3,80
 c. Dimensi Infrastruktur : 3,40
 d. Dimensi Aplikasi : 3,80
 e. Dimensi Perencanaan : 3,80
 NILAI RATA-RATA : 3,68
 Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bontang terhadap masing-masing
 dimensi untuk meningkatkan nilai PeGi yakni:
 Kebijakan. Diterbitkannya Perwali Nomor 16 tahun 2017 tentang
 pelaksanaan e-Government.
 Infrastruktur. Perluasan jaringan internet sudah mampu melayani
 seluruh Perangkat Daerah
 Perencanaan. Sebelumnya tidak memiliki road map menjadi memiliki
 road map 5 tahun ke depan.
 Peningkatan Indikator Kinerja Sasaran ini didukung oleh beberapa program
 seperti pada tabel di bawah ini.
 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
 Program Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik
 Sasaran “Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sanitasi” dapat diukur melalui
 2 (dua) indikator kinerja sasaran sebagai berikut.
 Tabel 3.21 Sasaran 5 Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sanitasi
 Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik
 Tahun Target Realisasi Capaian
 Kinerja
 Capaian
 Anggaran
 Tingkat
 Efisiensi
 2016 79,20 % 96,54 % 121,89 % 77,79 % 44,10 %
 SASARAN 5
 MENINGKATNYA CAKUPAN PENGELOLAAN SANITASI
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 2017 96,54 % 98,76 % 102,30% 98,06 % 4,24 %
 2018 96,35 % 99,51% 103,27% 92,74 % 10,53 %
 Cakupan Penanganan Sampah
 Tahun Target Realisasi Capaian
 Kinerja
 Capaian
 Anggaran
 Tingkat
 Efisiensi
 2016 74,08 % 94,85 % 128,04 % 79,81 % 48,23 %
 2017 94,85 % 94,87 % 102,30 % 98,31 % 1,71 %
 2018 78,45 % 95 % 121,09% 95,78 % 25,31 %
 Sumber Data : a) LKIP Kota Bontang Tahun 2016; b) LKIP Kota Bontang Tahun 2017; c) LKIP Kota Bontang Tahun 2018; d) LKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota
 Bontang Tahun 2018
 Rincian Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Meningkatnya Cakupan
 Pengelolaan Sanitasi” adalah sebagai berikut.
 a. Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik
 Air Limbah domestik (rumah tangga) yang merupakan sisa pemakaian air
 bersih dari kegiatan manusia sehari-hari sangat perlu diperhatikan
 penanganannya. Apabila tidak ditangani melalui pengelolaan sanitasi yang
 baik dapat berdampak negatif terhadap lingkungan yakni terjadinya
 pencemaran sungai dan sumur yang mengakibatkan meningkatnya biaya
 pengolahan air baku, serta meningkatnya jumlah penderita penyakit akibat
 sanitasi buruk. Pencapaian cakupan pelayanan air limbah domestik dari
 tahun ke tahun semakin meningkat sampai dengan tahun 2018 realisasi
 cakupan pelayanan air limbah domestic mencapai 99,51 persen dan telah
 melampaui dari target yang telah ditetapkan. Peningkatan Indikator Kinerja
 Sasaran ini didukung oleh Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air
 Minum Dan Air Limbah. Perhitungan Cakupan Pelayanan Air Limbah
 Domestik Kota Bontang tahun 2018 adalah sebagai berikut:
 % 𝐶𝑎𝑘𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑎𝑖𝑟 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ 𝑑𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑘 =Ʃ 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑠𝑖
 Ʃ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎 𝑥 100%
 = 56.232 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎
 56.509 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎 𝑥 100%
 = 99,51%
 b. Cakupan Penanganan Sampah
 Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pengelola perkotaan adalah
 penanganan masalah persampahan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal,
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 diantaranya pertambahan penduduk dan arus urbanisasi yang pesat telah
 menyebabkan timbulan sampah pada perkotaan semakin tinggi, kendaraan
 pengangkut yang jumlah maupun kondisinya kurang memadai, sistem
 pengelolaan TPA yang kurang tepat dan tidak ramah lingkungan dan belum
 diterapkannya pendekatan reduce, reuse dan recycle (3R). selain itu,
 masyarakat masih belum memiliki kesadaran untuk membuang sampah tepat
 waktu dan tempat. Timbulan sampah yang tidak dapat ditangani tersebut
 akan menyebabkan berbagai permasalahan baik langsung maupun tidak
 langsung bagi penduduk kota. Dampak langsung dari penanganan sampah
 yang kurang bijaksana diantaranya adalah berbagai penyakit menular
 maupun penyakit kulit serta gangguan pernafasan, sedangkan dampak tidak
 langsungnya diantaranya adalah bahaya banjir yang disebabkan oleh
 terhambatnya arus air di sungai karena terhalang timbulan sampah yang
 dibuang ke sungai.
 Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Lingkungan Hidup
 berupaya melakukan tindak lanjut terhadap permasalahan tersebut, yaitu :
 Pengaturan jadwal pengangkutan sampah pada setiap rumah dengan
 melibatkan perangkat kelurahan setempat. Selain jadwal tersebut, Dinas
 Lingkungan Hidup memiliki armada satgas yang melakukan
 pengangkutan sampah berdasarkan keperluan. Adapun jadwal tersebut
 sebagai berikut.
 05.00 - 09.00 WITA
 09.00 – 13.00 WITA
 14.00 – 17.00 WITA
 21.00 – 01.00 WITA
 Pemerintah Kota Bontang telah mengesahkan Peraturan Wali Kota
 Nomor 22 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan
 Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
 yang berlaku sejak 24 September tahun 2018.
 Indikator Kinerja Sasaran “Cakupan Penanganan Sampah” telah melampaui
 dari target yang telah ditetapkan. Capaian Persentase Indikator Kinerja
 Sasaran tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut.
 % 𝐶𝑎𝑘𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ =Ʃ 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖
 Ʃ 𝑡𝑖𝑚𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑥 100%
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 =426,12 𝑚3/ℎ𝑟
 448,52 𝑚3/ℎ𝑟 𝑥 100% = 95%
 Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan hidup Kota Bontang,
 untuk mencapai target yang telah ditetapkan adalah dengan melaksanakan
 Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Sampah dan Program
 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
 Sasaran “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman” dapat diukur
 melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Kawasan Perumahan dan Permukiman
 Kumuh.
 Tabel 3.22 Sasaran 6 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman
 Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh
 Tahun Target Realisasi Capaian
 Kinerja
 Capaian
 Anggaran
 Tingkat
 Efisiensi
 2016 24 Ha 104,51 Ha 22,96 % 62,30 % -39,34 %
 2017 19,20 Ha 73,56 Ha 26,10 % 87,10 % -61 %
 2018 14,40 Ha 26,13 Ha 55,10 % 62,33% -7,23 %
 Sumber Data : a) LKIP Kota Bontang Tahun 2016; b) LKIP Kota Bontang Tahun 2017; c) LKIP Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang
 Tahun 2018
 Kementerian PUPR menargetkan tahun 2019 Indonesia bebas kumuh, artinya
 Kota Bontang pada tahun 2019 harus mampu mengubah 26,13 Ha (Kawasan
 kumuh 2018) menjadi wilayah bebas kumuh. Berdasarkan Surat Keputusan
 Walikota Bontang No. 106 Tahun 2015 tentang Penetapan Lokasi Permukiman
 Kumuh Kota Bontang, ditetapkan daerah seluas 123,21 Ha sebagai lokasi
 permukiman kumuh. Dilihat dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa
 pencapaian Pemerintah Kota Bontang dalam menurunkan wilayah permukiman
 kumuh hampir mencapai target akhir RPJMD atau dengan kata lain telah
 mencapai 78,79 %. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan adalah dengan
 melaksanakan beberapa program, yaitu Program Pengembangan Perumahan,
 Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Program Penataan Permukiman
 SASARAN 6
 MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN
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 Lingkungan. Untuk mengetahui pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut
 dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.
 Tingkat Kemajuan 2018 =
 Kawasan Kumuh yang
 ditetapkan thn 2015
 (123,21 Ha)
 - Realisasi 2018
 (26,13 Ha) x 100%
 Kawasan Kumuh yang ditetapkan thn 2015 (123,21 Ha)
 = 78,79 %
 Sasaran “Meningkatnya Akses Pelayanan Air Minum” memiliki indikator
 kinerja sasaran, yaitu Cakupan Pelayanan Air Minum.
 Tabel 3.23 Sasaran 7 Meningkatnya Akses Pelayanan Air Minum
 Cakupan Pelayanan Air Minum
 Tahun Target Realisasi Capaian
 Kinerja
 Capaian
 Anggaran
 Tingkat
 Efisiensi
 2016 80 % 98,32 % 122,9 % 77,79 % 45,11 %
 2017 98,32 % 98,74 % 100,43 % 98,06 % 2,37 %
 2018 98,04 % 99,52 % 101,50 % 94,45 % 7,05 %
 Sumber Data : a) LKIP Kota Bontang Tahun 2016; b) LKIP Kota Bontang Tahun 2017; c) LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota, Kota
 Bontang Tahun 2018
 Untuk mencapai target 100% akses air minum tahun 2019 sesuai Rencana
 Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah
 pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 (PUPR) masih harus menambah cakupan air baku sekitar 7,2% per tahun, baik
 melalui jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan termasuk
 ketersediaan air bakunya. Kementerian PUPR telah mencanangkan Gerakan 100
 – 0 - 100, yaitu program menuju pemenuhan target 100% akses aman air minum,
 pengurangan kawasan kumuh menjadi 0%, dan pemenuhan 100% akses sanitasi
 layak pada tahun 2019. Terkait pelayanan air minum, upaya pemenuhan akan
 akses aman air minum tersebut diwujudkan dalam misi pengembangan air minum,
 yaitu mewujudkan masyarakat hidup sehat dan sejahtera dengan air minum
 SASARAN 7
 MENINGKATNYA AKSES PELAYANAN AIR MINUM
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 berkualitas. Pelayanan air minum melalui akses aman ini juga harus memenuhi
 prinsip 4K, yaitu kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Hal ini tentu
 saja tidak akan berhasil apabila tidak didukung oleh Pemerintah Daerah. Oleh
 karena itu, sudah tepat Pemerintah Kota Bontang menjadikan Cakupan
 Pelayanan Air Minum sebagai Indikator Kinerja Utama.
 Dilihat dari tabel di atas, pencapaian Indikator Kinerja Sasaran “Cakupan
 Pelayanan Air Minum” Kota Bontang setiap tahunnya melampaui target yang
 telah ditetapkan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian IKU tersebut
 dapat dihitung melalui rumus berikut.
 % 𝐶𝑎𝑘𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐴𝑖𝑟 𝑀𝑖𝑛𝑢𝑚 =Ʃ 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑖
 Ʃ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎 𝑥 100%
 =56.238
 56.509 𝑥 100% = 99,52 %
 Untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Cakupan Pelayanan Air
 Minum Pemerintah Kota Bontang melaksanakan beberapa program berikut.
 1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah
 2. Program Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Prasarana Wilayah Dan
 Sumber Daya Alam
 Sasaran “Terselesaikannya Permasalahan Banjir” dapat diukur melalui
 Indikator Kinerja Sasaran “Luas Wilayah Tergenang.”
 Tabel 3.24 Sasaran 8 Terselesaikannya Permasalahan Banjir
 Luas Wilayah Tergenang
 Tahun Target Realisasi Capaian
 Kinerja
 Capaian
 Anggaran
 Tingkat
 Efisiensi
 2017 33,81 Ha 29,81 Ha 113,42 % 93,10 % 20,32 %
 2018 28,83 Ha 29,19 Ha 98,76 % 81,38 % 17,38 %
 Sumber Data : a) LKIP Kota Bontang Tahun 2017; b) LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota, Kota Bontang Tahun 2018
 SASARAN 8
 TERSELESAIKANNYA PERMASALAHAN BANJIR
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 Indikator luas wilayah tergenang merupakan indikator yang baru ditetapkan
 dalam perjanjian kinerja tahun 2017 dan dilanjutkan pada tahun 2018. Suhu
 udara di Kota Bontang berkisar antara 23,00 – 34,00⁰C. Sedangkan kelembaban
 udara di Kota Bontang rata-rata 52,00 – 98,00% dengan kecepatan angin
 berkisar antara 10,00 – 18,30 knot. Rata-rata catatan curah hujan Kota Bontang
 cukup besar, yakni pada kisaran 176,00 – 225,20 mm/th sehingga Kota Bontang
 perlu waspada terhadap bahaya banjir setiap saat. Oleh karenanya perlu
 dilakukan upaya teknis pengelolaan DAS agar banjir dapat diantisipasi sejak dini.
 Untuk indikator kinerja luas wilayah kebanjiran/tergenang juga mengalami tren
 yang positif dimana capaian pada tahun 2017 sebesar 29,81 ha berkurang
 menjadi 29,19 ha pada tahun 2018 yang berarti luas wilayah
 kebanjiran/genangan di Kota Bontang mengalami penurunan luasan sebesar
 0,62 ha. Berdasarkan pernyataan Ketua Panitia Khusus Banjir Suhur Hariyanto
 (Tribun Kaltim 24 November 2018), penyebab banjir di Kota Bontang adalah
 ketidakmampuan sungai menampung debit air sehingga mengakibatkan air
 meluap ke permukiman. Penyebab lainnya adalah alih fungsi lahan yangs
 semula rawa diubah menjadi permukiman. Oleh karena itu, Pemerintah Kota
 Bontang melaksanakan beberapa program yang mendukung pencapaian IKU
 Luas Wilayah Tergenang adalah seperti pada tabel berikut.
 1. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
 2. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
 3. Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan
 Sumber Daya Air Lainnya
 4. Program Pengendalian Banjir
 5. Program Peningkatan Jalan Dan Jembatan
 Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Bontang untuk mencapai IKU
 Luas Wilayah Tergenang Pemerintah Kota Bontang adalah pelaksanaan
 Program pengendalian banjir yang belum optimal karena rendahnya serapan
 anggaran karena adanya paket kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu
 Penurapan sungai Bontang dari Jembatan Brokoli sampai Jalan Simon
 Tampubolon (lanjutan) yang gagal lelang dua kali sehingga waktu untuk masa
 pelaksanaan tidak mencukupi.
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 Sasaran “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Non Migas” dapat diukur
 melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Pertumbuhan Pendapatan Domestik
 Regional Bruto (PDRB) Non Migas.
 Tabel 3.25 Sasaran 9 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Non Migas
 Pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Non Migas
 Tahun Target Realisasi Capaian
 Kinerja
 Capaian
 Anggaran
 Tingkat
 Efisiensi
 2016 7,74 % 12,26 % 158,40 % 82,33 % 76,07 %
 2017 8-10 % 2,64 % 35,68% 94,38 % -58,70 %
 2018 3-5 % 6,52 % 163% 92,63% 70,37 %
 Sasaran “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Non Migas” memiliki indikator
 “Pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Non Migas” yang
 merupakan sejumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh unit usaha
 dalam suatu wilayah atau merupakan seluruh nilai barang dan jasa akhir yang
 dihasilkan seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.
 Dilihat dari tabel di atas, indikator “Pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional
 Bruto (PDRB) Non Migas” pada tahun 2018 melampaui dari target yang telah
 ditetapkan. PDRB Non Migas diukur menurut 17 (tujuh belas) lapangan usaha
 yang dominan di masyarakat seperti dalam tabel dibawah ini.
 Tabel 3.26 PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha
 di Kota Bontang (juta rupiah) 2014-2017
 No Lapangan Usaha 2014 2015 2016* 2017**
 1 2 3 4 5 6
 1 Pertanian, kehutanan dan perikanan 453.171,89 514.903,74 477.868,50 563.785,32
 2 Pertambangan dan Penggalian 1.117.139,80 810.849,10 339.865,14 483.336,62
 3 Industri Pengolahan 50.518.892,07 49.841.769,49 46.632.769,66 49.349.646,97
 4 Pengadaan Listrik dan Gas 7.599,13 12.296,16 13.834,11 16.175,77
 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah
 dan Daur Ulang
 8.687,23 9.289,88 10.085,59 12.453,69
 6 Konstruksi 2.407.377,97 2.528.473,04 2.590.489,35 2.886.704,45
 7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil
 dan Sepeda Motor
 1.276.902,84 1.358.910,61 1.405.663,59 1.468.937,81
 SASARAN 9
 MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI NON MIGAS
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 Sumber Data : Kota Bontang Dalam Angka 2018
 Indikator Pertumbuhan PDRB Non Migas dilaksanakan melalui 22 (dua puluh
 dua) program seperti pada tabel berikut.
 1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
 2. Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif
 Usaha Kecil Dan Menengah
 3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil Dan
 Menengah
 4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
 5. Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah
 6. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
 7. Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi
 8. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
 9. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
 10. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
 11. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 12. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
 13. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
 14. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
 15. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
 16. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak
 17. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
 8 Transportasi dan Pergudangan 587.972,51 618.403,88 654.887,82 701.316,55
 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 203.618,12 220.394,39 228.157,74 257.512,46
 10 Informasi dan Komunikasi 348.125,10 368.233,97 391.721,68 401.215,31
 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 387.396,91 393.908,29 397.585,86 400.030,94
 12 Real Estate 198.778,07 208.759,22 220.878,55 234.353,14
 13 Jasa Perusahaan 211.229,93 216.213,95 213.712,53 231.199,91
 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
 Jaminan Sosial Wajib
 583.551,41 655.250,88 717.769,33 743.142,96
 15 Jasa Pendidikan 369.590,83 423.117,39 464.711,21 513.588,38
 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 256.768,49 284.324,11 317.277,18 343.631,78
 17 Jasa lainnya 118.511,08 135.756,96 156.595,79 180.599,99
 PDRB dengan Migas 59.055.313,39 58.600.855,04 55.233.873,65 58.787.632,05
 PDRB tanpa Migas 21.155.525,24 24.029.912,41 24.814.493,58 25.755.125,60
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 18. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
 19. Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan
 20. Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor
 21. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
 22. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan
 Sasaran “Tersedianya Insfrastruktur Kota Yang Memadai Untuk Mendukung
 Perkembangan Ekonomi Kota” dapat diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja
 sasaran seperti pada tabel berikut.
 Tabel 3.27 Sasaran 10 Tersedianya Insfrastruktur Kota
 Yang Memadai Untuk Mendukung Perkembangan Ekonomi Kota
 Panjang Jalan Kondisi Baik
 Tahun Target Realisasi Capaian
 Kinerja
 Capaian
 Anggaran
 Tingkat
 Efisiensi
 2016 87,87 %
 (179,615 km)
 95,8 %
 (195,826 km)
 109,02 % 60,70 % 48,32 %
 2017 95,80 %
 (195,825 m)
 97,64 %
 (199,586 m)
 101,92 % 95,75 % 6,17 %
 2018 90,63 % 99,35 %
 (194,072 m)
 109,62 % 96,64 % 12,98 %
 Jumlah Sarana Perdagangan/Pasar
 Tahun Target Realisasi Capaian
 Kinerja
 Capaian
 Anggaran
 Tingkat
 Efisiensi
 2016 3 unit 3 unit 100 % 36,93 % 63,07 %
 2017 3 unit 3 unit 100 % 26,71 % 73,29 %
 2018 3 unit 3 unit 100 % 90,11 % 9,89 %
 Jaringan Gas Rumah Tangga
 Tahun Target Realisasi Capaian
 Kinerja
 Capaian
 Anggaran
 Tingkat
 Efisiensi
 2016 3 kelurahan 3 kelurahan 100 % 0 % -
 2017 5 kelurahan 14 kelurahan 280 % 0 % -
 2018 14 kelurahan 14 kelurahan 100 % 0 % -
 SASARAN 10
 TERSEDIANYA INSFRASTRUKTUR KOTA YANG MEMADAI
 UNTUK MENDUKUNG PERKEMBANGAN EKONOMI KOTA
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 Rincian Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Tersedianya Insfrastruktur Kota
 Yang Memadai Untuk Mendukung Perkembangan Ekonomi Kota” adalah
 sebagai berikut.
 a. Panjang Jalan Kondisi Baik
 Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang akan mendukung peningkatan
 ekonomi suatu daerah baik dari sektor perdagangan, industri terlebih untuk
 sektor pariwisata. Dalam RPJMD 2016-2021 Pemerintah Kota Bontang
 menetapkan kebijakan peningkatan kualitas transportasi massal,
 memperlancar aksesibilitas dan pergerakan aktifitas di dalam dan antar
 daerah, sehingga ditetapkan indikator “Panjang Jalan dalam Kondisi Baik”.
 Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat keberhasilan
 pencapaian IKU Panjang Jalan Kondisi Baik adalah sebagai berikut.
 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝐽𝑎𝑙𝑎𝑛 𝐾𝑜𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖 𝐵𝑎𝑖𝑘 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑘𝑜𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑎𝑝 (194.072)
 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑆𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝐽𝑎𝑙𝑎𝑛 𝐾𝑜𝑡𝑎 (195.337)𝑥100%
 = 99,35 persen
 IKU Panjang Jalan Kondisi Baik setiap tahun melampaui dari target yang
 telah ditetapkan atau lebih dari seratus persen sehingga dapat disimpulkan
 bahwa belum ada permasalahan dalam pencapaiannya. Adapun program
 yang mendukung untuk mencapai IKU Panjang Jalan Kondisi Baik adalah
 seperti di bawah ini.
 1. Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan
 2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
 3. Program Peningkatan Infrastruktur Permukiman
 b. Jumlah Sarana Perdagangan/Pasar
 Pasar adalah sarana prasarana kegiatan ekonomi dan perdagangan yang
 sangat vital dalam mendukung perkembangan perekonomian masyarakat
 sekaligus juga merupakan sarana pelayanan publik. Sesuai dengan target
 yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja
 (PK) Kota Bontang 2018, ketersediaan sarana dan prasarana pasar
 berjumlah 3 unit. Target ini tidak mengalami penambahan dibanding target
 tahun sebelumnya. Namun fokusnya adalah meningkatkan kualitas sarana
 dan prasarana pasar, baik sebagai infrastruktur ekonomi daerah maupun
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 sebagai sarana pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri
 Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang
 Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan pada Pasal
 2 yaitu melaksanakan revitalisasi dan pengelolaan sarana perdagangan.
 Pembiayaan reviltalisasi dan pengelolaannya bersumber dari APBD. Oleh
 karena itu, dalam rangka pencapaian target tersebut peningkatan kualitas
 sarana dan prasarana pasar dilaksanakan melalui program dan kegiatan oleh
 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Koperasi UKM dan
 Perdagangan. Adapun program tersebut adalah Program Peningkatan Dan
 Pengembangan Sarana Dan Prasarana Perdagangan.
 c. Jaringan Gas Rumah Tangga
 Jaringan Gas (Jargas) adalah salah satu program strategis pemerintah Kota
 Bontang yang terdapat dalam Dokumen RPJMD tahun 2016-2021. Sasaran
 utamanya adalah program nasional subtitusi energi, khususnya untuk
 penggunaan rumah tangga. Program Jargas pada tahun 2018 seluruhnya
 dibiayai oleh Dana APBN melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya
 Mineral. Sebelum menjadi urusan Pemerintah Pusat, pada tahun 2013 dan
 2015 Pemerintah Kota Bontang telah mengalokasikan anggaran untuk
 program dan kegiatan jaringan gas rumah tangga, namun dengan berlakunya
 Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur
 bahwa urusan Migas bukan menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 Jumlah gas sambungan rumah tangga sejak tahun 2017 dapat dilihat pada
 tabel berikut.
 Tabel 3.28 Sambungan gas rumah tangga 2017 – 2018
 Sumber Dana Total Sambungan Rumah
 Total SR Aktif
 APBN (2017) 8.000 SR 296 SR
 APBN (2018) 10.000 SR 10.000 SR
 Sumber data : a) LKIP Kota Bontang Tahun 2017 ; b) LKIP Dinas
 Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 Tahun 2018
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 C. Capaian Kinerja Lainnya
 1) Capaian Kinerja Berdasarkan SDG’s
 Pemerintah Kota Bontang juga berkomitmen untuk melaksanakan
 pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development
 Goals (SDG’s). Hal ini tergambar dari sasaran-sasaran jangka menengah
 yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Bontang dalam RPJMD tahun 2016-
 2021.
 Tabel 3.29 Pencapaian SDG’s tahun 2018
 NO INDIKATOR SDG's TARGET SASARAN CAPAIAN (ANGKA)
 CAPAIAN (RATE)
 SDG'1 MEMBERANTAS KEMISKINAN DAN KELAPARAN
 1 Cakupan Balita Gizi Buruk 1,12 10121 14 0,14 %
 2 Cakupan Balita Gizi Kurang
 < 5 10121 134 1,3 %
 3 Cakupan Fe Ibu Hamil 98 4060 4022 99,1 %
 4 Cakupan D/S 80 17591 10121 57,5 %
 5 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
 100 14 14 100 %
 SDG'4 MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK
 1 Angka Kematian Neonatus Per 1000 KH
 7 3499 35 9,0 1.000 KH
 2 Angka Kematian Bayi Per 1000 KH
 6,2 3499 40 10 1.000 KH
 3 Angka Kematian Balita Per 1000 KH
 8 3499 9 2,3 1.000 KH
 4 Cakupan pelayanan neonatus lengkap (KN Lengkap)
 86 3883 2738 70,5 %
 5 Cakupan neonatus dengan komplikasi ditangani
 92 525 496 94,5 %
 6 Cakupan kunjungan bayi 100 3499 2958 84,5 %
 7 Cakupan pelayanan anak balita
 100 14083 9912 70,4 %
 8 Cakupan UCI Kelurahan 100 15 15 100 %
 SDG'5 MENINGKATKAN KESEHATAN IBU
 1 Kematian Ibu Per 100.000 KH
 180 3499 3 77 100.000 KH
 2 Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)
 100 4060 4012 98,8 %
 3 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
 100 %
 4 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan memiliki kompetensi kebidanan
 94 3873 3867 99,8 %
 5 Cakupan pelayanan nifas lengkap
 91 3873 2786 71,9 %
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 SDG'6 MEMERANGI PENYAKIT HIV, TB DAN MALARIA
 1 Prevalensi HIV/AIDS <1 5906 43 0,18 Per 1000 Pddk
 2 Persentase penduduk 15 -24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS
 %
 3 Cakupan orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang menerima konseling dan test HIV
 %
 4 Persentase Penggunaan kondom pada kelompok hubungan seks berisiko tinggi (berdasarkan pengakuan pemakai)
 %
 5 Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan (Case Detektion Rate TB)
 1257 850 592 69,64 %
 6 Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan (success rate TB)
 554 423 102 80,4 %
 7 Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk
 0,35 6 0 0 Per 1000 Pddk
 SDG'5 MENJAMIN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
 1 Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas
 67 170.611 161.005 94,4 %
 2 Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat
 90 170 133 78,2 %
 3 Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat
 75 170.611 151.659 88,9 %
 4 Persentase Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
 15 15 15 100,0 %
 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
 Pembangunan manusia merupakan model pembangunan dimana penduduk
 merupakan sasaran utama untuk dikembangkan dan ditingkatkan kualitas
 hidupnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk melihat
 kondisi dan potensi pembangunan daerah melalui pendekatan pembangunan
 manusia dan merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan
 dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, yang diukur dengan
 menggunakan indeks komposit berdasarkan 3 (tiga) dimensi parameter, yaitu:
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 a. Derajat kesehatan dan usia hidup yang diukur dengan Angka Harapan
 Hidup
 b. Pengetahuan yang diukur dengan kombinasi antara Harapan Lama
 Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah
 c. Standar hidup layak penduduk yang dilihat dari paritas daya beli
 masyarakat.
 Tabel 3.30 Indeks Pembangunan Manusia Kota Bontang Tahun 2013 – 2017
 Komponen IPM 2016 2017
 Angka Harapan Hidup (Tahun) 73,71 73,72
 Harapan Lama Sekolah (HLS) Usia 7 Tahun
 Keatas (Tahun)
 12,79 12,88
 Rata-rata lama bersekolah usia 25 Tahun
 Keatas (Tahun)
 10,39 10,70
 Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (juta
 rupiah)
 16,16 16,27
 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 78,92 79,47
 Sumber: BPS Kota Bontang, 2018
 3) Indeks Kota Cerdas Indonesia
 Pemeringkatan kota cerdas Indonesia tahun 2017 digelar oleh Institut
 Teknologi Bandung (ITB) bekerjasama dengan Bank BRI. Ada 13 ketegori
 kota cerdas yang jadi acuan pemeringkatan, Kota Bontang berhasil
 membukukan rating tertinggi dengan meraih 12 penghargaan diantaranya:
 smart economy, smart environment, smart society, smart mobility, smart
 people, smart governance, smart infrastructure and technology.
 Pemeringkatan kota cerdas dibagi dalam 3 kategori yakni kota kecil, kota
 sedang dan kota besar. Lima kota kecil yang meraih peringkat yakni Bontang,
 Sawah Lunto, Tual, Bukit Tinggi dan Magelang, dan Kota Bontang mendapat
 peringkat pertama untuk kategori kota kecil dengan meraih penghargaan 12
 kategori dari 13 kategori yang diperebutkan. Kegiatan ini digelar 2 tahunan
 dan pertama kali dilaksanakan pada 2015.
 4) Indeks Pembangunan Gender (IPG)
 IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan
 manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender.
 IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan
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 menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan
 untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG
 dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia
 antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM
 sama dengan IPG. Terdapat 4 komponen yang menjadi objek penilaian IPG,
 yaitu:
 a) Angka Harapan Hidup (tahun)
 b) Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
 c) Harapan Lama Sekolah (tahun)
 d) Pengeluaran Perkapita Pertahun (US$)
 Pada tahun 2018, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Bontang sebesar
 Salah satu indikator kesetaraan gender di Kota Bontang adalah tergambar
 dalam lingkungan Pemerintah Kota Bontang sendiri. Dari jumlah ASN Kota
 Bontang 2.819 orang, perempuan sebanyak 1.547 orang atau 54,88 persen,
 sedangkan laki-laki sebanyak 1.272 orang atau 45,12 persen. Tergambar
 bahwa jumlah perempuan yang bekerja di Pemerintah Kota Bontang lebih
 banyak dari pada jumlah laki-laki.
 5) Mempertahankan Laju Pertumbuhan Emisi
 Mempertahankan Laju Pertumbuhan Emisi cukup penting mengingat
 pembangunan Kota Bontang yang semakin berkembang memberikan
 dampak pada kualitas lingkungan, salah satunya peningkatan emisi gas
 rumah kaca berupa dilepasnya gas Karbon Dioksida (CO2), gas Nitrogen
 Oksida (NOx), dan gas Metana (CH4) ke atmosfer Kota Bontang dalam
 jangka waktu tertentu.
 Dalam rangka mendukung target pemerintah (Rencana Aksi Nasional
 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca) dan pemerintah Provinsi Kalimantan
 Timur (Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca) tersebut,
 Pemerintah Kota Bontang mencantumkan target emisi pada tahun 2020
 sebesar 2.458.379 ton CO2 eq. Target tersebut merupakan hasil proyeksi
 business-as-usual dari data dasar perhitungan emisi gas rumah kaca tahun
 2010 sebesar 1.351.476 ton CO2 eq.
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 Perhitungan data dasar dan data proyeksi tersebut dilakukan menggunakan
 metode IPCC terhadap 4 sektor sumber emisi gas rumah kaca, yakni : Energi,
 Industri, Limbah dan Kegiatan berbasis lahan lainnya. Perhitungan ini
 dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang bekerjasama dengan ICLEI
 Local Governments for Sustainability dalam kerangka URBAN LEDS (Urban
 Low Emission Development Strategies) PROGRAMME pada tahun 2015.
 Berdasarkan perhitungan emisi tersebut, diperoleh informasi laju
 pertumbuhan emisi gas rumah kaca di Kota Bontang sebesar 45,03 persen
 dengan skenario business-as-usual dari tahun 2010-2020 atau mencapai
 110.690 ton CO2 eq per tahun. Dari informasi tersebut dapat dihitung jumlah
 emisi gas rumah kaca pada tahun 2015 yakni 1.904.928 ton CO2 eq.
 Pencapaian Laju Pertumbuhan Emisi di Kota Bontang sebesar 2.125.754 ton
 CO2 eq.
 D. Realisasi Anggaran
 Realisasi APBD Kota Bontang tahun 2018 tergambar pada tabel berikut ini.
 Tabel 3.31 Laporan realisasi APBD Kota Bontang tahun 2018
 Nomor Uraian Pagu Anggaran Realisasi % Lebih/(Kurang)
 1 2 3 4 6 5
 4 PENDAPATAN
 DAERAH
 1.190.844.294.643,06 1.254.365.962.989,24 105,33 63.521.668.346,18
 4.1 Pendapatan Asli
 Daerah
 184.636.710.600,00 199.483.395.952,57 108,04 14.846.685.352,57
 4.1.1 Hasil Pajak Daerah 109.655.000.000,00 119.410.487.414,00 108,90 9.755.487.414,00
 4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 4.183.078.000,00 3.980.779.127,75 95,16 (202.298.872,25)
 4.1.3 Hasil Pengelolaan
 Kekayaan Daerah yang
 Dipisahkan
 5.265.000.000,00 4.779.545.627,92 90,78 (485.454.372,08)
 4.1.4 Lain-lain Pendapatan
 Asli Daerah yang Sah
 65.533.632.600,00 71.312.583.782,90 108,82 5.778.951.182,90
 4.2 Dana Perimbangan 807.959.601.000,00 856.430.574.154,00 106,00 48.470.973.154,00
 4.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi
 Hasil Bukan Pajak
 511.610.646.000,00 564.531.184.160,00 110,34 52.920.538.160,00
 4.2.2 Dana Alokasi Umum 215.830.009.000,00 215.830.009.000,00 100,00 0,00
 4.2.3 Dana Alokasi Khusus 80.518.946.000,00 76.069.380.994,00 94,47 (4.449.565.006,00)
 4.3 Lain-lain Pendapatan
 Daerah yang Sah
 198.247.983.043,06 198.451.992.882,67 100,10 204.009.839,61
 4.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak
 dari Provinsi dan
 Pemerintah Daerah
 Lainnya
 153.795.069.000,00 153.340.115.000,00 99,70 (454.954.000,00)
 4.3.4 Dana Penyesuaian dan 24.750.000.000,00 24.750.000.000,00 100,00 0,00
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 Otonomi Khusus
 4.3.5 Bantuan Keuangan dari
 Provinsi atau
 Pemerintah Daerah
 Lainnya
 5.750.000.000,00 5.750.000.000,00 100,00 0,00
 4.3.6 Penerimaan Lain-Lain 50.000.000,00 799.113.385,00 1.598,23 749.113.385,00
 5 BELANJA DAERAH 1.380.195.674.446,00 1.186.034.381.115,00 85,93 194.161.293.331,00
 5.1 Belanja Tidak
 Langsung
 471.810.607.954,00 403.348.666.571,00 85,49 68.461.941.383,00
 5.1.1 Belanja Pegawai 446.240.734.954,00 380.902.959.074,00 85,36 65.337.775.880,00
 5.1.4 Belanja Hibah 14.902.600.000,00 13.663.947.008,00 91,69 1.238.652.992,00
 5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 1.164.500.000,00 901.717.379,00 77,43 262.782.621,00
 5.1.7 Belanja Bantuan
 Keuangan Kepada
 Propinsi/Kabupaten/Kota
 dan Pemerintahan Desa
 dan Partai Politik
 6.431.100.000,00 6.388.299.110,00 99,33 42.800.890,00
 5.1.8 Belanja Tidak Terduga 3.071.673.000,00 1.491.744.000,00 48,56 1.579.929.000,00
 5.2 Belanja Langsung 908.385.066.492,00 782.685.714.544,00 86,16 125.699.351.948,00
 5.2.1 Belanja Pegawai 57.901.700.162,00 44.353.656.825,00 76,60 13.548.043.337,00
 5.2.2 Belanja Barang dan
 Jasa
 458.943.749.145,00 404.589.807.665,00 88,16 54.353.941.480,00
 5.2.3 Belanja Modal 391.539.617.185,00 333.742.250.054,00 85,24 57.797.367.131,00
 Surplus/(Defisit) 67.726.996.979,24 67.726.996.979,24 100,00 0,00
 6 PEMBIAYAAN
 DAERAH
 189.351.379.802,94 189.351.379.802,94 100,00 0,00
 6.1 Penerimaan
 Pembiayaan Daerah
 189.351.379.802,94 189.351.379.802,94 100,00 0,00
 6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan
 Anggaran Daerah Tahun
 Sebelumnya
 189.351.379.802,94 189.351.379.802,94 100,00 0,00
 6.2 Pengeluaran
 Pembiayaan Daerah
 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pembiayaan Netto 170.467.969.233,53 170.467.969.233,53 100,00 0,00
 6.3 Sisa Lebih
 Pembiayaan Anggaran
 Tahun Berkenaan
 0,00 238.194.966.212,77 100,00 238.194.966.212,77
 Sumber : LRA 2018 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang
 Pada akhir Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kota Bontang memiliki Sisa
 Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar
 Rp.238.194.966.212,77. SiLPA tersebut terdiri dari surplus APBD sebesar Rp.
 67.726.996.979,24 dan pembiayaan netto sebesar Rp. 170.467.969.233,53.
 Tabel 3.32 Realisasi anggaran program pendukung sasaran strategis tahun 2018
 Sasaran Indikator Kinerja Program Anggaran
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 Strategis Pagu Realisasi %
 1 2 3 4 5 6
 1. Meningkatnya
 Kualitas
 Pendidikan
 Untuk Semua
 1. Rata-rata lama
 Sekolah Penduduk
 usia 15 tahun Ke
 Atas
 1 Program Wajib Belajar
 Pendidikan Dasar
 Sembilan Tahun
 49.067.523.754 36.816.248.161 75,03
 2 Program Pendidikan
 Menengah
 10.753.244.781 10.446.127.821
 97,14
 3 Program Peningkatan
 Mutu Pendidik Dan
 Tenaga Kependidikan
 23.389.471.328 22.537.599.946 96,36
 4 Program Pendidikan
 Inklusif
 792.106.000 728.036.434 91,91
 2. Harapan lama
 Sekolah (HLS)
 5 Program Manajemen
 Pelayanan Pendidikan
 1.834.380.000 1.026.770.475 55,97
 6 Program Peningkatan
 Pelayanan Pendidikan
 9.306.650.000 7.492.818.549 80,51
 7 Program Peningkatan
 Manajemen Pendidikan
 36.360.000 0 0
 2. Meningkatnya
 Kualitas
 Kesehatan
 Untuk Semua
 3. Angka Kematian
 Bayi
 8 Program Peningkatan
 Kesehatan Ibu Dan Anak
 324.567.500 271.769.000 83,73
 9 Program Pengembangan
 Bahan Informasi Tentang
 Pengasuhan Dan
 Pembinaan Tumbuh
 Kembang Anak
 20.275.000 15.025.000 74,11
 10 Program Perbaikan Gizi
 Masyarakat
 228.715.600 220.589.200 96,45
 11 Program Pengadaan,
 Peningkatan Dan
 Perbaikan Sarana Dan
 Prasarana
 Puskesmas/Puskesmas
 Pembantu Dan
 Jaringannya
 19.575.063.786 10.289.227.921 52,56
 4. Angka kematian Ibu 12 Program Pengadaan,
 Peningkatan Sarana Dan
 Prasarana Rumah
 Sakit/Rumah Sakit
 Jiwa/Rumah Sakit Paru-
 Paru/Rumah Sakit Mata
 33.986.338.000
 31.989.934.937 94,13
 13 Program Pemeliharaan
 Sarana Dan Prasarana
 Rumah Sakit/Rumah Sakit
 Jiwa/Rumah Sakit Paru-
 Paru/Rumah Sakit Mata
 971.600.000 804.169.510 82,77
 5. Prevalensi Balita
 Gizi Buruk
 14 Program Kemitraan
 Peningkatan Pelayanan
 Kesehatan
 522.715.000 414.041.307 79,21
 15 Program Peningkatan
 Pelayanan Rumah Sakit
 Blud
 63.644.219.507 50.405.201.005 79,20
 16 Program Obat Dan
 Perbekalan Kesehatan
 3.560.345.000 3.468.732.887 97,43
 17 Program Upaya
 Kesehatan Masyarakat
 29.957.370.400 28.733.728.477 95,92
 6. Angka Harapan 18 Program Pengawasan
 Obat Dan Makanan
 26.500.000 25.995.000 98,09
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 Hidup 19 Program Promosi
 Kesehatan Dan
 Pemberdayaan
 Masyarakat
 688.322.000 532.022.026 77,29
 20 Program Pengembangan
 Lingkungan Sehat
 527.908.500 506.365.881 95,92
 21 Program Pencegahan Dan
 Penanggulangan Penyakit
 Menular
 1.067.814.000 779.653.800 73,01
 22 Program Pencegahan Dan
 Pengendalian Penyakit
 Tidak Menular Dan
 Masalah Kejiwaan
 125.745.000 103.180.000 82,05
 23 Program Peningkatan
 Pelayanan Kesehatan
 Dasar Dan Rujukan
 126.840.000 120.053.445 94,65
 24 Program Peningkatan
 Surveilans Penyakit,
 Imunisasi Dan
 Penanggulangan Wabah
 Bencana
 58.015.000 38.995.000 67,22
 3. Meningkatnya
 Kesejahteraan
 Kehidupan
 Sosial
 7. Tingkat Kemiskinan 25 Program Pelayanan Dan
 Rehabilitasi Kesejahteraan
 Sosial
 1.626.974.500 1.362.837.980 83,77
 26 Program Pemberdayaan
 Kelembagaan
 Kesejahteraan Sosial
 83.175.000 74.520.000 89,59
 27 Program Pemberdayaan
 Sosial
 469.133.500
 401.796.385 85,65
 8. Tingkat
 Pengangguran
 28 Program Perlindungan
 Dan Pengembangan
 Lembaga
 Ketenagakerjaan
 284.037.500
 259.042.136 91,20
 4. Terwujudnya
 Penyelenggar
 aan
 Pemerintahan
 yang
 Transparan,
 Akuntabel dan
 Partisipatif
 9. Predikat
 Akuntabilitas
 Kinerja Pemerintah
 29 Program Evaluasi
 Perencanaan
 Pembangunan Daerah
 321.507.500
 318.187.500 98,97
 30 Program Peningkatan
 Pelayanan Administrasi
 Pemerintahan
 231.207.500
 184.518.525 79,81
 31 Program Peningkatan
 Pengembangan Sistem
 Pelaporan Capaian
 Kinerja Dan Keuangan
 3.475.000
 3.475.000 100
 32 Program Perencanaan
 Pembangunan Daerah
 747.825.000
 386.156.120 51,64
 10. Nilai LPPD 33 Program Peningkatan
 Pembinaan Dan Evaluasi
 Pelaksanaan
 Pembangunan
 11. Indeks Kepuasan
 Masyarakat
 34 Program Peningkatan
 Kualitas Pelayanan Publik
 30.387.500
 28.339.500 93,26
 12. Indeks Reformasi
 Birokrasi
 35 Program Peningkatan
 Sistem Pengawasan
 Internal Dan Pengendalian
 Pelaksanaan Kebijakan
 Kdh
 1.033.195.000
 1.020.337.666 98,76
 36 Program Peningkatan
 Profesionalisme Tenaga
 680.200.000 527.923.744 77,61
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 Pemeriksa Dan Aparatur
 Pengawasan
 37 Program
 Pengintensifikasian
 Penanganan Pengaduan
 Masyarakat
 30.400.000
 30.380.000 99,93
 13. Nilai
 Pemeringkatan
 e-Goverment
 Indonesia (PeGi
 38 Program Pengembangan
 Komunikasi, Informasi Dan
 Media Masa
 885.785.000
 865.636.350 97,73
 39 Program Kerjasama
 Informasi Dengan Mass
 Media
 3.880.335.000
 3.794.526.520 97,79
 40 Program Optimalisasi
 Pemanfaatan Teknologi
 Informasi
 2.725.817.100
 2.632.708.420 96,58
 41 Program Diseminasi
 Informasi Dan Komunikasi
 Publik
 174.220.000
 162.611.750 93,34
 5. Meningkatnya
 Cakupan
 Pengelolaan
 Sanitasi
 14. Cakupan
 pelayanan Air
 Limbah Domestik
 42 Program Pengembangan
 Kinerja Pengelolaan Air
 Minum Dan Air Limbah
 15.849.320.000
 14.698.798.049 92,74
 15. Cakupan
 penanganan
 Sampah
 43 Program Pengembangan
 Kinerja Pengolahan
 Sampah
 11.696.832.720
 11.202.872.915 95,78
 6. Meningkatnya
 Kualitas
 Lingkungan
 Permukiman
 16. Kawasan
 Perumahan dan
 Permukiman
 Kumuh
 44 Program Pengembangan
 Perumahan
 466.264.000
 441.556.096 94,70
 45 Program Lingkungan
 Sehat Perumahan
 4.407.750
 219.638 4,98
 46 Program Penataan
 Permukiman Lingkungan
 5.160.730.000
 4.506.667.825 87,33
 7. Meningkatnya
 Akses
 Pelayanan Air
 Minum
 17. Cakupan Pelayan
 Air Minum
 47 Program Pengembangan
 Kinerja Pengelolaan Air
 Minum Dan Air Limbah
 15.849.320.000
 14.698.798.049 92,74
 48 Program Perencanaan
 Pengembangan
 Infrastruktur Prasarana
 Wilayah Dan Sumber
 Daya Alam
 142.550.000
 137.087.500 96,17
 8. Terselesaikan
 nya
 Permasalahan
 Banjir
 18. Luas Wilayah
 Tergenang
 49 Program Pembangunan
 Saluran Drainase/Gorong-
 Gorong
 21.855.730.000
 16.243.793.865 74,32
 50 Program Pembangunan
 Turap/Talud/Bronjong
 22.075.752.000
 21.737.101.425 98,47
 51 Program Pengembangan,
 Pengelolaan Dan
 Konservasi Sungai, Danau
 Dan Sumber Daya Air
 Lainnya
 100.000.000
 99.291.000 99,29
 52 Program Pengendalian
 Banjir
 14.810.876.000
 6.894.105.385 46,55
 53 Program Peningkatan
 Jalan Dan Jembatan
 19.940.927.000
 19.004.654.550 95,30
 9. Meningkatnya
 Pertumbuhan
 Ekonomi Non
 Migas
 19. Pertumbuhan
 PDRB Non Migas
 54 Program Penciptaan Iklim
 Usaha Kecil Menengah
 Yang Kondusif
 206.113.500
 205.713.500
 99,81
 55 Program Pengembangan 70.772.000 70.772.000 100
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 Kewirausahaan Dan
 Keunggulan Kompetitif
 Usaha Kecil Dan
 Menengah
 56 Program Pengembangan
 Sistem Pendukung Bagi
 Usaha Mikro Kecil Dan
 Menengah
 163.755.600
 163.002.000
 99,54
 57 Program Peningkatan
 Kualitas Kelembagaan
 Koperasi
 45.554.800
 38.434.800
 84,37
 58 Program Pengembangan
 Industri Kecil Dan
 Menengah
 775.365.000
 701.161.635
 90,43
 59 Program Peningkatan
 Kemampuan Teknologi
 Industri
 355.040.000
 184.620.000
 52,00
 60 Program Peningkatan
 Iklim Investasi Dan
 Realisasi Investasi
 331.708.500
 298.752.700
 90,06
 61 Program Pemberdayaan
 Ekonomi Masyarakat
 Pesisir
 1.325.000.000
 1.318.901.210
 99,54
 62 Program Pengembangan
 Budidaya Perikanan
 590.010.000
 567.426.227
 96,17
 63 Program Pengembangan
 Perikanan Tangkap
 1.045.898.000
 1.043.409.712
 99,76
 64 Program Pengembangan
 Pemasaran Pariwisata
 617.660.000
 464.488.700 75,20
 65 Program Pengembangan
 Destinasi Pariwisata
 8.375.954.000
 8.143.073.280
 97,22
 66 Program Peningkatan
 Kesejahteraan Petani
 298.425.000
 288.785.390
 96,77
 67 Program Peningkatan
 Penerapan Teknologi
 Pertanian/Perkebunan
 50.000.000
 46.664.500
 93,33
 68 Program Peningkatan
 Produksi
 Pertanian/Perkebunan
 240.000.000
 235.662.000
 98,19
 69 Program Pencegahan Dan
 Penanggulangan Penyakit
 Ternak
 56.547.700
 52.437.700
 92,73
 70 Program Peningkatan
 Produksi Hasil Peternakan
 363.365.000
 360.010.000
 99,08
 71 Program Peningkatan
 Pemasaran Hasil Produksi
 Peternakan
 1.390.940.000
 1.374.468.002
 98,82
 72 Program Perlindungan
 Konsumen Dan
 Pengamanan
 Perdagangan
 229.145.000
 209.192.000
 91,29
 73 Program Peningkatan Dan
 Pengembangan Ekspor
 211.231.500
 198.017.393
 93,74
 74 Program Peningkatan
 Efisiensi Perdagangan
 Dalam Negeri
 1.407.196.000
 1.302.467.800
 92,56
 75 Program Pembinaan
 Pedagang Kaki Lima Dan
 Asongan
 193.377.500
 188.457.500
 97,46
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 10. Tersedianya
 Insfrastruktur
 Kota yang
 Memadai
 untuk
 Mendukung
 Perkembang
 an Ekonomi
 Kota
 20. Panjang Jalan
 Kondisi Baik
 76 Program Pembangunan
 Jalan Dan Jembatan
 1.763.192.400 1.703.991.000 96,64
 77 Program
 Rehabilitasi/Pemeliharaan
 Jalan Dan Jembatan
 6.301.606.750 6.049.641.200 96,00
 78 Program Peningkatan
 Infrastruktur Permukiman
 50.827.955.650
 39.377.148.800 77,47
 21. Jumlah Sarana
 Perdagangan
 Pasar
 79 Program Peningkatan Dan
 Pengembangan Sarana
 Dan Prasarana
 Perdagangan
 16.435.750.000
 14.809.778.025 90,11
 22. Jaringan Gas
 Rumah Tangga
 80 - - - -
 Tabel diatas menunjukkan terdapat 10 (sepuluh) sasaran strategis dan 22 (dua
 puluh dua) indikator kinerja yang didukung oleh 79 (tujuh puluh sembilan) program.
 Dalam tabel tersebut tersaji 79 (tujuh puluh sembilan) program karena terdapat 2 (dua)
 program yang sama pada indikator yang berbeda. Jumlah pagu anggaran program
 pendukung indikator kinerja utama sebesar Rp , 469,574,718,626 dengan realisasi
 sebesar Rp,- 394,181,908,700 atau 83,94 persen. Sehingga terjadi efisien sebesar Rp,
 75,392,809,926 - atau 16,06 persen.
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 Tabel 3.33 Efisiensi Penggunaan Anggaran Program dan Kegiatan
 Dilihat dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2018 terdapat peningkatan jumlah program dan kegiatan dari tahun 2017
 sebanyak 37 program dan 709 kegiatan. Hal tersebut disebabkan adanya penambahan kapasitas anggaran dan adanya program dan kegiatan
 yang tidak dilaksanakan pada tahun 2017 dikarenakan keterbatasan anggaran. Selain itu, dengan adanya kebijakan Pemerintah Daerah untuk
 melaksanakan 200 juta per RT (produta) yang dilaksanakan pada 504 RT melalui 15 kelurahan di Kota Bontang. Program dan kegiatan tersebut
 seharusnya dilaksanakan pada tahun 2017 dan baru dapat dilaksanakan pada tahun 2018 menyesuaikan kapasitas anggaran.
 Tahun Anggaran Belanja Realisasi Nilai Efisiensi Persentase
 Total APBD
 Total Program Kegiatan Yang Dilaksanakan
 Jumlah Total Program Kegiatan
 Belanja Pegawai Belanja Non Gaji Dan Tunjangan
 Program Kegiatan Program Kegiatan
 2017 1.096.221.065.820 945.168.192.323 151.052.873.497 86 % 355.713.344.261 167.583.916.315 286 1229 287 1248
 2018 1.380.076.334.446 1.163.104.257.697 216.972.076.749 84 % 446.240.734.954 170.054.312.024 321 1943 324 1957
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 BAB IV
 PENUTUP
 Laporan Kinerja disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pencapaian atas
 pelaksanaan perjanjian kinerja dan rencana jangka menengah yang telah ditetapkan
 Pemerintah Kota Bontang sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD, serta dalam
 rangka mewujudkan good governance. Laporan kinerja menginformasikan tingkat
 pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai Pemerintah Kota Bontang
 diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja yang telah diperjanjikan dan rencana
 jangka menengah dalam dokumen RPJMD dan RKPD. Dengan semikian, laporan ini
 menguraikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang
 dilaksanakan melalui program-program prioritas yang telah direncanakan dan
 ditetapkan. Laporan kinerja tahun 2018 ini diharapkan dapat memberikan spirit dan
 motivasi dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan sehingga akan tercipta
 pemerintahan yang baik dan akuntabel.
 Laporan kinerja ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah
 Kota Bontang dalam mewujudkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
 Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip
 transparansi dan akuntabel seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat
 dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh informasi tentang
 keberhasilan yang telah dicapai dan kelemahan yang perlu mendapat penyempurnaan
 dalam pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Bontang. Pemerintah
 Kota Bontang terus mengupayakan berbagai langkah konkrit dan konstruktif untuk
 lebih menyempurnakan pelaporan agar terwujud transparansi dan akuntabel sesuai
 yang diharapkan.
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KEPUTUSAN WALIKOTA BONTANG
 NOMOR 060.4/219.1/Org.3. TAHUN 2016
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
 KOTA BONTANG TAHUN 2016-2021
 WALIKOTA BONTANG,
 Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan
 kinerja dilingkungan Pemerintah Kota Bontang, perlu
 menetapkan indikator kinerja utama;
 b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu
 menetapkan Keputusan Walikota Bontang tentang
 Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota
 Bontang.
 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
 Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
 Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
 Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
 Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 4641);
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
 dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
 Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
 Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
 Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
 Pemerintah.
 MEMUTUSKAN :
 Menetapkan :
 KESATU : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bontang
 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
 KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum
 KESATU merupakan acuan untuk menetapkan rencana
 kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, menyusun
 dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas
 kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai
 dengan dokumen Rencana Strategis Pemerintah Kota
 Bontang;
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KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
 ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya
 akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
 Ditetapkan di Bontang
 pada tanggal 23 September 2016
 WALIKOTA BONTANG,
 NENI MOERNIAENI
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Lampiran : Keputusan Walikota Bontang Nomor : 060.4/ 219.1/Org.3. Tahun 2016 Tanggal : 23 SEPTEMBER 2016 Tentang : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BONTANG PERIODE 2016-2021 1. Nama Unit Organisasi : Pemerintah Kota Bontang 2. Tugas :
 a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJMD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan
 menetapkan RKPD; d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD , rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
 APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; e. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan; f. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundanng-undangan.
 No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Utama Penjelasan/Alasan
 Perhitungan Penanggung
 Jawab Sumber Data
 1. Meningkatnya kualitas Pendidikan untuk semua
 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
 - Angka harapan hidup pada waktu lahir - Angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah - Kemampuan daya beli
 Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan
 Profil Pendidikan Kota Bontang / BPS
 2 Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas
 Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan
 Dinas Pendidikan
 Profil Pendidikan Kota Bontang / BPS
 3
 Harapan Lama Sekolah (HLS)
 Perbandingan antara jumlah penduduk usia tertentu yang bersekolah pada thn tertentu dengan jumlah penduduk usia tertentu pada tahun tertentu
 Dinas Pendidikan Profil Pendidikan Kota Bontang / BPS
 2. Meningkatnya kualitas Kesehatan untuk semua
 4 Angka Kematian Bayi (rasio) (Jumlah kematian bayi dalam setahun : Jumlah kelahiran hidup) x 1000
 Dinas Kesehatan Profil Kesehatan
 5 Angka kematian ibu (Jumlah kematian ibu dalam setahun : Jumlah Dinas Kesehatan Profil Kesehatan
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No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Utama Penjelasan/Alasan
 Perhitungan Penanggung
 Jawab Sumber Data
 per 100.000 kelahiran (rasio) kelahiran hidup) x 100.000
 6 Prevalensi Balita Gizi kurang (persen)
 (Jumlah Balita gizi kurang : jumlah balita) x 100 Dinas Kesehatan Profil Kesehatan
 3 Meningkatnya kesejahteraan kehidupan sosial
 7 Tingkat Kemiskinan (%) (Jumlah KK miskin : Jumlah KK) x 100% Dinas Sosial dan tenaga kerja
 Disosnaker dan BPS
 8 Tingkat Pengangguran (%) (Penduduk yang bekerja : penduduk yang tidak bekerja) x 100%
 Dinas Sosial dan tenaga kerja
 Disosnaker dan BPS
 4 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif
 9 Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
 Nilai evaluasi laporan akuntabilitas Kinerja Pemerintah
 SETDA Laporan Hasil Evaluasi LKIP
 10 Nilai LPPD Nilai evaluasi LPPD SETDA
 Laporan Hasil Evaluasi LPPD
 11 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat SETDA, Perangkat Daerah dan Unit Kerja
 Laporan hasil SKM
 12 Indeks Reformasi Birokrasi Nilai komponen 8 area perubahan SETDA Lporan hasil IRB
 13 Indeks Kota Cerdas Indonesia Nilai Indeks Kota Cerdas Dinas terkait Laporan hasil Indeks Kota Cerdas
 5 Meningkatnya cakupan pengelolaan sanitasi
 14 Cakupan pelayanan air limbah domestik
 (Jumlah limbah yang dikelola : Total limbah) x 100%
 DKP Laporan pelayanan air limbah domestik
 15 Cakupan Penanganan sampah Jumlah sampah yang tertangani : Jumlah produksi sampah x100%
 DKP Laporan volume sampah masuk TPA
 6 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman
 16 Kawasan perumahan dan Permukiman kumuh
 (Luas wilayah pemukiman kumuh : luas wilayah) x 100%
 Dinas PU/ DPKP2
 PU
 7 Menekan laju pertumbuhan emisi Gas Rumah Kaca
 17 Mempertahankan laju pertumbuhan emisi
 Menggunakan kalkulator IPCC BLH, Dinas Perhubungan
 Laporan hasil pemantauan kandungan emisi
 8 Meningkatnya akses pelayanan air minum
 18 Cakupan pelayanan air minum
 (Jumlah rumah tangga pengguna air bersih : jumlah seluruh rumah tangga) x 100%
 Dinas PU Laporan cakupan pelayanan air minum yang dapat dilayani
 9 Terselesaikannya 19 Luas wilayah tergenang (Jumlah wilayah tergenang : Jumlah Luas Wilayah) x Dinas PU Laporan presentasi
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No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Utama Penjelasan/Alasan
 Perhitungan Penanggung
 Jawab Sumber Data
 permasalahan banjir 100% wilayah tergenang
 10 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas
 20 Pertumbuhan PDRB Non Migas Hasil dari penetapan BPS Disperindagkop/ Bappeda
 Laporan PDRB
 11 Meningkatnya kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim
 21 Kontribusi sektor ekonomi maritim terhadap PDRB non migas
 Hasil dari penetapan BPS Disperindagkop/ Bappeda/DPKP
 Laporan PDRB
 12 Tersedianya infrastruktur kota yang memadai untuk mendukung perkembangan ekonomi kota
 22 Panjang jalan kondisi baik (Jumlah panjang jln dalam kondisi baik : jumlah jalan keseluruhan) x 100%
 Dinas PU Laporan monitoring sarana prasarana dasar
 23 Jaringan gas rumah tangga Jumlah kelurahan yang tersambung jargas Disperindagkop Laporan pelayanan instalasi Gas RT.
 WALIKOTA BONTANG,
 NENI MOERNIAENI
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KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG
 NOMOR 060.4/146/Org.3. TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BONTANG
 TAHUN 2016-2021
 WALI KOTA BONTANG,
 Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan kinerja dilingkungan
 Pemerintah Kota Bontang, perlu menetapkan indikator kinerja utama;
 b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu menetapkan
 Keputusan Wali Kota Bontang tentang Penetapan Indikator Kinerja
 Utama Pemerintah Kota Bontang.
 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan
 Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,
 Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
 Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 4641);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
 Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
 Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
 Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
 Kinerja Instansi Pemerintah;
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7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
 PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
 Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
 8. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang
 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
 MEMUTUSKAN :
 Menetapkan :
 KESATU : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bontang sebagaimana tercantum
 dalam Lampiran Keputusan ini;
 KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU
 merupakan acuan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana
 kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun
 laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
 sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pemerintah Kota Bontang;
 KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
 apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki
 sebagaimana mestinya.
 Ditetapkan di Bontang
 pada tanggal 25 Oktober 2017
 WALI KOTA BONTANG,
 NENI MOERNIAENI
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Lampiran : Keputusan Wali Kota Bontang
 Nomor : 060.4/146/Org.3. Tahun 2017
 Tanggal : 25 Oktober 2017
 Tentang : PERUBAHAN KEDUA INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BONTANG PERIODE 2016-2021
 1. Nama Unit Organisasi : Pemerintah Kota Bontang
 2. Tugas :
 a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJMD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta
 menyusun dan menetapkan RKPD; d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD , rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rangan Perda tentang pertanggungjawaban
 pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; e. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-
 undangan; f. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundanng-undangan.
 No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Utama Penjelasan/Alasan
 Perhitungan Penanggung Jawab Sumber Data
 1 2 3 4 5 6
 1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan untuk Semua
 1 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas
 Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan
 Dinas Pendidikan Profil Pendidikan Kota Bontang / BPS
 2 Harapan Lama Sekolah (HLS)
 Perbandingan antara jumlah penduduk usia tertentu yang bersekolah pada thn tertentu dengan jumlah penduduk usia tertentu pada tahun tertentu
 Dinas Pendidikan Profil Pendidikan Kota Bontang / BPS
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No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Utama Penjelasan/Alasan
 Perhitungan Penanggung Jawab Sumber Data
 1 2 3 4 5 6
 2. Meningkatnya Kualitas Kesehatan untuk Semua
 3 Angka Kematian Bayi (Jumlah kematian bayi dalam 1 tahun : Jumlah kelahiran hidup dalam 1 tahun) x 1000
 Dinas Kesehatan dan KB Profil Kesehatan
 4 Angka Kematian Ibu (Jumlah kematian ibu dalam 1 tahun : Jumlah kelahiran hidup dalam 1 tahun) x 100.000
 Dinas Kesehatan dan KB Profil Kesehatan
 5 Prevalensi Balita Gizi Kurang (Jumlah Balita gizi kurang : Jumlah balita) x 100%
 Dinas Kesehatan dan KB Profil Kesehatan
 6 Angka Harapan Hidup Total usia penduduk meninggal : Jumlah orang meninggal pada tahun perhitungan
 Dinas Kesehatan dan KB DKPS dan BPS
 3 Meningkatnya Kesejahteraan Kehidupan Sosial
 7 Tingkat kemiskinan (Jumlah penduduk miskin : Jumlah penduduk) x 100%
 DSP3M DSP3M dan BPS
 8 Tingkat Pengangguran (Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja : Jumlah penduduk angkatan kerja) x 100%
 DPMTKPTSP DPMTKPTSP dan BPS
 4 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif
 9 Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
 Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
 Sekretariat Daerah Laporan Hasil Evaluasi LKIP
 10 Nilai LPPD Nilai evaluasi LPPD Sekretariat Daerah Laporan Hasil Evaluasi LPPD
 11 Indeks Kepuasan Masyarakat
 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah Laporan hasil SKM
 12 Indeks Reformasi Birokrasi Nilai komponen 8 area perubahan Sekretariat Daerah Laporan hasil IRB
 13 Nilai Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGi)
 Nilai Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGi)
 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
 Laporan hasil PeGi
 5 Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sanitasi
 14 Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik
 (Jumlah rumah tangga bersanitasi : Jumlah rumah tangga) x 100%
 DPU dan PRK dan DLH Laporan pelayanan air limbah domestik
 15 Cakupan Penanganan Sampah
 (Jumlah sampah yang ditangani : Jumlah timbulan sampah) x100%
 DLH Laporan volume sampah masuk TPA
 6 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman
 16 Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh
 (Luas wilayah pemukiman kumuh : luas wilayah) x 100%
 DPKP2 DPKP2
 7 Meningkatnya Akses Pelayanan Air Minum
 17 Cakupan Pelayanan Air Minum
 (Jumlah rumah tangga pengguna air bersih : jumlah seluruh rumah tangga) x 100%
 Dinas PU dan Tata Ruang Kota
 Laporan cakupan pelayanan air minum yg dapat dilayani
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No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Utama Penjelasan/Alasan
 Perhitungan Penanggung Jawab Sumber Data
 1 2 3 4 5 6
 8 Terselesaikannya Permasalahan Banjir
 18 Luas Wilayah Tergenang (Jumlah wilayah tergenang : Jumlah Luas Wilayah) x 100%
 DPKP2 Laporan presentasi wilayah tergenang Dinas PU dan Tata Ruang
 Kota
 9 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Non Migas
 19 Pertumbuhan PDRB Non Migas
 Hasil dari penetapan BPS DKUMP Laporan BPS
 10 Tersedianya Infrastruktur Kota yang Memadai untuk Mendukung Perkembangan Ekonomi Kota
 20 Panjang Jalan Kondisi Baik (Jumlah panjang jalan dalam kondisi baik : jumlah jalan keseluruhan) x 100%
 Dinas PU dan Tata Ruang Kota
 Laporan monitoring sarana prasarana dasar
 21 Jumlah sarana perdagangan/pasar
 Jumlah sarana perdagangan/pasar yang dimodernisasi
 Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dan DPUTRK
 Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dan DPUTRK
 22 Jaringan gas rumah tangga Jumlah kelurahan yang tersambung jargas DPKP2 Laporan pelayanan instalasi Gas RT.
 WALI KOTA BONTANG
 NENI MOERNIAENI
 PEMERINTAH KOTA BONTANG SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ORGANISASI
 NO NAMA JABATAN TANGGAL PARAF
 1. Basri Rase Wakil Wali Kota
 2. Drs. H. Artahnan, MM. Plt. Sekretaris
 Daerah
 3. Drs. H. M. Bahri, M.AP. Asisten Adm.
 Pemerintahan
 4. IR. Zulkifli, MT. Kepala
 BAPELITBANG
 5. Hj. Ajizah, SE.,MM. Kabag. Organisasi
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
 serta berororientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:
 Nama : NENI MOERNIAENI
 Jabatan : WALI KOTA BONTANG
 berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam
 rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
 dokumen perencanaan.
 Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
 kami.
 Bontang, 2 Januari 2018
 WALI KOTA BONTANG
 NENI MOERNIAENI
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 PEMERINTAH KOTA BONTANG
 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
 1 2 3 4 5
 1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Untuk Semua
 1 Rata-rata lama Sekolah Penduduk usia 15 tahun Ke Atas
 Tahun 10,41
 2 Harapan lama Sekolah (HLS) Tahun 12,86
 2. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Untuk Semua
 3 Angka Kematian Bayi Rasio 7
 4 Angka kematian Ibu Rasio 123
 5 Prevalensi Balita Gizi Buruk Persentase <2
 6 Angka Harapan Hidup Tahun 73,95
 3. Meningkatnya Kesejahteraan Kehidupan Sosial
 7 Tingkat Kemiskinan Persentase 4,62
 8 Tingkat Pengangguran Persentase 11,06
 4. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif
 9 Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
 Nilai B
 10 Nilai LPPD Nilai ST
 11 Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 81,48
 12 Indeks Reformasi Birokrasi Nilai B
 13 Nilai Pemeringkatan e-Goverment Indonesia (PeGi)
 Poin/Score 3,3
 5. Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sanitasi
 14 Cakupan pelayanan Air Limbah Domestik
 Persentase 96,35
 15 Cakupan penaganan Sampah Persentase 78,45
 6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman
 16 Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh
 Luas (Ha) 14,4
 7. Meningkatnya Akses Pelayanan Air Minum
 17 Cakupan Pelayan Air Minum Persentase 98,04
 8. Terselesaikannya Permasalahan Banjir
 18 Luas Wilayah Tergenang Luas (Ha) 28,83
 9. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Non Migas
 19 Pertumbuhan PDRB Non Migas
 Persen 3 - 5
 10 Tersedianya Insfrastruktur Kota yang Memadai untuk Mendukung Perkembangan Ekonomi Kota
 20 Panjang Jalan Kondisi Baik Persen 90,63
 21 Jumalah Sarana Perdagangan Pasar
 Unit 3
 22 Jaringan Gas Rumah Tangga Kelurahan 14
 Sa
 PROGRAM ANGGARAN (RP)
 1) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 23.068.043.000
 2) Program Pendidikan Menengah 10.753.244.781
 3) Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 24.945.471.328
 4) Program Pendidikan Inklusif 792.106.000
 5) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.330.055.000
 6) Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan 8.996.000.000
 7) Program Peningkatan Manajemen Pendidikan 8.655.100.000
 8) Program Peningkatan Kesehatan Ibu Dan Anak 174.567.500
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PROGRAM ANGGARAN (RP)
 9) Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
 20.275.000
 10) Program Perbaikan Gizi Masyarakat 202.935.000
 11) Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya
 1.569.664.000
 12) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
 26.600.000.000
 13) Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
 811.600.000
 14) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 382.815.000
 15) Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Blud 47.100.000.000
 16) Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan 1.206.000.000
 17) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 16.517.771.000
 18) Program Pengawasan Obat Dan Makanan 26.500.000
 19) Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat 583.247.000
 20) Program Pengembangan Lingkungan Sehat 484.393.500
 21) Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular 510.955.000
 22) Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dan Masalah Kejiwaan
 55.495.000
 23) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar Dan Rujukan
 194.225.000
 24) Program Peningkatan Surveilans Penyakit, Imunisasi Dan Penanggulangan Wabah Bencana
 64.025.000
 25) Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 931.159.300
 26) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 70.925.000
 27) Program Pemberdayaan Sosial 469.000.000
 28) Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
 163.837.500
 29) Program Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah 267.350.000
 30) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan 47.550.000
 31) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
 10.450.000
 32) Program Perencanaan Pembangunan Daerah 409.575.000
 33) Program Peningkatan Pembinaan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
 88.665.000
 34) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 223.437.500
 35) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh
 913.075.000
 36) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
 232.300.000
 37) Program Pengintensifikasian Penanganan Pengaduan Masyarakat
 45.000.000
 38) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Masa
 676.907.500
 39) Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media 3.250.000.000
 40) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 2.726.517.000
 41) Program Diseminasi Informasi Dan Komunikasi Publik 174.220.000
 42) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah
 4.172.400.000
 43) Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Sampah 10.198.257.600
 44) Program Pengembangan Perumahan 278.976.000
 45) Program Lingkungan Sehat Perumahan 200.000.000
 46) Program Penataan Permukiman Lingkungan 4.600.220.000
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PROGRAM ANGGARAN (RP)
 47) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah
 249.000.000
 48) Program Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam
 17.550.000
 49) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 17.649.700.000
 50) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 8.513.840.000
 51) Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya
 248.000.000
 52) Program Pengendalian Banjir 12.317.976.000
 53) Program Peningkatan Jalan Dan Jembatan 1.911.978.000
 54) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
 56.113.500
 55) Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Dan Menengah
 70.772.000
 56) Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
 54.985.600
 57) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 45.554.800
 58) Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah 496.175.000
 59) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 125.030.000
 60) Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi 150.000.000
 61) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 2.255.000.000
 62) Program Pengembangan Budidaya Perikanan 590.010.000
 63) Program Pengembangan Perikanan Tangkap 38.038.000
 64) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 710.400.000
 65) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 6.707.110.000
 66) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 276.700.000
 67) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
 50.000.000
 68) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 240.000.000
 69) Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak 20.000.000
 70) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 348.750.000
 71) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 762.160.000
 72) Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan
 63.600.000
 73) Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor 31.841.500
 74) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 957.546.000
 75) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan 150.390.000
 76) Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan 232.248.000
 77) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan 1.819.736.000
 78) Program Peningkatan Infrastruktur Permukiman 37.602.253.400
 79) Program Peningkatan Dan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Perdagangan
 38.074.700.000
 Bontang, 2 Januari 2018
 WALI KOTA BONTANG
 NENI MOERNIAENI
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PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH KOTA BONTANG PADA TAHUN 2018
 Wali Kota Bontang secara langsung menerima penghargaan Kota Layak Anak Kategori Madya, Sekolah Ramah
 Anak dan Puskesmas Ramah Anak (Surabaya, 23 Juli 2018. Doc by Humas Kota Bontang)
 Penyerahan Predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
 Kepada Pemerintah Kota Bontang (Samarinda, 28 Mei 2018 doc by Humas Kota Bontang)
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Kota Bontang meraih kategori Adipura 2018 untuk Kota Kecil yang merupakan keberhasilan Wali Kota Bontang dalam pengurangan sampah dan penanganan sampah
 (Bontang, 15 Januari 2019 doc by Humas Kota Bontang)
 Pemerintah Kota Bontang menerima Piagam Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
 Reformasi Birokrasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 dengan Predikat B
 (Banjarmasin, 6 Februari 2019)
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Penghargaan Panji,Trophy dan Piagam Keberhasilan Pembangunan
 (Samarinda, 9 Januari 2019 doc by Humas Kota Bontang)
 Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari BPJS Kesehatan (24 September 2018)
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Penghargaan Opini WTP dari Menteri Keuangan RI kepada Pemerintah Kota Bontang (17 Oktober 2018)
 Penghargaan Smart Sanitation Award 2018 CSS XVIII kategori Keakfifan Anggota Terbaik
 oleh Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) (25 Oktober 2018)
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Penghargaan Anugerah Pandu Negeri 2018 kepada Pemerintah Kota Bontang
 oleh Mantan Wakil Presiden RI yang juga Dewan Penasehat IIPG, Boediono ( 26 Oktober 2018 )
 Penghargaan Natamukti-Indonesia City Award 2018 diterima Pemerintah Kota Bontang dan diserahkan langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM RI A.A.G.N Puspayoga di acara Indonesia City Award 2018
 dirangkaikan dengan Gebyar UKM ZAMAN NOW di Kota Tangerang, Kamis (15/11/2018)
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Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni kembali meraih penghargaan di ajang Wali Kota Entrepreneur Award 2018
 dalam bidang pendidikan, Rabu (5/12) malam lalu di Ritz Carlton, Jakarta
 Kota Bontang meraih Innovative Government Award (IGA) 2018 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI
 Penghargaan ini diterima Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, Jumat (7/12/2018)

Page 131
                        

Penghargaan Bhumandala Award diberikan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian melalui Badan Informasi
 Geospasial (BIG) kepada Pemerintah Kota Bontang, karena telah dinilai berhasil mengimplementasikan Perpres 27
 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN).
 Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase menerima penghargaan IRSA 2018 pada kategori kota dengan tingkat
 kepadatan penduduk rendah, yang diserahkan Kepala Koprs Lalu Lintas Polri Irjen Pol Refdi Andi, Kamis
 (13/12/2018)
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